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“Setiap orang pasti punya mimpi, begitu juga saya, namun bagi saya yang paling 
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Mafazah, Itmamul. 2021. Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi 
Dan Bangunan Di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal (Studi Kasus di Desa 
Suradadi, Kertasari, Karangmulya). Skripsi, Ilmu Pemerintahan Universitas 
Pancasakti Tegal, Pembimbing 1 Drs. Djoko Suyono M,si dan pembimbing II 
Agus Setio Widodo S,IP M,si. 
 Berdasarkan data realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Suradadi dalam 
tiga tahun terakhir tidak pernah memenuhi target. Pada tahun 2019 di desa 
Suradadi hanya 68,24%, desa Kertasasri hanya 80.86% dan desa Karangmulya 
hanya 66,6% dari terget yang ditetapkan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui (1) Partisipasi masyarakat dalam membayar PBB, (2) Hambatan dan 
solusi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. 
 Jenis penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana partisipasi masyarakat dalam 
membayar PBB melalui indikator, yaitu : Partisipasi masyarakat dalam mengikuti 
sosialisasi atau penyuluhan, Partisipasi masyarakat untuk berkontribusi secara 
sukarela dalam membayar PBB, Partisipasi masyarakat terlibat aktif dalam 
membayar PBB. Dengan teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, 
wawancara, dokumntasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa partisipasi 
masyarakat dalam membayar PBB masih kurang dan belum sepenuhnya 
berpartisipasi. Faktor yang menjadi kendala yaitu kurangnya pengetahuan dari 
masyarakat, minimnya pendapatan masyarakat. Adapun solusi peneliti yaitu 
dengan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat, kemudian 
mendirikan Bank sampah, dan memberikan pendidikan kepada masyarakat yang 
pendapatnya rendah untuk membuat produk yang memiliki nilai jual. 
 








Mafazah, Itmamul. 2021. Community Participation in Paying Land and Building 
Taxes in Suradadi District, Tegal Regency (Case Study in Suradadi Village, 
Kertasari, Karangmulya). Thesis, Government Science, Pancasakti University 
Tegal, Supervisor 1 Drs. Djoko Suyono M,si and advisor II Agus Setio Widodo 
S,IP M,si. 
Based on data on the realization of PBB revenues in Suradadi Sub-district 
in the last three years, they have never met the target. In 2019, Suradadi village 
was only 68.24%, Kertasasri village was only 80.86% and Karangmulya village 
was only 66.6% of the target set. The purpose of this study is to find out (1) 
Community participation in paying PBB, (2) Barriers and solutions in increasing 
community participation in paying PBB. 
This type of research is descriptive with a qualitative approach. This 
research focuses on how the community's participation in paying PBB is through 
indicators, namely: Community participation in participating in socialization or 
counseling, Community participation to contribute voluntarily in paying PBB, 
Community participation being actively involved in paying PBB. With data 
collection techniques consist of observation, interviews, documentation. The 
results of this study indicate that public participation in paying PBB is still lacking 
and has not fully participated. Factors that become obstacles are the lack of 
knowledge from the community, the lack of community income. The researcher's 
solution is to conduct socialization or counseling to the community, then establish 
a waste bank, and provide education to people with low incomes to make products 
that have a selling value. 
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I.I Latar Belakang Penelitian 
Pajak digolongkan kepada penerimaan non-migas, yaitu terdiri atas pajak 
penghasilan, pajak pertambangan nilai, bea masuk, cukai, pajak ekspor, PBB 
(pajak bumi dan bangunan). PBB merupakan satu dari sekian sektor  pemasukan 
bagi negara yang cukup berpotensi dan berkontribusi terhadap pendapatan negara 
dibandingkan dengan sektor pajak lainnya sangat besar. Strateginya Pajak Bumi 
dan Bangunan tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan 
bangunan yang ada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
Pajak bumi dan bangunan (PBB) menjadi salah satu komponen yang 
mendukung dan perimbangan mempunyai pengaruh akan besarnya bagian dana 
perimbangan yang akan diterima oleh daerah penghasil. Oleh karena itu PBB 
perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dalam hal 
penanganannya, dengan begitu nantinya akan dapat memberikan sumbangan besar 
pada pendapatan asli daerah (PAD) Mengingat betapa pentingnya sumbangan 
yang diberikan oleh penerima PBB bagi pembiayaan bangunan, maka 
pemungutan harus dilakukan secara efektif, sehinggga nantinya bisa memenuhi 
target pemungutan yang telah ditentukan. 
 Dari pengertian diatas dapat kita disimpulkan bahwa semua warga negara 




kepemilikan sertifikat sah berkewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB). Pajak tersebut termasuk sumber keuangan negara dan pemungutannya 
sudah didasarkan pada “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 
1994 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang 
PBB”. Bahwa pemungutan pajak sudah disepakati bersama antara pemerintah 
dengan wajib pajak. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri 
merupakan sektor yang potensial, penerimaan dari sektor pajak ini selanjutnya 
dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana 
kepentingan umum. 
 Pajak bumi dan bangunan (PBB) sangat berpotensi untuk menunjang 
pendapatan daerah guna melaksanakan otonomi daerah dan pembangunan. Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan pada objek pajak 
berupa bumi/atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah 
satu penerimaan pemerintah pusat, sebagian besar hasilnya (90%) diserahkan 
kembali kepada daerah yang memungutnya. Hampir sebagian besar masyarakat 
memiliki tanah dan bangunan, maka sebuah keuntungan besar khususnya bagi 
penerimaaan Pajak Bumi dan Bangunan karena tanah dan bangunan dapat 
diidentifikasi dan ditemukan (Damaiyanti 2014:15) 
 Agar penerimaan pajak itu dapat berhasil dan dapat dijadikan sumber 
pemasukan pemerintah daerah, maka setiap masyarakat yang sudah terdaftar 
menjadi wajib pajak harus memenuhi kewajibannya itu sekali setahun dan ikut 




memenuhi kewajiban tersebut, setiap wajib pajak harus sudah memahami 
pengertian pajak serta fungsi pajak itu sendiri. Sehingga adanya pemahaman 
tentang pajak tersebut masyarakat akan lebih mengerti bagaimana cara untuk 
berpartisipasi dalam rangka meningkatkan pendapatan. Kewajiban membayar 
pajak juga memberikan hak kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam 
pembangunan dan untuk menjalankan perannya sebagai warga negara.  
Sumarto mengatakan partisipasi masyarakat yang dimaksud yaitu ketika 
masyarakat menempatkan dirinya sebagai individu dalam lingkungan sosial 
maupun organisasi. Mereka ikut berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan 
dan mengawasi kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan 
mereka (Sumarto,2009:15) 
Mekanisme dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang 
(SPPT) adalah petugas Kecamatan mengantarkan SPPT tersebut ke desa-desa 
yang ada dikecamatan Suradadi diantaranya desa Suradadi, Karangmulya, dan 
Kertasari, kemudian ketika SPPT sudah ada di Kantor Desa maka diutuslah kepala 
dusun untuk mengantarkan SPPT tersebut kepada setiap RT yang ada, lalu SPPT 
tersebut dibagikan ke setiap wajib pajak. Sedangkan untuk pembayaran Pajak 
Bumi dan Bangunan tersebut, bisa langsung dibayar kepada RT yang menjadi 
utusan Desa, dapat juga dibayarkan melalui Bank dan Kantor Pos. Untuk wajib 
pajak yang memiliki tunggakan pajak bumi dan bangunannya sampai bertahun-
tahun tidak dibayar dapat mempengaruhi target yang sudah ditetapkan menjadi 




 Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan pada desa Suradadi, 
Karangmulya, dan Kertasari cukup dapat diandalkan untuk meningkatkan 
penerimaan pendapatan daerah yang terdapat di Kecamatan Suradadi sehingga 
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah target dan realisasi 
penerimaan PBB di Desa Suradadi, Karangmulya dan Kertasari : 
Tabel 1.1 Target dan Realisasi penerimaan PBB di desa Karangmulya tahun 2017-2019 
NO. TAHUN Target Realisasi Persentase  
   1. 2017 Rp.134.170.785,00 Rp.100.252.890,00 74,72% 
   2. 2018 Rp.135.304.833,00 Rp.79.958.540,00 59% 
   3. 2019 Rp.150.105.683,00 Rp.99.968.835,00 66,6% 
Sumber : Kantor Kecamatan Suradadi,2020 
Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam tiga tahun terakhir 
kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan masih belum memenuhi target yang telah 
ditetapkan. Dari tahun 2017 hingga tahun 2019 presentase tidak stabil, setiap 
tahunnya masih bersifat fluktuatif atau naik turun. Dapat kita lihat di tahun 2017 
target yang terealisasi hanya 74,72% dan di tahun 2018 mengalami penurunan 
yaitu hanya 59%, kemudian di tahun 2019 realisasi yang diperoleh hanya 66,6%. 
Dari tabel diatas kita dapat mengetahui bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi 








Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak PBB di desa Karangmulya tahun 2017-2019 




WP yang tidak 
membayar 
Sisa yang belum 
terbayar  
  1. 2017 3.305 2.564 745 Rp.33.917.895,00 
  2. 2018 3.290 2.179 1.111 Rp.55.346.293,00 
  3. 2019 3.289 2.319 970 Rp.50.136.848,00 
Sumber : Kantor Kecamatan Suradadi,2020 
 Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, jumlah wajib pajak yang 
berpartisipasi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan belum dapat dikatakan 
berhasil. Masih terdapat wajib pajak yang tidak berpartisipasi, karena kurangnya 
kesadaran dari wajib pajak. Dilihat dari menurunya wajib pajak setiap tahun di 
mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Pada tahun 2017 jumlah wajib pajak 
terdaftar sebanyak 3.305 wajib pajak, namun yang membayar kewajibannya itu 
hanya 2.564 wajib pajak. Kemudian pada tahun 2018, wajib pajak terdaftar adalah 
3.290 dan yang membayar hanya ada 2.179 wajib pajak. Sedangkan pada tahun 
2019. jumlah wajib pajak terdaftar menurun yaitu 3.289 wajib pajak, namun yang 
berpartisipasi hanya 2.319 wajib pajak.  
Tabel 1.3 Target dan Realisasi penerimaan PBB di desa Suradadi tahun 2017-2019 
NO. TAHUN Target Realisasi Presentase  
   1. 2017 Rp.206.167.731,00 Rp.165.520.895,00 80.28% 
   2. 2018 Rp.208.279.006,00 Rp.158.419.496,00 76.06% 
   3. 2019  Rp.238.181.013,00 Rp.162.525.113,00 68.24% 




Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam tiga tahun terakhir 
kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan masih belum memenuhi target yang telah 
ditetapkan. Dari tahun 2017 hingga tahun 2019 presentase setiap tahun selalu 
menurun. Dilihat pada tahun 2017 yang terealisasi yaitu 80.28%, sedangkan pada 
tahun 2018 menurun menjadi 76.06% dan pada tahun 2019 penerimaan PBB 
mengalami penurunan kembali yaitu hanya 68.24% dari penjelasan diatas dapat 
dikatakan bahwa masyarakat Suradadi belum sepenuhnya ikut berpartisipasi. 
Karena kurangnya kesadaran dari wajib, selain itu  juga ada beberapa masyarakat 
yang tinggkat ekonominya  baik tetapi dalam pembayaran selalu mengalami 
keterlambatan. 
Tabel 1.4 Jumlah Wajib Pajak PBB di desa Suradadi tahun 2017-2019 
NO. TAHUN Jumlah 
WP 
WP  yang 
membayar 
WP yang tidak 
membayar 
Sisa yang belum 
terbayar 
  1. 2017 4.622 3.904 718 Rp.40.548.676,00 
  2. 2018 4.648 3.768 880 Rp.49.471.771,00 
  3. 2019 4.666 3.422 1.244 Rp.74.921.522,00 
Sumber : Kantor Kecamatan Suradadi,2020 
Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa wajib pajak di desa Suradadi 
belum sepenuhnya ikut berpartisipasi dalam membayar pajak. Tahun 2017 jumlah 
wajib pajak sebanyak 4.622 namun yang membayar kewajibannya hanya 3.902. 
Kemudian tahun 2018 wajib pajak terdaftar sebanyak 4.648 dan yang membayar 




terdaftar adalah 4.666 dan wajib pajak yang membayar pajak sebanyak 3.422 
dapat dikatakan bahwa jumlah wajib pajak belum semuanya berpartisipasi. 
Tabel 1.5 Target dan Realisasi penerimaan PBB di desa Kertasari tahun 2017-2019 
NO. TAHUN Target Realisasi Presentase 
    1. 2017 Rp.172.853.382,00 Rp.148.909.129,00 86.15% 
    2. 2018 Rp.175.973.511,00 Rp.141.213.885,00 80.25% 
    3. 2019 Rp.209.008.935,00 Rp.169.064.114,00 80.86% 
Sumber : Kantor Kecamatan Suradadi,2020 
 Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam tiga tahun terakhir 
kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan masih belum memenuhi target yang telah 
ditetapkan. Dilihat pada tahun 2017 target yang terealisasi hanya 86.15%, 
sedangkan di tahun 2018 mengalami penurunan dari target yang ditentukan yaitu 
hanya 80.25% dan ditahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 
menjadi 80.86% 
Tabel 1.4 Jumlah Wajib Pajak PBB di desa Kertasari tahun 2017-2019 
NO. TAHUN Jumlah 
WP 
WP  yang 
membayar 
WP yang tidak 
membayar 
Sisa yang belum 
terbayar 
   1. 2017 5.557 4.762 795 Rp.23.944.253,00 
   2. 2018 5.660 4.498 1.162 Rp.34.465.059,00 
   3. 2019 5.644 4.504 1.140 Rp.39.861.726,00 
Sumber : Kantor Kecamatan Suradadi,2020 
Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa partisipasi masyarakat Kertasari 




ditetapkan. Tahun 2017 wajib pajak terdaftar sebanyak 5.557 wajib pajak namun 
yang membayar pajak hanya 4.762 wajib pajak. Kemudian di tahun 2018 wajib 
pajak terdaftar sebanyak 5.660 wajib pajak dan yang membayar pajak sebanyak 
4.498 wajib pajak dan di tahun 2019 wajib pajak terdaftar berjumlah 5.644 wajib 
pajak namun yang membayar kewajibannya sebanyak 4.504 wajib pajak. Dari 
penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam 
membayar Pajak Bumi dan Bangunan belum memenuhi target yang telah 
ditentukan. 
Berdasarkan dengan tidak tercapainya atau terealisasinya target yang 
ditentukan, pemerintah sudah membuat sanksi terhadap wajib pajak yang tidak 
patuh, sanksi di berikan oleh pemerintah yaitu berupa denda. Bagi wajib pajak 
terlambat membayar pajak dari tempo dan waktu yang sudah ditetapkan maka 
wajib pajak akan dikenakan denda 2% perbulan dari total nilai pajak. Bagi wajib 
pajak yang tidak pernah melakukan pembayaran PBB karena kurangnya 
kesadaran dari masyarakat tersebut akan dikenakan denda yang sama yaitu 
sebesar 2% perbulan.  
Sedangkan di desa Suradadi, Karangmulya dan Kertasari itu sendiri dalam 
hal partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
masih belum bisa dikatakan baik, karena masih banyak masyarakat yang belum 
memenuhi kewajiban tersebut. Dimana dalam pencapaian pajak bumi dan 




Dengan demikian dapat dipahami bahwa bukan hanya sumber kekayaan 
alami, hasil perusahaan negara ataupun daerah dan lainnya. Namun partisipasi 
masyarakat dalam membayar pajak juga memberikan kontribusi yang besar dalam 
meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. 
Ilyas dan Richard mengatakan bahwa kemajuan suatu negara termasuk 
daerah sangat ditentukan oleh kesadaran masyarakat dalam memahami dan 
membayar pajak dengan benar (Ilyas dan Richard, 2013:11). Namun faktanya 
masih banyak masyarakat belum berpartisipasi dalam membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB), banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut diantaranya 
kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pajak. Dan 
kurangnya sanksi tegas bagi masyarakat wajib pajak yang telat membayar pajak. 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis merasa tertarik untuk 
mengetahui lebih lanjut tentang masalah tersebut dan melakukan penelitian 
dengan judul ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM 
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN 
SURADADI TAHUN 2019 
II.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan 
jawabannya melalui pengumpulan data bentuk-bentuk rumusan masalah 





Rumusan masalah dalam suatu penelitian adalah hal paling mendasar. 
Rumusan masalah akan menjadi penentu apa bahasan yang diajukan dalam 
perumusan masalah, kemudian akan dijawab dalam proses penelitian dan tertuang 
secara sistematis dalam laporan penelitian, termasuk juga bahasan mengenai 
kerangka teori dan metodologi yang digunakan, semuanya mengacu pada 
perumusan masalah.  
Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis menarik 
rumusan masalah sebagai berikut :  
1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan di Kecamatan Suradadi? 
2. Apa saja hambatan-hambatan dan solusi dalam meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan? 
II.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
II.3.1 Tujuan penelitian 
Menurut Locke, Spirduso, dan Silverman dalam Creswel (2016). Tujuan 
penelitian berarti menunjukkan serangkaian pertanyaan tentang “mengapa anda 
ingin melakukan penelitian dan apa yang ingin anda capai” 
Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukan adanya hasil, 
sesuatu yang didapatkan setelah penelitian selesai. Sesuatu yang akan dicapai atau 
dituju dalam sebuah penelitian. Rumusan tujuan penelitian mengungkapkan 





Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi 
dan Bangunan di Kecamatan Suradadi. 
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi dalam meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan 
II.3.2 Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 
khasanah pengetahuan di bilang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
khususnya pada bidang Ilmu Pemerintahan berkenaan dengan 
Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 
b. Dapat menambah kepustakaan dan dapat memberikan masukan di 
bidang perpajakan, khususnya mengenai penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) sebagai salah satu sumber Pajak Daerah yang 
pemungutannya merupakan hak kewenangan Daerah terhadap 
peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 
2. Manfaat Praktis  
a. Bagi peneliti, hasil penelitian digunakan sebagai syarat untuk 
mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal serta untuk 




b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman 
kepada masyarakat bahwa Pajak Bumi dan Bangunan sangat penting 
untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. 
c. Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan 
pertimbangan pihak terkait untuk dijadikan sebagai bahan masukan 








 Tinjauan pustaka dalam Prakoso (2018:29) adalah uraian mengenai teori-
teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian dan juga menjadi 
landasan teori dalam penelitian, supaya bisa diketahui bagaimana hubungan dan 
dimana posisi pengetahuan yang telah ada, masih perlu adanya ulasan terhadap 
bahan-bahan pustaka yang relevan dengan topik masalah yang diangkat guna 
menungkinkan pembaca meningkatkan wawasan dari segi tujuan untuk dan hasil 
penelitian. 
II.1 Penelitian Terdahulu  
 Penelitian terdahulu merupakan kumpulan dari hasil-hasil peneliti 
sebelumnya yang digunakan sebagai perbandingan yang menghindari manipulasi 
terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan bahan penelitian. Ada beberapa 
penelitian yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB) namun tentunya dengan konsep, dimensi dan 
indikator yang berbeda-beda. Penelitian pertama mengenai partisipasi masyarakat 
membayar PBB dilakukan oleh Arya Riska Alni (2013) Jurusan Administrasi 
Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi 
“Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan 
Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rakon Hulu” fenomena dalam penelitian 
ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk membayar 





target. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi 
masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian 
sebelumnya secara kuantitas partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di 
Kecamatan Rambah Hilir menyatakan bahwa 56,6% cukup baik. 
 Dan selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh Erma Wahyuni Fakultas 
Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam-Banda 
Aceh yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan (studi di Gampong tantuha Kecamatan Simpang tiga Kabupaten Aceh 
besar) tahun 2019 fenomena yang ada realisasi PBB dari bidang PAD bahwa 
partisipasi masyarakat di dalam membayar PBB di Gampong Tantuha masing 
sangat rendah. Masyarakat Gampong Tantuha belum terbiasa dengan adanya PBB 
tersebut, sehingga mereka menjadi acuh terhadap pentingnya ikut berpartisipasi 
membayar PBB. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat 
diantaranya faktor usia, tingkat pendidikan, dan faktor penghasilan. Selain itu 
kurangnya penyuluhan yang diberikan kepada masyarakt sehingga tingkat 
kesadaran diri rendah. 
Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa partisipasi 
masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di setiap daerah terdapat 
masalah atau fenomena yang berbeda-beda dimana dalam suatu daerah 
mempunyai upaya tersendiri dalam meningkatkan pencapaian target Pajak Bumi 
dan Bangunan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan kesadaran 





penelitian terdahulu yang akan menjadi rujukan dalam penelitian ini, maka 
peneliti ini akan membahas mengenai Analisis partisipasi Masyarakat dalam 
membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Suradadi tahun 2019. 
Tabel.II.01 
Penelitian Terdahulu 
No. Nama Peneliti Judul Penelitian  Hasil Penelitian 
1.  Arya Riska Alni Analisis Partisipasi 
Masyarakat Dalam 
Membayar Pajak Bumi 
dan Bangunan Di 
Kecamatan Rambah 
Hilir Kabupaten Rakon 
Hulu 

















2.  Erma Wahyuni Partisipasi Masyarakat 
dalam membayar Pajak 
Bumi dan Bangunan 
(studi di Gampong 
tantuha Kecamatan 
Simpang tiga 











































Berdasarkan dari dua penelitian diatas merupakan penelitian yang 
dianggap relevan dalam mendiskusikan permasalahan partisipasi masyarakat 
dalam membayar PBB. Penelitian tersebut berfokus pada bagaimana tingkat 
partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. Oleh karena itu dalam penelitian 
ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana dan apa saja faktor yang mempengaruhi 
partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 
Penelitian ini dilakukan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif, dimana 
penulis mendiskripsikan Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan 






II.2 Kerangka Teori  
Kerangka teori merupakan pola pikir yang digunakan sebagai sumber untuk 
memecahkan masalah. Sebelum melangkah lebih lanjut peneliti akan 
mengemukakan terlebih dahulu beberapa pengertian teori. Teori menurut 
Sugiyono ( 2015:81) adalah suatu konseptual yang umum  dan diperoleh melalui 
jalan yang sistematis serta dapat diuji kebenarannya.  
II.2.1 Pengertian Partisipasi  
 Kata partisipasi berasal dari Bahasa Inggris yakni “participation” yang 
memiliki arti pengambilan bagian atau pengikut sertaan. Kata tersebut sebenarnya 
dari bahasa latin yakni “participatio” yang berarti mengambil bagian. Ishomaddin 
mengatakan bahwa, “partisipasi dalam arti sederhana adalah keikutsertaan atau 
keterlibatan seseorang atau kelompok di dalam suatu kegiatan” (Ishomuddin 
2016:4281). Pertisipasi merupakan peran serta individu atau kelompok 
masyarakat dalam program pembangunan, berupa pertanyaan maupun berupa 
kegiatan dengan memberikan masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal 
dan/atau materi, serta ikut menikmati hasil-hasil pembangunan (Sumardi 
2014:1940). 
 Davis mengatakan definisi partisipasi adalah “participaton can be defined 
as mental and emotional involment of a person in a group situation which 
encourages him to cantribute to group goals and share responsibility in them” 
(Davis,1988:13). Berdasarkan pernyataan tersebut partisipasi diartikan sebagai 





membuatnya terdorong untuk memberikan atau menyumbangkan usahanya pada 
tujuan kelompok, dan ikut bertanggung jawab terhadap didalamnya. 
 Berdasarkan beberapa pengertian partisipasi tersebut dapat disimpulkan 
bahwa, pada dasarnya partisipasi menuntut masyarakat agar diberikan kesempatan 
dan hak untuk diikutsertakan, dilibatkan dalam pelaksanaan proses pembangunan. 
Partisipasi masyarakat sangat dibutukan guna mencapai tujuan pembangunan 
yang sudah ditetapkan. Adanya pelaksanaan pembangunan membuat masyarakat  
harus menerima kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait 
pembangunan itu sendiri. Salah satu kebijakan pemerintah yang melibatkan atau 
mengikutsertakan masyarakatnya dalam pelaksanaan pembangunan adalah 
kebijakan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), demi tercapainya 
tujuan pembangunan sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 
II.2.1.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat 
 Sastropoetro (1988:11) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah 
keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan 
lahiriahnya saja”. Tiap-tiap anggota masyarakat dituntut akan kontribusi maupun 
sumbangannya di dalam partisipasi. Kontribusi tersebut tidak terbatas pada dana 
atau finansial saja, tetapi juga dalam bentuk daya (tenaga), ide atau pemikiran 
(Notoatmojo 2017:4). Gaventa dan Valderma dalam Dwiningrum menegaskan 
bahwa “partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu 





kebijakan dengan pengembalian keputusan diberbagai gelanggang kunci yang 
memengaruhi kehidupan warga masyarakat (Gaventa dan Valdema dalam 
Dwiningrum, 2015:54)”. 
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
secara umum partisipasi masyarakat merupakan aktualisasi dari keikutsertaan 
masyarakat dalam mencapai tujuan bersama dengan melibatkan pikiran dan 
perasaanya. Masyarakat ikut bertanggung jawab serta ikut andil dalam proses 
pengambilan keputusan hingga pelaksanaan proses evaluasi untuk suatu 
perubahan.  
Adapun dalam konteks pembangunan partisipasi masyarakat dianggap 
sangat penting. Conyers mengatakan salah satu alasan mengapa partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan sangatlah penting, karena adanya suatu anggapan 
bahwa merupakan hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan 
masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa mereka mempunyai hak turut 
“urun rembug” (memberi saran) dalam menentukan jenis pembangunan yang akan 
dilaksanankan di daerah mereka. 
Partisipasi masyarakat amatlah dibutuhkan untuk memperoleh informasi 
mengenai keadaan atau kondisi, sikap,harapan,dan kebutuhan masyarakat karena 
dengan kehadiran masyarakat akan mampu menciptakan keberhasilan pada 
program pembangunan. (Conyers dalam pasaribu, 2017:4). Konsep partispasi 
dalam pembangunan memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut 





dan harta benda agar masa depan pembangunan daerah maupun negara menjadi 
lebih baik, karena rakyatlah yang banyak memegang peranan sekaligus sebagai 
subjek dan objek pembangunan. Adanya ruang bagi keterlibatan masyarakat akan 
mendorong pembangunan yang lebih terarah, efektif dan terciptanya pemerataan 
sesuai kebutuhan masyarakat. 
Keterlibatan masyarakat dinilai mampu mendukung dalam menghasilkan 
proyek pembangunan karena masyarakat lebih mengetahui persoalan atau kondisi 
setempat dan mengetahui solusi atas persoalan yang searah dengan kebutuhan 
masyarakat. Terwujudnya partisipasi masyarakat disadari atas kesadaran dan 
kesediaan masyarakat untuk ikut andil dalam mewujudkan program pembangunan 
pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Apabila diperinci 
pengertian partisipasi mengandung beberapa unsur di dalamnya. 
Solekhan menyatakan unsur-unsur yang terkandung didalam pengertian 
partisipasi, diantaranya : 
1. Keikutsertaan atau keteribatan dalam suatu kegiatan. 
2. Kesadaran secara sukarela 
3. Adanya sikap pro aktif 
4. Adanya kontribusi yang diberikan, baik secara fisik atau non fisik, dan 
5. Adanya kesepakatan-kesepakatan (Solekhan, 2014:14) 
II.2.1.2 Jenis dan Bentuk Partisipasi Masyarakat 
 Partisipasi secara umum merupakan peran serta masyarakat dalam suatu 





ke bawah, terjadi secara sederhana. Adapun berbagai bentuk partisipasi yang 
dapat diberikan oleh masyarakat. Nolsen mengatakan ada dua jenis partisipasi 
yaitu partisipasi horizontal dan partisipasi vertikal. Partisipasi horizontal 
merupakan partisipasi yang dilakukan oleh seseorang yang berbeda tingkatan 
statusnya, dilakukan oleh seorang bawahan dengan atasnya atau antara 
masyarakat dengan pemerintah (Nelson dan Solekhan,2014:113). 
 Pandangan lain dikemukankan oleh Soetrisno yang membedakan 
partisipasi menjadi dua, yakni: 
1. Partisipasi sebagai kemauan rakyat yang secara mutlak mendukung 
penetapan perencanaan program pemerintahan oleh pemerintah; 
2. Partisipasi sebagai kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam 
merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil 
pembangunan (Soetrisno dan Solekhan,2014:114) 
II.2.1.3 Tahap-Tahap Partisipasi Masyarakat  
Partisipasi masyarakat ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan yang 
terstruktur dan terencana. Tahapan tersebut adalah : 
1. Perencanaan 
Slamet (2013) membedakan tingkatan partisipasi yaitu partisipasi dalam 
tahap perencanaan, partisipasi dalam tahap pelaksanaan, partisipasi dalam tahap 
pemanfaatan. Partisipasi tahap perencanaan merupakan tahapan yang paling tinggi 





sekaligus diajak turut membantu keputusan yang mencangkup merumuskan 
tujuan, maksud dan target. 
Salah satu metodologi perencanaan pembangunan yang baru adalah 
mengakui adanya kemampuan yang berbeda dari setiap kelompok masyarakat 
dalam mengontrol dan ketergantungan mereka terhadap sumber-sumber yang 
dapat diraih di dalam sistem lingkungannya. Pengetahuan para perencana teknis 
yang berasal dari atas umunya amat mendalam. Oleh karena itu, sistem 
perencanaan harus didesain sesuai dengan respon masyarakat, bukan hanya karena 
keterlibatan mereka yang begitu esensial dalam meraih komitmen, tetapi karena 
masyarakatlah yang mempunyai informasi yang relevan yang tidak dapat 
dijangkau perencanaan teknis atasan. 
2. Pelaksanaan 
Kegiatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan seringkali diartikan 
sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara 
sukarela menyumbangkan tenaganya didalam kegiatan pembangunan. Di pihak 
lain, lapisan yang ada diatasnya (yang umumnya terdiri atas orang kaya) yang 
lebih banyak memperoleh manfaat dari pembangunan, tidak dituntut 
sumbangannya secara proposional. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam tahap 
pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan 
masyarakat dalam bentuk sumbangankerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk 







Partisipasi dalam pemanfaatan merupakan unsur terpenting yang sering 
terlupakan. Sebab tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup 
masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan 
utama. Di samping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang 
kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap 
program pembangunan yang akan datang. 
Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa partisipsi masyarakat 
dalam pembangunan adalah kesadaran yang tidak bisa muncul dengan sendirinya. 
Kesadaran tersebut perlu adanya mediasi dalam ruang publik yang bebas, dan bisa 
jadi perlu dibimbing dan diarahkan sampai partisipasi itu benar-benar 
menghasilkan proses pembangunan yang dikehendaki oleh semua kalangan. 
Dengan adanya keterlibatan itu, maka suatu pembangunan akan bisa dirasakan 
secara merata, dan tidak hanya oleh pihak-pihak tertentu saja. Dengan demikian 
sukses pembangunan tergantung dari partisipasi masyarakat, semua lapisan 
masyarakat bersama-sama bertanggung jawab bergerak untuk meningkatkan 
kesejahteraan bersama. 
II.2.1.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat 
 Secara teoritis partisipasi masyarakat dalam sebuah pembangunan terkesan 
mudah untuk dilakukan. Realitanya keikutsertaan seseorang marupakan dampak 
dari faktor-faktor yang mempengaruhinya baik secara internal maupun eksternal. 





adalah motivasi, pengetahuan, pengalam, individu, dan lain sebagainya. 
Sedanglan faktor ekternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat diantaranya 
peran stakeholders, kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya 
(Solkehan,2014:143) 
 Masyrakat memiliki peranan utama dalam proses pembangunan karena 
masyarakat merupakan elemen terpenting dalam mencapai keberhasilan suatu 
pembangunan yang telah direncanakan. 
Ada faktor-faktor yang sangat erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat 
diantarannya tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, jarak tempat tinggal, sikap, 
dan penyuluhan (Panggabean dalam Yulis,2013:6-8) berikut ini adalah penjabaran 
dari masing-masing faktor. 
1. Tingkat Pendidikan  
Pendidikan merupakan salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi karena 
dianggap mampu mempengaruhi sikap seseorang terhadap lingkungannya. 
Pendidikan yang memadai dapat berpengaruh pada kesadaran dan kemampuan 
masyrakat untuk tumbuh sebagai warga negara, selain itu memudahkan bagi 
pengembangan nilai-nilai srta sikap masyarakat dalam kehidupan berbangsa. 
Tjokrowinoto menyatakan bahwa, dengan tingkat pendidikan yang memadai 
makan masyarakat akan memberikan partisipasi yang diharapkan. (Tjokrowinoto 
dalam Solkehan, 2014:165). 
Dwiningrum mengataka pendidikan adalah sarana yang dimanfaatkan untuk 





berbangsa dan bernegara yang merupakan modal sosial dari masyarakat 
(Dwiningrum,29-015:279). Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh 
oleh individu  atau masyarakat, maka tingkat partisipasinya juga akan lebih besar 
(Angell dalam Ross, 1967:130). 
2. Tingkat Pendapatan 
Tingkat pendapatan berhubungan dengan perkerjaan yang sedang dilakukan 
individu atau masyarakat. Angell mangatakan orang-orang dengan pekerjaan yang 
lebih tinggi pasti melakukan partisipasi lebih banyak (Angell dalam 
Ross,1967:130). Pendapatan yang diperoleh juga berpengaruh terhadap partisipasi 
individu atau masyarakat. Angell menambahkan bahwa individu atau keluarga 
yang memiliki tingkat pendapatan besar akan lebih berpartisipasi secara penuh 
didalam suatu urusan masyarakat. (Angell dalam Ross,1967:130). 
3. Jarak Tempat Tinggal 
Jarak tempat tinggal dapat menentukan minat serta motivasi individu atau 
masyarakat untuk mancapai suatutujuan di tempat lain. Yulis mengatakan bahwa, 
“Semakin dekat tempat tujuan dari tinggalnya, semakin gampang dan mudah 
untuk dicapai atau dijangkau dan akan semakin tidak merepotkan” (Yulis,1013:8). 
Semakin dekat jarak tempat tujuan dengan tempat tinggal individu atau 
masyarakat, maka akan semakin mudah untuk menjangkau tempat tersebut. 
Individu/masyarakat juga akan merasa tidak direpotkan atau disulitkan dengan 






4. Sikap  
Sikap didefinisikan sebagai reaksi atau respon yang tampak, muncul 
maupun timbul dari seseorang individu terhadap objek yang membuatnya 
memunculkan suatu perilaku atas objek tersebut dengan cara-cara tertentu (Azwar 
dan Saputro,2014:9). Sastopoetro mengatakan bahwa unsur penting yang turut 
menentukan partisipasi adalah perubahan sikap, pendapat, dan perbuatan yang 
diakibatkan oleh pengertian yang menumbuhkan kesadaran (Sastropoetro, 
1988:41) 
Sikap dapat dibentuk karena beberapa faktor seperti pengalaman, emosional 
atau perasaan seseorang individu, pengaruh dari orang lain yang dianggap 
memiliki kekuatan untuk mempengaruhi atau dianggap penting, kebudayaan, 
media massa, lembaga pendidikan, dan lembaga agama (Azmar dalam 
Saputro,2014:11). Setiap individu memiliki sikap yang berbeda atau tidak semua 
memiliki sikap yang sama. Perbedaan itu mampu membentuk perilaku seseorang 
individu, dan disebabkan karena adanya perbedaan kondisi, pengalaman serta 
kebutuhan masing-masing individu. 
5. Penyuluhan  
Penyuluhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan 
suatu proses, cara, atau perbuatan menyuluh (http://kbbi.web.id/). Secara 
etimologis, penyuluhan berasal dari kata suluh yang bermakna dengan obor atau 
pemberian penerangan (Mubarok,2000:2). Setiana mengatakan pandangannya 





mempelajari sistem serta proses perubahan pada individu maupun masyarakat, 
sehingga dapat menciptakan perubahan yang lebih baik dan sesuai harapan 
(Setiana dalam Wafa, 2013:17). Zulkarimein mengatakan bahwa penyuluhan 
adalah kegiatan yang memberikan pendidikan, pengetahuan, informasi, dan 
kemampuan baru kepada masyarakat akan sesuatu hal, sehingga mampu 
membentuk sikap serta perilaku hidup yang seharusnya (Zulkarimein dala 
Lusiani,2010:11) 
Partisipasi mengandung unsur-unsur penting dalam implementasinya. 
Sastropeotro mengatakan bahwa di dalam partisipasi terdapat unsur-unsur penting 
yang turut menetukannya, yaitu: 
a. Komunikasi dalam meningkatkan pengertian yang efektif atau berhasil 
b. Perubahan sikap, pendapat atau pendangan, dan perubahan yang 
diakibatkan oleh pengertian yang menumbuhkan kesadaran 
c. Kesadaran yang didasarkan pada perhitungan, perkiraan dan penilaian 
d. Antusiasme yang menumbuhkan spontanitas, yaitu kesanggupan untuk 
melakukan sesuatu yang muncul dari dalam lubuk hati tanpa adanya 
paksaan orang lain. 
e. Adanya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan kolektif 
(Sastropoetro,1988:41) 
II.2.2 Pengertian Pajak  
Dr. Soeparman Soemahamijaya mengemukakan bahwa pajak adalah iuran 





norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif 
dalam mencapai kesejahteraan umum. 
Pajak dari prespektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya 
dan sektor privat kepada sektor publik. Dari pengertian pajak tersebut, dapat  
disimpulkan bahwa ada beberapa unsur yang melekat dalam pengertian pajak : 
1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang 
2. Sifatnya dapat dipaksakan 
3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh 
pembayar pajak 
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara, pemerintaha pusat maupun 
daerah 
5. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah  
(rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum. 
Dalam definisi diatas, lebih memfokuskan pada fungsi bugdet dari pajak, 
sedangkan pajak masih mempunyai fungsi yang lainnya, yaitu fungsi mengatur. 
II.2.2.1 Jenis pajak  
Siti Kurnia Rahayu (2010), ditinjau dari segi lembaga pemungutan pajak dapat 
dibagi menjadi dua jenis yaitu : 
1. Pajak Negara 
a. Pajak pengahasilan (PPh) 
b. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas 





c. Pajak bumi dan bangunan 
d. Pajak bea materai 
e. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 
f. Penerimaan negara yang berasal dari migas (pajak dan royalty) 
2. Pajak Daerah 
a. Pajak daerah tingkat 1 (provinsi) 
1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air  
2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air 
3. Pajak bahan bakar motor 
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air dibawah tanah dan air 
permukaan. 
b. Pajak Daerah Tingkat II 
1. Pajak hotel dan restoran 
2. Pajak hiburan 
3. Pajak reklame 
4. Pajak penerangan jalan 
5. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C 
6. Pajak parker 
 Berdasarkan pada jenis-jenis pajak yang telah disebutkan diatas, dapat 
disimpulkan bahwa pajak dibagi menjadi dua jenis. Pajak negara dan pajak 






II.2.2.2 Fungsi pajak  
 Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 
bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak 
merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran 
pembangunan. Rimsy K Judisseno (2006) berdasarkan hal diatas maka pajak 
mempunyai beberapa fungsi : 
1. Fungsi anggaran (budgedtair) 
 Sebagai sumber pendapatan negara. Pajak berfungsi membiayai 
pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan 
melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat 
diperoleh  dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiyaan 
rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. 
Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, 
yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan 
pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan 
pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan terutama diharapkan dari 
sektor pajak. 
2. Fungsi mengatur (regulered) 
 Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan 
pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai 
tujuan. Contohnya dalam rangka  mengiring penanaman modal, baik dalam negeri 





rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk 
yang tinggi untuk produk luar negeri. 
3. Fungsi Stabilitas 
 Dengan adanya pajak, pemerintah mempunyai dana untuk menjalankan 
kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat 
dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran 
uang dimasyarakat pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 
4. Fungsi reditribusi pendapatan 
 Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai 
semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan 
sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang ada akhirnya akan dapat 
meningkatkan pendapatan masyarakat.  
Dari pendapat diatas fungsi pajak adalah sebagai sumber pendapatan Negara yang 
digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, kepentingan umum 
yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
II.2.2.3 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
 Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak 
yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh 
keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keberadaan subjek tidak 
menentukan besarnya pajak. Secara detail, pengertian bumi adalah permukaan 
bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut 





sedangkan pengertian bangunan adalah konstruksi teknik yaitu ditanam atau 
diletakan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contoh : rumah tempat 
tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, 
amplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi 
manfaat, jalan toll, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai. UU No 28 tahun 
2009 Pasal 77 ayat (2) menyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian 
bangunan adalah : 
a. Jalan lingkungan dalam kesatuan dengan komplek bangunan 
b. Jalan toll 
c. Kolam renang 
d. Tempat olahraga 
e. Galangan kapal, dermaga 
f. Taman mewah 
g. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak 
fasilitas lain yang memberikan manfaat. 
 Pajak Bumi dan Bangunan adalah kebendaan atas bumi dan/atau bangunan 
dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atau badan secara nyata 
mempunyai hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, 
menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. 
 Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang mulanya adalah pajak 
Negara kemudian berubah menjadi daerah yang penerimaanya merupakan untuk 





ada di pemerintah daerah. Pajak Bumi dan Bangunan menjadi sumber penerimaan 
pajak yang cukup besar jumlahnya serta agar sangat menunjang proses 
pembangunan nasional yang dirancang pemrintah, karena sebagian besar 
penduduk Indonesia dan masyarakat suatu daerah khususnya merupakan subjek 
dan objek Pajak Bumi dan Bangunan sehingga sangat memungkinkan untuk 
meningkatkan dalam pembiayaan pembangunan. Pemerintah daerah hatus 
berupaya untuk meningkatkan pembiayaan bagi daerahnya dengan menggali 
sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdapat di daerah menurut 
pasal 157 UU No. 32 tahun 2004 yang terdiri dari : 
1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu : 
a. Hasil Pajak Daerah 
b. Hasil Retribusi Daerah 
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
d. Lain-lain PAD yang sah 
2. Dana Perimbangan 
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 
II.2.2.4 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan 
 Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah “Bumi dan atau Bangunan”. 
Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan 
menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan  





di dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah perlu dipperhatikan faktor-faktor 
sebagai berikut : 
a. Letak  
b. Peruntukan 
c. Pemanfaatan 
 Dalam menentukan klasifikasi bangunan perlu diperhatikan faktor-faktor 
sebagai berikut : 
a. Bahan yang digunakan 
b. Rekayasa 
c. Letak  
d. Kondisi lingkungan dan lain-lain 
Dalam hal ini objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan 
adalah: 
a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang 
ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang 
tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, 
gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi dan lain-
lain. 






c. Merupakan hutang lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, 
tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang 
belum dibebani suatu hal. 
d. Digunakan oleh perwalian diplomatik berdasarkan asas perlakuan 
rimbal balik. 
e. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang 
ditentukan oleh mentri keuangan. 
 Sedangkan yang menjadi subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang 
atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau 
memperoleh manfaat atas bangunan. Ini berarti subjek pajak tidak harus orang 
atau badan yang memliki hak atas bumi dan bangunan. Untuk dapat mementukan 
terutangnya pajak atas satu objek pajak bumi dan bangunan maka harus ada 
subjek pajaknya. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan secara nyata : 
1. Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau 
2. Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau 
3. Memiliki bangunan, dan atau 
4. Menguasai bangunan, dan atau 
5. Memperoleh manfaat atas bangunan. 
II.2.2.5 Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 
Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat penting untuk 
pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk meningkatkan 





masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Karena bumi dan bangunan  
memberikan keuntungan dan kedudukan ekonomi yang lebih baik bagi orang atau 
badan yang mempunyai suatu hak atasnya dan memperoleh manfaat. Oleh karena 
itu sebab itu wajar kirannya untuk diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat 
atau kenikmatan yang diperoleh kepada Negara melalui wajib pajak. 
 1. Penyusunan Data Awal 
 Penyusunan data awal adalah semua kegiatan pendapatan seluruh objek 
Pajak Bumi dan Bangunan dalam suatu wilayah tertentu. Kegiatan ini 
dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan PBB atau pihak lain yang ditunjuk oleh 
Dirjen Pajak. Dalam penyusunan data awal ini dicacat keterangan mengenai objek 
dan subjek pajak bumi dan bangunan termasuk dari nama, alamat, dan dilengkapi 
dengan pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) oleh wajib pajak da 
dikembalikan kepada Dirjen Pajak. SPOP yang diterima harus diisi dengan jelas, 
benar, lengkap dan tepat waktu serta ditanda tangani dan disampaikan kepada 
Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak 
selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal terimannya SPOP oleh subjek pajak. 
Dimaksudkan agar penulisan yang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian rupa 
sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan Negara maupun 
wajib pajak. Jadi data yang diperoleh harus sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya seperti luas tanah, bangunan, tahun dan harga perolehan dan lainnya 






 2. Penetapan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan 
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 
tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomer 12 tahun 1994 adalah tetap sebesar 0,5%. Sedangkan 
menurut ketentuan UU No. 28 tahun 2009 tidak mengenal istilah Nilai Jual Kena 
Pajak (NJKP) tarif dikenakan serendah-rendahnya 0,01% dan setinggi-tingginya 
0,3%. Untuk itu, UU No. 28 tahun 2009 Pasal 80 ayat (1) dan (2) adalah paling 
tinggi 0,3% yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam rumus perhitungan 
PBB menggunakan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 sebesar persentase X 
NJKP. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini : 
a. Jika NJKP = 40% x (NJOP-NJOPTKP) maka besarnya PBB 
= 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP) 
= 0,2% x (NJOP-NJOPTKP) 
b. Jika NJKP – 20% x (NJOP-NJOPTKP) maka besarnya PBB  
= 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP) 
= 0,1% X (NJOP-NJOPTKP) 
Contoh : 
Berdasarkan data diketahui bahwa NJOP suatu objek pajak Rp. 
200.000.000. sedangkan batas NJOPTKP sebesar Rp. 10.000.00 berapakah pajak 
PBB? 
NJOP : Rp. 200.000.000 – Rp. 10.000.00  =  Rp. 190.000.000 





PBB   : 0,5% X Rp. 38.000.000   = Rp. 190.000 
Dari penjelasan diatas makan besaran Pajak PBB yang harus dibayarkan adalah 
sebesar Rp. 190.000. 
 3. Penerbitan dan Pengiriman SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) 
Dari Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dapat diterbitkan Surat 
Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP). SPPT 
diterbitkan atas dasar SPOP, namun untuk membantu wajib pajak SPPT dapat 
diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada Direktorat Jendral 
Pajak. Sedangkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dapat diterbitkan apabila wajib 
pajak tidak mengembalikan SPOP setelah melewati jangka waktu 30 hari setelah 
diterimanya SPOP. Surat pemberitahuan pajak terhutang yang telah diselesaikan 
dan ditanda tangani oleh kantor PBB, kemudian dikirimkan kepada wajib pajak. 
Dalam pengiriman SPPT ini juga mempengaruhi motivasi atau dorongan wajib 
pajak untuk membayar pajaknya. Pengiriman SPPT melalui kelurahan yang ada di 
Kecamatan Suradadi, dari petugas kelurahan diberikan kepada petugas desa lalu 
langsung diberikan kepada wajib pajak. 
 4. Tata cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan  
Wajib pajak yang telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang 
(SPPT). Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari KPP 
atau disampaikan lewat pemerintah daerah harus melunasinya tepat waktu pada 
tempat pembayaran yang telah ditunjuk SPPT. Dalam proses penerimaan PBB 





pembayarannya. Karena cara yang mudah dan tidak berbelit-belit dan tempat 
pembayaran yang terjangkau akan memberikan kemudahan kepada wajib pajak 
dalam menghemat waktu dalam pembayaran PBB. Oleh karena itusebaiknya 
tempat pembayaran dapat terjangkau dan tidak memakan waktu yang sampai ke 
tempat pembayaran tersebut. Pembayaran dapat dilakukan melalui : 
1. Bank Pemerintah (Bank Persepsi) kecuali Bank Pembangunan Indonesia 
dan Bank Tabungan Negara (BTN) 
2. Kantor Pos dan Giro 
3. Petugas pemungutan pajak dan bangunan kelurahan atau desa yang 
ditunjuk resmi 
II.2.2.6 Sanksi Di Bidang Pajak Bumi dan Bangunan 
Sanksi perpajakan di bidang pajak bumi dan bangunan dapat dibagi menjadi : 
a. Sanksi Administrasi 
Dalam hal ini wajib pajak tidak menyapaikan kembali SPOP pada waktunya 
dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagimana ditentukan dalam 
surat teguran, maka akan diterbitkan surat ketetapan pajak (SKP) dengan sanksi 
berupa denda administrasi sebesar 25% dari pajak bumi bangunan yang terutang. 
Apabila pengembalian SPOP setelah diteliti atau diperiksa nyata tidak benar 
(lebih kecil) maka akan diterbitkan SKP dengan sanksi berupa denda administrasi 







b. Sanksi Pidana 
Barang siapa karena kealpaannya tidak mengembalikan SPOP atau 
mengembalikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam dan atau 
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian bagi 
Negara. Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau 
denda setingi-tingginya 2 kali lipat pajak yang terutang. Barang siapa dengan 
sengaja tidak mengembalikan SPOP kepada Dirjen Pajak, menyampaikan SPOP 
tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan 
yang tidak benar, memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain 
yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, tidak memperlihatkan atau tidak 
menjalankan surat atau dokumen lainnya dan tidak menunjukan data atau tidak 
menyampaikan keterangan yang diperlukan. Sehingga menimbulkan kerugian 
pada Negara dipidana dengan pidana selama-lamanya 2 tahun denda setinggi-
tingginya sebesar 5 kali pajak yang terhutang. 
II.3 Definisi Konsep 
 Definisi konsep memeberikan batas pengertian dari masing-masing konsep 
yang diberikan dalam skripsi, sehingga dapat memperjelas unsur-unsur suatu 
konsep dan membatasi pengertian supaya tidak menyimpang dari tujuanyang telah 
ditetapkan. Definisi konsep yang terdapat dalam penelitian ini meliputi : 
1. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan dalam mencapai tujuan 





bertanggung jawab serta ikut andil dalam proses pengambilan keputusan 
hingga pelaksanaan proses evaluasi untuk suatu perubahan. 
2. Pajak adalah iuran dari masyarakat dengan tidak mendapat timbal balik 
secara langsung, akan tetapi dapat dirasakan melalui pembangunan di 
berbagai pengeluaran dan pelaksanaan pembangunan. 
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas bumi dan bangunan 
dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atau badan secara nyata 
mempunyai hak dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau 
memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. 
4. Hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi, merintangi, 
menghambat yang ditemui manusia atau individu dalam kehidupannya 
sehari-hari yang datangnya silih berganti, sehingga menimbulkan 
hambatan bagi indivisu yang mengjalaninya untuk mencapai tujuan. 
5. Solusi adalah cara atau jalan yang digunakan untuk memecahkan atau 
menyelesaikan masalah tanpa adanya tekanan. 
II.4 Pokok-Pokok Penelitian 
Menurut Singarimbun (2009:7) pokok-pokok penelitian dimaksudkan 
untuk mengubah konsep-konsep yang berupa konstruksi dengan kata-kata yang 
menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati serta dapat diuji 
kebenarannya oleh orang lain. 
Dari uraian diatas maka peneliti mengajukan pokok-pokok penelitian 





merupakan keikutsertaan masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan 
dengan penuh rasa tanggung jawab di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal 
Tahun 2019, yang ditelitidari indikator sebagai berikut : 
1. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti sosialisasi atau penyuluhan 
PBB : 
- Mengikuti penyelenggaraan sosialisasi 
- Memiliki pengetahuan tentang fungsi pajak 
- Memiliki pemahaman tentang tata cara pembayaran pajak 
2. Partisipasi masyarakat untuk berkontribusi secara sukarela dalam 
membayar PBB : 
- Adanya kesadaran dari wajib pajak dalam membayar pajak 
3. Partisipasi masyarakat terlibat secara aktif dalam membayar PBB : 
- Tepat waktu dalam penyampaian SPT 
- Tidak mempunyai tunggakan pajak 
- Tidak pernah dijatuhi hukuman 
4. Hambatan dan solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat 




























Gambar.II.02 Alur pikir 
Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan 
Retribusi Daerah 
Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan 
dengan penelitian sbb : 
1. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti sosialisasi atau 
penyuluhan PBB 
2. Partisipasi masyarakat untuk berkontriusi secara sukarela 
dalam membayarPBB 
3. Partisipasi masyarakat terlibat secara aktif membayar PBB 
Hambatan-hambatan dalam 
meningkatkan partisipasi 
masyarakat membayar PBB 
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar 
pajak bumi dan bangunan 
Solusi meningkatkan partisipasi 










Menurut  Ali (1995) metode adalah suatu teratur dan terpikir baik-baik 
untuk mencapai tujuan atau tatacara tersistem untukmemudahkan pelaksana suatu 
kegiatan guna mencapai suatu tujuan. Penelitian merupakan suatu proses dan 
sesuai rangkaian usaha dilakukan secara sistematis guna mendapatkan jawaban 
terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Sedangkan menurut Surakhmad (2008) 
metode merupakan cara utama untuk mencapai tujuan, cara utama tersebut 
disesuaikan dengan situasi penelitian. 
Adapun menurut (Sugiono 92009:3) disebutkan bahwa secara umum 
metodologi penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data 
tujuan dan kegunaan tertentu. Kegiatan penelitian ini dimaksudkan untuk 
memperoleh sebuah hasil dapat diandalkan dalam menguji suatu kebenaran 
penentuan metode ini sangat vital., karena menyangkut pemecahan masalah 
berdampak pada pengambilan kesimpulan. Dengan menentukan metode penelitian 
tepat, maka permasalahan diajukan dalam penelitian dapat terpecahka, kesimpulan 
diambil tepat dan akurat.  
III.1 Jenis dan Tipe Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 





sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk lapangan. Dalam 





bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam penyusunan proposal 
kualitatif juga bersifat sementara, dalam kaitannya dengan teori, pada penelitian 
kualitatif bersifat menemukan teori. 
Sugiyono (2003:11), penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya (tingkat 
kejelasan) dapat digolongkan sebagai berikut : 
1. Penelitian Diskriptif 
Penelitian diskriptif adalah  penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 
nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat 
perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. 
2. Penelitian Komparatif  
Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat 
membandingkan. Disini variabelnya masih sama dengan variabel mandiri tetapi 
untuk sample yang lebih dari satu, atau dalam waktu yang berbeda. 
3. Penelitian Asosiatif 
Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. 
Penelitian ini mempunyai tingkatan tertinggi dibandingakan dengan diskriptif dan 
komparatif karena penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi 
untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gelaja. 
Dari uraian diatas maka penulis dalam menyusun penelitian ini 
menggunakan tipe yang pertama yaitu tipe penelitian diskriptif. Penelitian 





masyarakat serta situasi-situasi, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang 
sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Tujuannya 
menggambarkan dan menganalisis lebih dalam tentang partisipasi masyarakat 
dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Suradadi Kabupaten 
Tegal tahun 2019. 
III.11Jenis Dan Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan data wawancara, yaitu tanya jawab secara 
lisan atau tatp muka, hal ini  dimaksudkan untuk memperoleh keterangan dari 
responden tentang hal-hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Untuk 
mengetahui dari mana data diperoleh, maka perlu ditentukan sumber data yang 
diperoleh sebagai bahan analisa dapat dikelompokan menjadi : 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada 
pengumpul data menurut Sugiyono (Sugiyono 2014:193). Dalam penelitian ini 
data primernya adalah analisis partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak 
Bumi dan Bangunan di desa Suradadi, Kertasari, Karangmulya Kecamatan 
Suradadi, dimana data ini diperoleh melalui hasil wawancara. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data penelitian yang secara tidak langsung 
memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2014:193). Dalam penelitian 
ini data sekunder yang didapatkan peneliti berasal dari dokumen yang diberikan 





wajib pajak, website maupun internet dan data-data yang mendukung  data primer 
lainnya. Penelitian ini menggunakan dokumen resmi berkenaan dengan partisipasi 
masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Suradadi. 
III.3 Informan penelitian   
Sumber informan adalah data yang merupakan kenyataan yang 
menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata yang benar-benar 
terjadi pada suatu waktu. Sumber informasi dalam penelitian ini berasal dari 
informan. Menurut Moleong (2009:91) informan adalah orang yang terlibat 
langsung dalam penelitian untuk memeberikan informasi tentang situasi dan 
kondisi penelitian. Informan (narasumber) penelitian adalah seorang yang 
memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Sumber informasi yang 
digunakan oleh penulis yaitu berasal dari hasil wawancara dengan narasumber 
melalui instrumen tambahan berupa dokumentasi  dan data pendukung. 
Wawancara berlangsung dengan tatap muka atau kontak langsung pada 
narasumber seperti kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat.  
Dalam penelitian ini bertindak sebagai informan sebagai beriku: 
1. Sektertaris Camat Suradadi    : 1 Orang  
2. Kasi Pemerintahan Kecamatan Suradadi  : 1 Orang 
3. Kolektor Pajak     : 3 Orang 
4. Masyarakat       : 9 Orang 






III.4 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk 
mengumpulkan data, dalam hal ini adalah diperolehnya data dari sumber data, 
sumber data yang dimaksud beasal dari subjek penelitian (Firdaus, 2012;87). 
Dalam penelitian ini data yang dikumpuklan menggunakan metode sebagai 
berikut: 
a.  Observasi 
Observasi adalah pengamatan kepada tingkah laku pada suatu situasi 
tertentu (Mardalis, 2014;20). Pendapat lain mengemukakan bahwa observasi 
adalah alat untuk mengumpulkan data berupa tingkah laku tertentu (Sugiyono, 
2010;19). Selanjutnya menurut Arikunto (2016;20). Jenis-jenis observasi meliputi 
observasi partisipatif, yaitu apabila pengobservasi ikut terlibat dalam kegiatan 
subjek yang sedang diobservasi, sedangkan observasi non partisipasi yaitu apabila 
pengobservasi tidak ikut terlibat dalam kegiatan subjek yang sedang diobservasi. 
Dari pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa metode observasi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi partisipatif untuk 
mengumpulkan data dengan cara mengamati tentang analisis partisipasi 
masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).  
b. Wawancara 
Metode wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara 





suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara 
penanya atau pewawancara dengan responden/penjawab (Mardalis, 2014;109). 
Dari pendapat alhi tersebut dapat disimpulkan bahwa metode wawancara 
adalah teknik pengumpulan data dengan cra menjawab secara langsung, yang 
dilakukan oleh pewawancara dengan reponden untuk memperolieh informasi yang 
diinginkan. 
Mardalis (2014;109), jenis wawancara dibedakan menjadi wawancara 
terstruktur dan tidak wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah 
wawancara yang dilaksanakan dengan terencana yang berpedoman pada daftar 
pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sedangkan wawancara tidak 
terstruktur adalah wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan. 
Dari pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa metode wawancara 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara terstruktur yang 
digunakan untuk mengumpulkan data tentang Analisis partisipasi masyarakat 
dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB)  
c. Kepustakaan  
Kepustakaan adalah pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, 
tulisan, dan karya ilmiah yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. 
Untuk melengkapi penelitian dalam memeperoleh data maka perlu dilakaukan 
studi kepustakaan. Studi pustaka dilakukan penelitian dengan cara membaca, 





dengan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di 
Kecamatan Suradadi. 
d. Metode Dokumentasi 
Metode dokumentasi adalah mencara data mengenai hal-hal atau variabel 
yang berupa catatan,transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen raport, 
lager agenda dan sebagainya (Arikunto. 2016;17). Ahli lain mengungkapkan 
bahwa metode dokumentasi adalah salah suatu cara pengumpulan data dengan 
mengumpulkan segala macam dokumtasi, serta menjadikan pencatatan sistemati. 
(Mardalis. 2014;187). 
III.5 Teknik Analisis Data   
Menurut Metthew Miles dan Michal Huberman (1984) dalam buku Metode 
Penlitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Prof  Sugiyono mengemukakan bahwa 
aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 
secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas 
dalam analisi data yaitu: 
Adapun penjelasan tentang model interaktif dikembangkan oleh Miles dan 
Huberman (dalam Sugionoo,2011) sebagai berikut: 
1. Pengumpulan Data adalah dimana data pertama dan masih bersifat 
mentah kemudian dikumpulkan dalam sebuah penelitian. 
2. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chard, 
pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data 





dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan 
dalam bentuk uraian singkat. Bagan, hubungan antar kategori, flowchart 
dan sejenisnya. Kami membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan 
informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan 
kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
3. Reduksi Data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya. Demikian 
data telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas, dan 
mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data 
selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu 
dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, memberikan kode 
pada aspek-aspek tertentu. Reduksi data juga dapat diartikan sebagai 
proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, 
pengabstraka, dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-
catatan tertulis dilapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data 
berlangsung terus-menerus selama proyek berorientasi kualitatif 
berlangsung. 
4. Menarik kesimpulan/varifikasi, dari pemulaan pengumpulan data seorang 
penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat 
keteraturan, pola-pola, dan proposisi. Menurut Miles dan Huberman (252) 
dalam buku Metodologi penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D oleh 





masih bersifat sementara, dan akan berubah pada tahap awal, didukung 
oleh bukti-bukti kuat mendukung pada tahap pengumpulan data 
berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan dikemukankan pada tahap awal, 
didukungan oleh valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan 
mengumpulkan data, maka kesimpulan dikemukakan merupakan 
kesimpulan yang kredibel. 
 Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 
menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin tidak, 
karena seperti telah dikemukanan bahwa masalah yang dirumuskan sejak awal, 
tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan 
rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan 
berkembang setelah penelitian berada di lapangan. 





Gambar III.01 komponen-komponen analisis data model interaktif 
Pengumpilan data, reduksi, dan penyajian data serta penarikan kesimpulan 
atau verifikasi satu sama lainnya berinteraksi dan ketiga komponen yang ada. 
Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 
 
 
Pengumpulan Data Penyajian Data 






DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 
Deskripsi wilayah penelitian merupakan gambaran secara umum tentang 
daerah tempat penelitian tersebut berlangsung. Uraian tentang wilayah penelitian 
penting untuk memberi gambaran secara umum, baik mengenai potensi maupun 
masalah secara umum yang ada di wilayah penelitian. Lokasi penelitian ini berada 
di Desa Kertasari, Desa Suradadi, Desa Karangmulya Kecamatan Suradadi 
Kabupaten Tegal.  
Kecamatan Suradadi sebagai perangkat daerah Kabupaten Tegal 
membawahi 11 desa dengan RW dan RT, yang merupakan bagian dari 
Pemerintahan Kabupaten Tegal yang terletak di sebelah timur pusat kota. Kantor 
Kecamatan Suradadi terletak di jl. Nasional 1 Suradadi, Kabupaten Tegal (52182)  
Jawa Tengah. Saat ini Kecamatan Suradadi dipimpin oleh Ahmad Susiyanto,BA 
dengan Sekretaris Camat Komsari. S,ip 
Visi misi Kecamatan Suradadi : 
1. VISI 
Visi SKPD Kantor Kecamatan Suradadi adalah “ Terwujudnya 
Masyarakat Suradadi yang Maju dan bermartabat yang dilandasi Ketaqwaan 
Kepada Tuhan Yang Maha Esa “. Visi tersebut mengandung makna adanya hasrat 
untuk mewujudkan masyarakat Suradadi agar mengedepankan nilai kesopanan 
dan norma agama dalam menata dan membangun seluruh sendi-sendi kehidupan 





Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan 
Berakhlak Mulia “ untuk dapat memberikan kontribusi dalam rangka 
pencapaiannya melalui kewenangan yang dimiliki yaitu : 
1. Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati 
untuk menangani sebagian urusan Otonomi Dearah dan 
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di tingkat Kecamatan. 
2. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi 
pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, 
penyelenggaraan keentraman dan ketertiban umum, penerapan dan 
penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana 
fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 
tingkat Kecamatan, dan pembinaan kegiatan perekonomian dan 
kesejahteraan rakyat. 
3. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan da 
melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 
tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Daerah. 
4. Melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informatika di tingkat 
Kecamatan 
5. Menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan kecamatan. 
2. MISI 





1. Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama dan 
berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pemerintah bersama 
masyarakat memiliki tanggungjawab dan kewajiban dalam 
meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama dan penganut 
kepercayaan. 
2. Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan, 
pemerintah mendorong pemberdayaan masyarakat dalam 
meningkatkan kesejahteraan hidupnya sehingga dapat menjadi 
masyarakat yang mandiri 
3. Mengembangkan potensi ekonomi daerah melalui jejaring kemitraan 
dengan masyarakat mengandung makan pemerintah dapat 
memfasilitasi dan memotivasi potemsi ekonomi yang ada untuk dapat 
menjalin kemitraan dengan pihak manapun  demi untuk kemajuan 
ekomoni lokal 
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan melalui kerjasama 
antara masyarakat dan pemerintah, tanggungjawab  pendidikan tidak 
hanya terfokus pada pemerintah saja melainkan bersama masyrakat 
dan lembaga pendidikan yang ada secara bersama menysuskeskan 
penuntasan pendidikan dasar 
5. Meningkatkan kualitas kesehatan melalui pelayanan kesehatan dan 
pendidikan masyarakat terhadap pola hidup sehat. Pemerintah 





masyarakat, bertanggungjawab bersama dalam meningkatkan taraf 
keseharatan seluruh warga masyarakat, baik melalui usaha prefentif 
maupun kuratif. 
6. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban yang kondusif di mayarakat, 
mengandung pengertian bahwa tanggungjawab ketentraman dan 
ketertiban bukan hanya pada petugas kententraman saja, melainkan 
tanggungjawab bersama dari seluruh eleman masyarakat 
7. Meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat 
untuk mendukung pelaksanaan pemerintah yang bersih. Misi ini 
mengandung pengertian bahwa pemerintah Kecamatan dan pemerintah 
desa dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat 
berpedoman pada ketepatan mutu, waktu, sasaran dan tepat manfaat. 
Misi ini akan berhasil apanila dibarengi dengan peningkatan kualitas 
sumber daya aparatur pemerintah kecamatan dan desa serta 
pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang memadai 
8. Memberdayakan potensi lokal, mengandung pengertian menggali dan 
mengembangkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam 
yang dimiliki oleh masyarakat, dengan cara mendorong 
berkembangnya produk unggulan daerah sebagai pilar ekonomi yang 
menitikberatkan pada peningkatan produksi pertanian, perkebunan, 






IV.1 Profil Kecamatan Suradadi 
 Secara geografis. Kecamatan Suradadi merupakan salah satu dari 18 
Kecamatan yang ada di Kabupaten Tegal, terdiri dari 11 desa dengan jumlah 
penduduk sebanyak 92.063 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 
47.129 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 44.934 jiwa. Dan mempunyai 
luas wilayah 5.573,0 Ha. Kecamatan Suradadi terletak di pantai utara (Pantura) 
Pulau Jawa ini merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0-50 meter 
di atas permukaan laut. Pemanfataan tanah di wilayah Kecamatan Suradadi  
sebagaian besar untuk lahan pertanian, perkebunan, dan pemukiman. 
 Berdasarkan pembentukannya, batas Kecamatan Suradadi sebagai berikut: 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kedungbanteng 
 Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kramat 
 Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa 
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Warureja
 
Gambar. IV.01 Peta Administrasi Kecamatan Suradadi 





IV.1.1 Kondisi Demografi 
Kondisi demografi ini meliputi jumlah penduduk menurut kelompok umur 
dan jenis kelamin. 
Berikut ini data jumlah penduduk di Kecamatan Suradadi Kabupaten 
Tegal : 
a. Penduduk Menurut Jenis Kelamin 
Berdasarkan data dari monografi Kecamatan Suradadi tahun 2019, jumlah 
penduduk penduduk di Kecamatan Suradadi mencapai 92.063 jiwa terdiri dari 
laki-laki dan perempuan. Selanjutnya untuk mengetahui jumlah jenis kelamin 
Kecamatan Suradadi dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
Tabel.IV.01 Penduduk Kecamatan Suradadi Menurut Jenis Kelamin tahun 
2019 
No. Desa/Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah 
1.  Karangwuluh  1.632 1.564 3.196 
2.  Gembongdadi 3.590 3.441 7.034 
3.   Karangmulya 2.900 2.800 5.700 
4.  Harjasari  5.147 4.793 9.940 
5.  Kertasari 5.520 5.332 10.852 
6.  Jatimulya  5.025 4.775 9.800 
7.  Jatibogor  5.799 5.637 11.436 
8.  Sidaharja 3.912 3.802 7.714 





10.  Suradadi 7.402 6.874 14.276 
11.  Bojongsana  2.004 1.902 3.906 
 Jumlah  47.129 44.934 92.063 
Sumber : Laporan Monografi Kecamatan Suradadi tahun 2019 
Berdasarkan tabel diatas dapat di ketahui bahwa jumlah penduduk di 
Kecamatan Suradadi sebanyak 92.063 jiwa. Dengan jumlah penduduk laki-laki 
sebanyak 47.129 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 44.934 jiwa. 
Dapat kita lihat bersama bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada 
jumlah penduduk perempuan dari seluruh jumlah penduduk yang ada di 
Kecamatan Suradadi. 
b. Penduduk Menurut Usia 
Menurut Bintarto dalam Cahya (2002), penduduk diklasifikasinya sebagai 
umur  belum produktif (0-14 tahun), umur produktif (15-64 tahun), dan umur 
tidak peroduktif (lebih dari 65 tahun). Adapun distribusi penduduk Kecamatan 
Suradadi berdasarkan umur dapat kita lihat tabel dibawah ini : 
Tabel.IV.02 Penduduk Kecamatan Suradadi Menurut Golongan Usia 
tahun 2019 
No. Umur Jumlah 
1.  0-14 20.790 
2.  15-64 66.358 
3.  Lebih dari 65  4.915  
 Jumlah  92.063 





 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk Kecamatan 
Suradadi pada usia belum produktif berjumlah 20.790 orang, sedangkan  paling 
besar pada usia produktif yaitu umur 15-64 tahun sebesar 66.358 orang. dan usia 
yang tidak produktif yaitu sebanyak 4.915 orang. dapat kita lihat bersama bahwa 
jumlah terbanyak yaitu pada usia produktif yaitu sebesar 66.358 orang. 
c. Kondisi Keagamaan  
Dari sisi sosial keagamaan, tercacat bahwa mayoritas penduduk 
Kecamatan Suradadi beragama islam. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini : 
Tabel.IV.03 Jumlah penduduk menurut Agama di Kecamatan Suradadi tahun 
2019 
No. Jenis Agama Jumlah 
1.  Islam  108.532 
2.  Katholik  7 
3.  Protestan  28 
4.  Hindu 3 
5.  Budha 2 
Sumber : Laporan Monografi Kecamatan Suradadi Tahun 2019 
Dari tabel diatas dapat kita lihat bersama bahwa penduduk Kecamatan 
Suradadi mayoritas beragama Islam dengan jumlah terbanyak yaitu 108.532 
orang, dan jumlah paling sedikit yaitu beragama Budha dengan jumlah 2 orang. 
IV.1.2 Kondisi Pemerintahan 
Berdasarkan peraturan Bupati Tegal Nomor 69 Tahun 2016 tentang 





Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal. Sebagai perangkat Daerah 
Kabupaten Tegal yang mempunyai kewilayahan yang dibentuk dalam rangka 
meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik dan 
pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang kedudukan dibawah dan 
tanggung jawab kepada Bupati Tegal. Berdasarkan peraturan pemerintah Daerah 
Kabupaten Tegal nomor 69 tahun 2016, maka struktur organisasi Kecamatan yang 
memiliki tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan bidang tersendiri dari: 
1. Pimpinan adalah Camat 
2. Pembantu pimpinan adalah sekretaris Camat 
Sekretaris camat membawahi : 
 Subbagian umum dan kepegawaian 
 Subbagian program dan keuangan 
 Seksi pemerintahan 
 Seksi pemberdayaan masyarakat 
 Seksi ekonomi pembangunan 
 Seksi kesejahteraan sosial, ketentraman dan ketertiban umum 
 Kelompok jabatan fungsional 
Selanjutnya struktur Organisasi Kantor Kecamatan Suradadi adalah sebagai 



















(Sumber: Data profil Kecamatan Suradadi tahun 2019) 
Berdasarkan tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta 
tata kerja Kecamatn Suradadi antara lain : 
1. Camat 
Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan 
kewenanagan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani 
sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum 
pemerintahan. Untuk melakasanakan tugas tersebut, camat mempunyai fungsi: 
a. Menetapkan rencana kerja  
b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang 
dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagaian urusan otonomi 






















c. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati 
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. 
d. Pengoorganisasian kegiatan pemberdayaan masyaraat, menyelenggarakan 
ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan 
perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 
umum,penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dan 
pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. 
e. Pembinaan penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi 
kecamatan yang membawahi kelurahan. 
f. Pembinaan penyelenggaraan keluraahan desa. 
g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya 
dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan, bagi kecamatan yang 
membawahi kelurahan. 
h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tuganya 
dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa. 
i. Pengelolaan komunikasi dan informasi di tingkat kecamatan. 
j. Pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan kecamatan. 
k. Pegendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kecamatan. 
2. Sektretariat Kecamatan  
Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang sekretariat yang merupakan 
urusan staf yang berada dibawah dan tanggungjawab kepala Camat. Sekretariat 





mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan 
urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. 
Untuk menyelenggarakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi: 
a. Perencanaan oprasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta 
pengelolaan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan. 
b. Pengelolaan urusan agama, kepegawaian, keuangan, perencanaan evaluasi 
dan pelaporan. 
c. Pengendalikan, evaluasi dan laporan urusan umum, kepegawaian, 
keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan. 
d. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, 
evaluasi, dan pelaporan kecamatan. 
e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Kecamatan 
f. Pengorganisasian, penyusunan rencana strategi dan rencana kinerja 
Kecamatan 
g. Pengoranisasian pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian 
serta subbagian program dan keuangan. 
h. Pengoorganisasian setiap seksi dalam penyusunan LPPD, LKPJ,KJIP, dan 
segala bentuk pelaporan lainnya. 
i. Rumusan program dan kegiatan lingkup sekretariat 
j. Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, ketatalaksanaan,kehumasan 





k. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan asetdaerah di lingkup 
tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
l. Pengoordinasian, penghimpunan, penganalisaan dan pengevaluasian 
program dan pelaporan dari setiap seksi. 
m. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada kecamatan. 
n. Penganalisaan kebutuhan pegawai pada kecamtan. 
o. Pembagian jumlah seluruh pelaksanaan kecamatan untuk ditempatkan 
pada setiap seksi sesuai kebutuhan dan keahlian. 
p. Penganalisaan kebutuhan, pemeliharaan, pendayagunaan serta 
pendistribusian sarana. 
q. Pembagian tugas, pemberian petunjuk, penilaian dan pengevaluasian hasil 
kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan 
kebutuhan yang berlaku. 
r. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan kepada 
atasan. 
s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
3. Sub Bagian Umum 
Dengan tugas sebagai berikut : 






b. Merencanakan program kerja sub bagian kepegawaian,umum dan 
perlengkapan meliputi koordinasi dan pelaksanaan tugas bidang 
kepegawaian umum dan perlengkapan berdasarkan petunjuk atasan 
dan ketentuan peraturan perudang-undangan sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas. 
c. Menerencanakan program kerja dan inventarisasi aset Kecamatan dan 
Kelurahan. 
d. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan yang 
berhubungan dengan kepegawaian, pembinaan aparatur serta 
peningkatan kualitas pegawai. 
e. Merumuskan dan melaksanakan pelayanan administrasi, inventaris 
kantor dan dokumentasi kegiatan kantor. 
f. Melaksanakan urusan keprotokolan, upacara-upacara, rapat-rapat dinas 
dan pelayanan hubungan masyarakat. 
g. Merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan kebersihan, ketertiban, 
kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta 
pengamanan dilingkungan badan. 
h. Melaksanakan penyusunan data kepegawaian, DP3 ASN, registrasi 
ASN ddan DUK. 
4. Sub Bagian Keuangan 





a. Merencanakan program kerja SubBagian penyusunan program 
meliputi koordinasi dan pelaksanakan tugas dibidang penyusunan 
Program berdasarkan petunjuk atasan 
b. Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan Kecamatan 
c. Merumuskan rencana kerja tahunan dilingkungan Kecamatan. 
d. Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilingkungan 
kecamatan. 
5. Seksi Pemerintahan 
Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai 
tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris 
Kecamatan dalam hal : 
a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan seksi pemerintahan 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 
b. menyelenggarakan fasilitas pemilihan kepala desa dan badan 
perwakilan desa. 
c. Menyelenggarakan lomba atau penilaian Desa/Kelurahan tingkat 
kecamatan. 
d. Menyelenggarakan fasilitas kerjasama antar desa/kelurahan dan 
penyelesaian perselisihan antarDesa/ Kelurahan. 






f. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan, inventarisasi 
asset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada diwilayah 
kerjanya 
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Ketentraman dan 
Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas 
membantu dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan 
dalam hal : 
a. Melakukan usaha pengendadap pengaduan masyarakat aparat 
operasional, penetraman, penertiban, pengamanandan pengawalan, 
pelaksanaan operasional pembinaan ketenraman dan ketertiban 
masyarakat. 
b. Melakukan penyusunan program pedoman dan petunjuk teknis 
penetraman dan ketertiban, serta melakukan pengamanan serta 
pengawasan acara protokoler serta objek-objek vital, fasillitas sosial, 
saranaumum, sarana kota, kawasan pemukiman, tempat hiburan dan 
rekreasi. 
c. Melakukan penyusunan program, pedoman dan petunjuk teknis 
penetraman dan penertiban terhadap pengaduan masyarakat dan 
melakukan upaya penyelesaian sengketa  
d. melakukan penyusunan program, pedoman dan petunjuk teknis, 
penentraman dan penertiban serta melakukan kerjasama dan 





e. Melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kepolisian 
Republik Indonesia dalam rangka penerpan peraturan perundang-
undangan. 
f. Menyelenggarakan fasilitas pembinaan kerukunan hidup antar umat 
beragama. 
g. Melakukan penyusunan program, pedoman, petunjuk tekhnis 
pengadministrasian, inventarisasi, dokumentasi, perizinan tempat 
usahaberdasarkan Undang-undang Gangguan (UUG) 
7. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa 
Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas 
membantu dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. : 
TugasKasi Pembangunan Masyarakat Desa SebagaiBerikut : 
a. Merumuskan mengkoodinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan 
pembangunan masyarakat Desa dan Kelurahan. 
b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan 
pembangunan desa/kelurahan dikecamatan. 
c. Merencanakan program kerjapembinaan perekonomian, produksi 
dandistribusi ditingkat Kecamatan. 
d. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan 
masyarakat diwilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja 
pemerintah maupun swasta. 





Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut : 
a. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja pelayanan 
dan bantuan social bantuan kepemudaan, pemberdayaan masyarakat 
danperempuan, keluarga Berencana, olah raga dan tenaga kerja. 
b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja 
pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan 
kesehatan masyarakat. 
c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan bidang kesejahteraan 
social. 
d. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja, perangkat daerah, atau 
instansivertikal tugas dan fungsinya dibidang kesejahteraan sosial. 
9. Seksi Pelayanan Umum 
Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas  
membantu dan bertanggung jawab kepada Camat. Pelayanan Umum mempunyai 
tugas sebagai berikut : 
a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan 
urusanpelayananumum. 
b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi pelayanan 
Surat-surat keterangan, serta surat hutang pada bank, pendaftaran 






c. Menginventarisir jenis pelayanan yang ada dan dibutuhkan oleh 
masyarakat untuk dijadikan acuan dalam rangka pelaksanaan 
pelayanan umum. 
d. Menginventarisir segala permasalahan yang berhubungan dengan 
pelayanan umum dan menyusun rencana kebijakan pemecahannya.  
IV.1.3 Kondisi Ekonomi 
 Sebagai kawasan agraris, penduduk Kecamatan Suradadi sebagian besar 
bekerja di sektor prtanian. Tercatat 52,02 % penduduk mengandalkan bercocok 
tanam, beternak, menangkap dan budidaya ikan. Sementara sektor perdagangan 
dan jasa kemasyarakatan menjadi mata pencaharian berikutnya yang menghiasi 
aktivitas masyarakat di Kecamatan Suradadi. Seperti berprofesi sebagai Pegawai 
Negeri Sipil, anggota TNI atau Polri, dan karyawan swasta  adapun sebagian 
penduduk yang mentau bekerja di luar kota-kota besar yang ada di Indonesia, 
bahkan ada yang bekerja di luar negeri dan bekerja di berbagai sektor industri dan 
sektor informal. Sebagian penduduk juga bekerja sebagai crew kapal penangkap 
ikan di negeri Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Spanyol, dan lain-lain. 
 Secara keseluluhan warga masyarakat Kecamatan Suradadi tergolong 
masyarakat yang rata-rata berekonomi menengah kebawah. sehingga kaitannya 
dengan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan dapat 
dikatakan belum optimal, dari tahun ke tahun pencapaian tidak memenuhi target 






IV.2 Profil Desa Kertasari   
Desa Kertasari  adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan 
Suradadi Kabupaten Tegal.  Terletak kurang lebih 33 km di sebelah timur kota 
Kabupaten Tegal dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : 
Sebelah Utara  : Desa Suradadi dan Bojongsana 
Sebelah Timur : Desa Sukareja / Kerman ( Kec. Warureja ) 
Sebelah Selatan : Desa Semedo ( Kec. Kedung Banteng ) 
Sebelah Barat  : Desa Harjasari dan Desa Jatimulya 
Jumlah desa/kelurahan di Kecamatan Suradadi yang secara administratif 
terbagi dalam 11 desa/kelurahan yaitu : Desa Bojongsana, Desa Gembongdadi, 
Desa Harjasari, Desa Jatibogor, Desa Karangmulya, Desa Karangwuluh, Desa 
Kertasari, Desa Purwahamba, Desa Sidoharjo, Desa Suradadi. Desa Kertasari 
memiliki suhu udara berkisar antara 32 ⁰C. Curah hujan turun mencapai 2000 mm 
per tahun. Ketinggian tanah dari permukaan laut berkisar antara 13 meter. Desa 
Kertasari merupakan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai 
petani. 
 





IV.2.1 Kondisi Demografi 
 Kondisi Demografi merupakan suatu kondisi yang menjelaskan terkait 
kependudukan warga masyarakat yang ada di tempat tersebut. Dengan tujuan 
mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan 
bermacam-macam aspek organisasi sosial. Menjelaskan pertumbuhan masa 
lampau, penurunannya dan persebarannya dengan sebaik-baiknya dan dengan data 
yang tersedia, mencoba meramalkan pertumbuhan penduduk dimasa yang akan 
datang dan kemungkinan-kemungkinan konsekuensinya. Kondisi demografi ini 
meliputi jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin. 
Berikut ini data jumlah penduduk di Desa Kertasari Kecamatan Suradadi 
Kapubaten Tegal : 
a. Penduduk Menurut Jenis Kelamin 
Berdasarkan data dari Monografi Desa Kertasari tahun 2019. Jumlah 
penduduk di Desa Kertasari mencapai 10.852 jiwa. Komponen penduduk menurut 
jenis kelamin dapat di gunakan untuk mengetahui jumlah penduduk seta besarnya 
sex ratio di suatu daerah, yaitu angka yang menunjukan perbandingan jumlah 
penduduk laki-laki dan perempuan. 
Tabel.IV.05 
Jumlah Penduduk Desa Kertasari Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019 
NO. Jeniskelamin Jumlah (jiwa) 
1.  Laki-laki 5.520 
2.  Perempuan 5.332 
 Jumlah 10.852 





Berdasarkan tabel diatas dapat di ketahui bahwa jumlah penduduk di Desa 
Kertasari sebanyak 10.852 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 5.520 orang 
dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 5.332 orang. Jumlah penduduk laki-
laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan dari keseluruh jumlah 
penduduk di Desa Kertasari. 
b. Penduduk Menurut Umur 
Komposisi penduduk menurut umur bagi suatu Daerah dapat digunakan 
untuk mengetahui besarnya penduduk yang produktif dan non produktif. 
Komposisi penduduk Desa Kertasari menurut umur dapat di lihat Tabel06. 
Tabel.IV.06. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia Desa Kertasari Tahun 
2019 
No. Umur Jumlah (jiwa) 
1.  < 60 tahun 5.082 
2.  17-60 tahun 4.354 
      3. >60 tahun 1.416 
 Jumlah 10.852 
Sumber: Laporan Monografi Desa Kertasari Tahun 2019 
 
Berdasarkan Tabel6. di atas dapat di ketahui bahwa penduduk Desa Kertasari 
paling besar pada usia belum produktif yaitu umur <17 tahun sebesar 5.082 orang. 
namun apabila di lihat secara keseluruhan dapat diketahui bahwa mayoritas 
penduduk dalam usia produktif umur 17- 60 tahun sebesar 4.354.  Sebagian besar 
penduduk yang berusia produktif di Desa Kertasari adalah seorang petani. Dan 





IV.2.2 Kondisi Pemerintahan 
 Desa merupakan pembagian wilayah administrasi di Indonesia di bawah 
Kecamatan yang di pimpin oleh Kepala Desa. Sedangkan menurut Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, merupakan kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
merumuskan urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem Pemrintahan Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia. 
 Desa kertasari merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan 
Suradadi dan mempunyai wilayah yng luas dari 11 desa yang ada di Kecamatan 
Suradadi. Dalam organisasi Desa juga memiliki gamabar struktur mengenai 
bagian-bagian desa yang bisa di lihat di gambar struktur agar mudah untuk di 
ingat dan agar masyarakat mengerti berbagai bagian yang ada di dalam tata Desa, 
sehingga mempu memberikan informasi masyarakat itu sendiri. Struktur 
organisasi juga sangat penting bagi para perangkat, karena dengan adanya tatanan 
jabatan/kedudukan diharapkan menambah semangat para perangkat dalam 
berkerja dan mengabdikan dirinya kepada negara dan masyarakat. Pentingnya 
struktur organisasi juga untuk mengatur hubungan yang baik antar unit atau 
masing-masing bidang. Serta dapat mempermudah perangkat dalam menjalankan 



























(Sumber: Laporan Monografi Desa Kertasari Tahun 2019) 
 Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa merupakan perangkat desa sebagai 
pelaksana teknik kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja dilingkup desa, 
berada dibawah tangggungjawab kepada Camat. Kepala desa mempunyai tugas 
dilingkup desa di bidang pemerintaham, pembangunan, dan kehidupan 
kemasyarakatan dalam kerja desa. 






























1.  Desa adalah pemasok terhadap kebutuhan di kota atau yang disebut 
dengan hinterland 
2. Desa adalah sumber tenaga kasar untuk perkotaan 
3. Desa adalah mita atau rekan pembangunan kota 
4. Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Kesatuan Negara 
Rebuplik Indonesia. (Sumber.www.seputarpengetahuan.co.id) 
       Uraian tugas dari masing-masing pejabat struktural di lingkungan Balaidesa 
Kertasari sebagai berikut : 
       Kepala Desa, mempunyai tugas sebagai berikut : 
1. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa 
2. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa 
3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan tunjangan, dan 
penerimaanlainnya yang sah, mendapat jaminan kesehatan. 
BPD, mempunyai tugas sebagai berikut : 
1. Membahas rancangan Peraturan Desa 
2. Melaksanakan pengawasan dan pemberhentia Kepala Desa dan peraturan 
Kepala Desa 
3. Mengusulkan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa. 
Sekretaris Desa, mempunyai tugas sebagai berikut : 
1. Membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan 





2. Mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah 
Desa. 
Kasi Kesejahteraan, mempunyai tugas sebagai berikut : 
1. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana desa 
2. Menangani pembangunan bidang kesehatan dan bidang pendidikan. 
Kasi Pelayanan, mempunyai tugas sebagai berikut : 
1. Melaksanakan penyuluhan serra memotivasi terhadap pelaksanaan hak dan 
kewajiban seluruh masyarakat. 
2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai dengan bidangnya 
Kepala Dusun (KADUS), mempunyai tugas sebagai berikut : 
1. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya 
2. Melakukan pembinaaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong 
royong masyarakat 
3. Membantu Kepala Desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan 
kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) di wilayah 
kerjanya. 
IV.2.3 Kondisi Sosial Ekonomi  
Dalam kondisi sehari-hari sering kita mengamati adanya perbedaan kondisi antar 
warga baik dilingkungan keluarga maupun masyarakat. Dalam lingkungan 
masyarakat yang lebih luas perbedaan mencangkup berbagai aspek kehidupan, 






          Kondisi yang cenderung merujuk pada perbedaan ekonomi dan sosial 
seseorang dalam kiatannya dengan jabatan (kekuasaan), dan peranan yang 
dimiliki oleh orang bersangkutan di dalam masyarakat. Status atau kondisi 
cenderung memperlihatkan tingkat kedudukan seseorang dalam hubungnnya 
dengan orang lain berdasakan suatu ukuran tertentu. Ukuran atau tolak ukur yang 
dipakai berdasarkan salah satu kombinasi yang mencakup tingkat pendidikan,  
prestasi dan kekuasaan. 
          Di desa Kertasari memiliki beragam mata pencaharian yang ditekuni oleh 
masyarakatnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat desa Kertasari 
dalam mata pencahariannya ada berbagai macam mata pencaharian sebagai 
berikut : 
Tabel. IV.07 
Mata Pencaharian Penduduk Menurut Jenisnya di Desa Kertasari Tahun 2019 
No. Nama Pekerjaan Jumlah (Orang) 
1. Karyawan  542 Orang 
2. Wiraswasta  286 Orang  
3. Tani  842 Orang 
4. Pertukangan  208 Orang 
5. Buruh Tani  822 Orang 
6. Pensiunan  33 Orang 
  7. PNS/TNI/Polri 50 Orang 
  8. Jasa  64 Orang 







IV.2.4 Kondisi Kesehatan 
Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang  
memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. 
Pemeliharaan kesehatan merupakan upaya penanggulangan dan pencegahan 
gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan atau perawatan 
termasuk kehamilan dan persalinan. Untuk disuatu desa harus mempunyai sarana 
dan prasarana seperti puskesmas pembantu, di desa Kertasari itu sendiri sudah 
mempunyai Klinik kesehatan dan selain itu terdapat Rumah Bersalin.  
IV.3 Profil Desa Karangmulya 
Karangmulya merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan 
Suradadi, Kabupaten Tegal. Desa Karangmulya terletak di dataran rendah pulau 
Jawa Provinsi Jawa Tengah. Di kalangan masyarakat sekitar terdapat julukan 
Desa Karangmulya adalah Nyawakan. Kata Nyawakan berasal dari nama jenis 
hewan reptil biawak atau akrab disebut dengan menyawak (Jawa). Sampai saat ini 
belum diketahui kebenarannya tentang hubungan hewan tersebut dengan 
terbentuknya desa Nyawakan. Desa Karangmulya memiliki luas wilayah 431,47 
m2 ini populasinya dianggap cukup karena dari total penduduk sebesar 6972, laki-
laki sebanyak 3575 jiwa dan perempuan 3396 jiwa. Dengan ketinggian 3.00 meter 









Batas-batasan Desa Karangmulya sebagai berikut : 
1. Sebelah utara : Desa Jatibogor 
2. Sebelah selatan : Desa Gembongdadi 
3. Sebelah barat : Desa Karangwuluh, Kesadikan 
4. Sebelah timur : Jatimulya, Harjasari 
 
Gambar. IV.03 Peta Administri Kecamatan Suradadi 
Jumlah desa/kelurahan di Kecamatan Suradadi yang secara administratif terbagi 
dalam 11 desa/kelurahan yaitu : Desa Bojongsana, Desa Gembongdadi, Desa 
Harjasari, Desa Jatibogor, Desa Karangmulya, Desa Karangwuluh, Desa 
Kertasari, Desa Purwahamba, Desa Sidoharjo, Desa Suradadi. Desa Karangmulya 
memiliki suhu udara berkisar antara 32 ⁰C. Curah hujan turun mencapai 2000 mm 
per tahun. Desa Karangmulya merupakan sebagian besar penduduknya bermata 
pencaharian sebagai petani. 
IV.3.1 Kondisi Demografi 
Kondisi Demografi merupakan suatu kondisi yang menjelaskan terkait 





mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan 
bermacam-macam aspek organisasi sosial. Menjelaskan pertumbuhan masa 
lampau, penurunannya dan persebarannya dengan sebaik-baiknya dan dengan data 
yang tersedia, mencoba meramalkan pertumbuhan penduduk dimasa yang akan 
datang dan kemungkinan-kemungkinan konsekuensinya. Kondisi demografi ini 
meliputi jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin. 
Berikut ini data jumlah penduduk di Desa Karangmulya Kecamatan Suradadi 
Kapubaten Tegal : 
Berdasarkan data dari Monografi Desa Karangmulya tahun 2019. Jumlah 
penduduk di Desa Karangmulya mencapai 6.972 jiwa. Komponen penduduk 
menurut jenis kelamin desa karangmulya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini 
yaitu angka yang menunjukan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan 
perempuan. 
Tabel.IV.08 Penduduk Desa Karangmulya Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019 
 
No Jeniskelamin Jumlah (jiwa) 
1 Laki-laki 2.900 
2 Perempuan 2.800 
 Jumlah 5.700 
Sumber : Laporan Monografi Desa Karangmulya Tahun 2019 
Berdasarkan tabel diatas dapat di ketahui bahwa jumlah penduduk di Desa 
Karangmulya sebanyak 5.700 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.900 
dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.800. Jumlah penduduk laki-laki 
lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan dari keseluruh jumlah 







Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia Desa Karangmulya Tahun 2019 
 
No. Kelompok Usia Jenis Kelamin Laki-Laki dan 
perempuan 
Jumlah Orang 
1.  0-12 bulan 66 66 orang 
2.  1-10 tahun 960 960 orang 
3.  11-20 tahun 1.086 1.086 orang 
4.  21-30 tahun 1.010 1.010 orang 
5.  31-40 tahun 1.003 1.003 orang 
6.  41-50 tahun 647 647 orang 
7.  51-60 tahun 514 514 orang 
8.  Lebih dari 60 
tahun 
414 414 orang 
9.  Jumlah 5.700 5.700 orang 
Sumber : Laporan Monografi Desa Karangmulya Tahun 2019 
 Dari tabel diatas dapat kita lihat mulai bayi ampai orang tua yang paling 
banyak yaitu umur 11-20 tahun berjumlah 1.086 orang kalau dilihat dari 
keterangan buku monografi Desa Karangmulya tahun 2019. 
IV.3.2 Kondisi Pemerintahan 
 Desa merupakan pembagian wilayah administrasi di Indonesia di bawah 
Kecamatan yang di pimpin oleh Kepala Desa. Sedangkan menurut Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, merupakan kesatuan masyarakat 





merumuskan urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem Pemrintahan Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia. 
 Desa Karangmulya merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan 
Suradadi dan mempunyai wilayah yng luas dari 11 desa yang ada di Kecamatan 
Suradadi. Dalam organisasi Desa juga memiliki gamabar struktur mengenai 
bagian-bagian desa yang bisa di lihat di gambar struktur agar mudah untuk di 
ingat dan agar masyarakat mengerti berbagai bagian yang ada di dalam tata Desa, 
sehingga mempu memberikan informasi masyarakat itu sendiri. Struktur 
organisasi juga sangat penting bagi para perangkat, karena dengan adanya tatanan 
jabatan/kedudukan diharapkan menambah semangat para perangkat dalam 
berkerja dan mengabdikan dirinya kepada negara dan masyarakat. Pentingnya 
struktur organisasi juga untuk mengatur hubungan yang baik antar unit atau 
masing-masing bidang. Serta dapat mempermudah perangkat dalam menjalankan 






























(Sumber : Data Desa Karangmulya Dalam Angka 2019) 
 Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa merupakan perangkat desa sebagai 
pelaksana teknik kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja dilingkup desa, 
berada dibawah tangggungjawab kepada Camat. Kepala desa mempunyai tugas 
dilingkup desa di bidang pemerintaham, pembangunan, dan kehidupan 






























         Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, desa mempunyai fungsi : 
1. Desa adalah pemasok terhadap kebutuhan di kota atau yang disebut dengan 
hinterland 
2. Desa adalah sumber tenaga kasar untuk perkotaan 
3. Desa adalah mita atau rekan pembangunan kota 
4. Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Kesatuan Negara 
Rebuplik Indonesia. (Sumber.www.seputarpengetahuan.co.id) 
Uraian tugas dari masing-masing pejabat struktural di lingkungan Balaidesa 
Kertasari sebagai berikut : 
Kepala Desa, mempunyai tugas sebagai berikut : 
1. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa 
2. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa. 
3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan tunjangan, dan penerimaan lainnya 
yang sah, mendapat jaminan kesehatan. 
BPD, mempunyai tugas sebagai berikut : 
1. Membahas rancangan Peraturan Desa. 
2. Melaksanakan pengawasan dan pemberhentia Kepala Desa dan 
peraturanKepala Desa. 
3. Mengusulkan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa. 
Sekretaris Desa, mempunyai tugas sebagai berikut : 
1. Membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan 





2. Mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah 
Desa. 
Kasi Kesejahteraan, mempunyai tugas sebagai berikut : 
1. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana desa 
2. Menangani pembangunan bidang kesehatan dan bidang pendidikan. 
Kasi Pelayanan, mempunyai tugas sebagai berikut : 
1. Melaksanakan penyuluhan serra memotivasi terhadap pelaksanaan hak dan 
kewajiban seluruh masyarakat. 
2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai dengan bidangnya 
Kepala Dusun (KADUS), mempunyai tugas sebagai berikut : 
1. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya. 
2. Melakukan pembinaaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong 
royong masyarakat. 
3. Membantu Kepala Desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan 
RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya. 
IV.3.3 Kondisi Sosial Ekonomi  
Dalam kondisi sehari-hari sering kita mengamati adanya perbedaan kondisi antar 
warga baik dilingkungan keluarga maupun masyarakat. Dalam lingkungan 
masyarakat yang lebih luas perbedaan mencangkup berbagai aspek kehidupan, 






          Kondisi yang cenderung merujuk pada perbedaan ekonomi dan sosial 
seseorang dalam kiatannya dengan jabatan (kekuasaan), dan peranan yang 
dimiliki oleh orang bersangkutan di dalam masyarakat. Status atau kondisi 
cenderung memperlihatkan tingkat kedudukan seseorang dalam hubungnnya 
dengan orang lain berdasakan suatu ukuran tertentu. Ukuran atau tolak ukur yang 
dipakai berdasarkan salah satu kombinasi yang mencakup tingkat pendidikan,  
prestasi dan kekuasaan. 
          Di desa Karangmulya memiliki beragam mata pencaharian yang ditekuni 
oleh masyarakatnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat desa 
Karangmulya dalam mata pencahariannya ada berbagai macam mata pencaharian 
sebagai berikut : 
Tabel : IV.10 
Mata Pencaharian Penduduk Menurut Jenisnya di Desa Karngmulya Tahun 2019 
No. Jenis Pekerjaan Jumlah (orang) 
1.  Tukang jahit  36 orang  
2.  Tukang kayu  19 orang 
3.  Tukang listrik 4 orang 
4.  Tukang batu  15 orang 
5.  Pegawai Negeri Sipil  25 orang 
6.  Pedangan keliling 132 orang 
7.  Pelaut  18 orang 





9.  Perangkat desa  11 orang  
10.  Petani  183 orang  
11.  Guru  20 orang 
Sumber : data desa karangmulya dalam angka tahun 2019 
 Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa wilayah desa Karangmulya memiliki 
beragam jenis mata pencaharian yang ditekuni orang masyarakat tersebut guna 
memenuhi keutuhan hidupnya. Dapat kita lihat bersama bahwa mata pencaharian 
yang paling banyak ditekuni oleh masyarakat desa Karangmulya adalah sebagian 
besar mata pencahariannya sebagai petani dengan jumlah 183 orang dan yang 
kedua sebagai pedagang keliling dengan jumlah 132 orang dan yang paling sedikit 
sebagai tukang listrik yaitu berjumlah 4 orang. 
IV.3.4 Kondisi Kesehatan  
 Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang 
memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. 
Pemeliharaa kesehatan merupakan upaya penanggulangan dan pencegahan 
gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan atau perawatan. 
Adapun prasarana kesehatan yang berada di Desa Karangmulya adalah sebagai 
berikut : 
Tabel.VI.11 
Jenis Prasarana Kesehatan di Desa Karangmulya tahun 2019 
No. Jenis Prasarana Kesehatan Jumlah (unit) 





2.  Posyandu  7 
3.  Puskesmas  1 
Sumber : Data Desa Karangmulya dalam angka tahun 2019 
 Dari tabel diatas dapat kita lihat bersama di Desa Karangmulya prasarana 
kesehatannya cukup memadai, terdapat rumah bersalin yang berjumlah 2  dan 
posyandu yang berjumlah 7 dan puskesmas berjumlah 1. 
IV.4 Profil Desa Suradadi 
 Desa Suradadi merupakan  sebuah desa/kelurahan yang berada di wilayah 
Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, Jawa tengah. Desa suradadi wilayahnya 
cukup padat, karena memiliki kepadatan sejumlah 2122. Angka yang tidak 
sedikit, karena Suradadi wilayah Pesisir/nelayan cukup luas. Suradadi merupakan 
sebuah desa dengan luas 623.83 m2 yang berada di Kecamatan Suradadi 
Kabupaten Tegal. Yang terdiri dari tanah persawahan, tanah perkebunan, tanah 
pekarangan, dan tanah pemukiman. 
 Sedang daerah desa Suradadi dibatasi oleh : 
1. Sebelah Utara  : Desa Suradadi berbatasan dengan laut jawa 
2. Sebelah Timur  : Desa Bojongsana 
3. Sebelah Selatan  : Desa Kertasari 










Gambar. IV.04 Peta Administri Kecamatan Suradadi 
Jumlah desa/kelurahan di Kecamatan Suradadi yang secara administratif 
terbagi dalam 11 desa/kelurahan yaitu : Desa Bojongsana, Desa Gembongdadi, 
Desa Harjasari, Desa Jatibogor, Desa Karangmulya, Desa Karangwuluh, Desa 
Kertasari, Desa Purwahamba, Desa Sidoharjo, Desa Suradadi. Desa Suradadi 
terletak di daerah pantai utara Kabupaten Tegal dan  wilayahnya merupakan 
dataran rendah dengan ketinggian 0-15 meter diatas permukaan laut dpl. 
Masyrakat Desa Suradadi 60% bermata pencaharian sebagai pelaut, sisanya 
pegawai, petani, dan pedagang. 
IV.4.1 Kondisi Demografi 
Gambaran umum tentang penduduk desa Suradadi Kecamatan Suradadi 
Kabupaten Tegal menurut data yang diperoleh adalah berjumlah total 11.238 











Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Suradadi Tahun 2019 
No. Jenis Kelamin  Jumlah (orang) 
1.  Laki-laki 7.402 orang  
2.  Perempuan  6.874 orang 
 Jumlah  14.276 orang 
(sumber:data desa Suradadi dalam angka tahun 2019) 
Berdasarkan tabel diatas dapat di ketahui bahwa jumlah penduduk di Desa 
Suradadi sebanyak 14.276 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 7.402 jiwa 
dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 6.874 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki 
lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan dari keseluruh jumlah 
penduduk di Desa Suradadi. 
IV.4.2 Kondisi Pemerintahan 
 Desa merupakan pembagian wilayah administrasi di Indonesia di bawah 
Kecamatan yang di pimpin oleh Kepala Desa. Sedangkan menurut Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, merupakan kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
merumuskan urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati 





 Desa Suradadi merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan 
Suradadi dan mempunyai wilayah yng luas dari 11 desa yang ada di Kecamatan 
Suradadi. Dalam organisasi Desa juga memiliki gambar struktur mengenai 
bagian-bagian desa yang bisa di lihat di gambar struktur agar mudah untuk di 
ingat dan agar masyarakat mengerti berbagai bagian yang ada di dalam tata Desa, 
sehingga mempu memberikan informasi masyarakat itu sendiri. Struktur 
organisasi juga sangat penting bagi para perangkat, karena dengan adanya tatanan 
jabatan/kedudukan diharapkan menambah semangat para perangkat dalam 
berkerja dan mengabdikan dirinya kepada negara dan masyarakat. Pentingnya 
struktur organisasi juga untuk mengatur hubungan yang baik antar unit atau 
masing-masing bidang. Serta dapat mempermudah perangkat dalam menjalankan 
tugas dan kewajibannya. 
Skema: IV.04 


































(sumber: data desa suradadi dalam angka tahun 2019) 
          Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa merupakan perangkat desa 
sebagai pelaksana teknik kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja dilingkup 
desa, berada dibawah tangggungjawab kepada Camat. Kepala desa mempunyai 
tugas dilingkup desa di bidang pemerintaham, pembangunan, dan kehidupan 
kemasyarakatan dalam kerja desa. 
         Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, desa mempunyai fungsi : 
1.  Desa adalah pemasok terhadap kebutuhan di kota atau yang disebut 
dengan hinterland. 
2. Desa adalah sumber tenaga kasar untuk perkotaan. 
3. Desa adalah mita atau rekan pembangunan kota. 
4. Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Kesatuan Negara 
Rebuplik Indonesia. (Sumber.www.seputarpengetahuan.co.id) 
       Uraian tugas dari masing-masing pejabat struktural di lingkungan Balaidesa 
Kertasari sebagai berikut : 
       Kepala Desa, mempunyai tugas sebagai berikut : 
1. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa. 















3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan tunjangan, dan 
penerimaanlainnya yang sah, mendapat jaminan kesehatan. 
BPD, mempunyai tugas sebagai berikut : 
1. Membahas rancangan Peraturan Desa. 
2. Melaksanakan pengawasan dan pemberhentia Kepala Desa dan peraturan 
Kepala Desa. 
3. Mengusulkan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa. 
Sekretaris Desa, mempunyai tugas sebagai berikut : 
1. Membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan 
pengelolaan administrasi Desa. 
2. Mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah 
Desa. 
Kasi Kesejahteraan, mempunyai tugas sebagai berikut : 
1. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana desa. 
2. Menangani pembangunan bidang kesehatan dan bidang pendidikan. 
Kasi Pelayanan, mempunyai tugas sebagai berikut : 
1. Melaksanakan penyuluhan serra memotivasi terhadap pelaksanaan hak dan 
kewajiban seluruh masyarakat. 
2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai dengan bidangnya 
Kepala Dusun (KADUS), mempunyai tugas sebagai berikut : 





2. Melakukan pembinaaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong 
royong masyarakat. 
3. Membantu Kepala Desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan 
kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) di wilayah 
kerjanya. 
IV.4.3 Kondisi Sosial Ekonomi 
Sebagai kawasan agraris penduduk Desa Suradadi sebagian besar bekerja 
di sektor pertanian dan nelayan. Penduduk mengandalkan bercocok tanam, 
beternak, menangkap dan budidaya ikan. Sementara sektor perdagangan dan jasa 
kemasyarakatan menjadi mata pencaharian berikutnya yang menghiasi aktivitas 
masyarakat di desa Suradadi. Seperti berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, 
anggota TNI atau Polri, dan karyawan swasta. Ada beberapa penduduk yang 
merantau ke kota-kota besar di Indonesia bahkan ke luar negeri. Sebagaian 
penduduknya juga berkerja sebagai crew kapal-kapal penangkap ikan di negara 
Jepang, Korea, Spanyol, Taiwan dan lain sebagainya. Dari uraian diatas dapat kita 
lihat bahwa mata pencaharian penduduk Desa Suradadi sangat beragam jenisnya 
dan sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan dan crew kapal 
penangkap ikan. 
IV.4.4 Kondisi Kesehatan 
Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang 
memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. 





gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan atau perawatan. 
Adapun prasarana kesehatan yang berada di Desa Karangmulya adalah sebagai 
berikut :   
Tabel.VI.13 
Jenis Prasarana Kesehatan di Desa Suradadi tahun 2019 
No. Jenis Prasarana Kesehatan Jumlah (unit) 
1.  Rumah bersalin  3 
2.  Posyandu  8 
3.  Puskesmas  1 
4.  Rumah pengobatan 4 
Sumber : Data Desa Suradadi dalam angka tahun 2019 
 Dari tabel diatas dapat kita lihat bersama di Desa Suradadi prasarana 
kesehatannya cukup memadai, terdapat rumah bersalin yang berjumlah 3 
posyandu yang berjumlah 8, puskesmas berjumlah 1 dan rumah pengobatan yang 
berjumlah 4 dari jumlah tersebut dapat kita ketahui bersama bahwa di Desa 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
V.1 Hasil Penelitian 
 Hasil penelitian ini membahas tentang Partisipasi Masyarakat Dalam 
Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Kecamatan Suradadi tepatnya di 
Desa Kertasari, Suradadi dan Karangmulya. Dimana untuk menganalisi Partisipasi 
Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) peneliti 
mengggunakan indikator dalam penelitian sebagai berikut : 
1. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti sosialisasi atau penyuluhan 
PBB : 
- Mengikuti penyelenggaraan sosialisasi 
- Memiliki pengetahuan tentang fungsi pajak 
- Memiliki pemahaman tentang tata cara pembayaran pajak 
2. Partisipasi masyarakat untuk berkontribusi secara sukarela dalam 
membayar PBB : 
- Adanya kesadaran dari wajib pajak dalam membayar pajak 
3. Partisipasi masyarakat terlibat secara aktif dalam membayar PBB : 
- Tepat waktu dalam penyampaian SPT 
- Tidak mempunyai tunggakan pajak 





4. Hambatan dan solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam membayar pajak 
V.1.1 Partisipasi masyarakat dalam mengikuti sosialisasi atau penyuluhan  
PBB  
1. Penyelenggaran sosialisai/penyuluhan 
Sosialisasi atau penyuluhan adalah kegiatan yang memberikan, 
pengetahuan, informasi, dan kemampuan baru kepada masyarakat akan sesuatu 
hal. Dimana dengan adanya sosialisasi tersebuat masyarakat memiliki 
pengetahuan atau informasi terkait Pajak bumi dan Bangunan (PBB). Berdasarkan 
hasil wawancara dengan beberapa informan terkait dengan Partisipasi Masyarakat 
dalam mengikuti sosialisasi atau penyuluhan sebagai berikut : 
1.) Pertanyaan yang peneliti ajukan, yaitu apakah Bapak/Ibu/Saudara 
pernah melalukan penyelenggaraan sosialiasi tentang pajak bumi dan bangunan? 
Menurut Bapak Komsari. S,ip ( selaku sekretaris Camat Kantor Kecamatan 
Suradadi) pada tanggal 15 April 2021 mengatakan : 
Pernah, karena sosialisasi itu kan penting diadakan guna memberikan 
informasi kepada perangkat desa maupun kepada masyarakat terkait 
membayar pajak bumi dan bangunan. 
 
Pendapat yang sama menurut Bapak Umar Khasan. S,ip ( selaku Kasi 
Pemerintahan Kantor Kecamatan Suradadi ) pada tanggal 15 April mengatakan : 
Pernah mba, biasanya kami pihak instansi mengadakan sosialisasi atau 
penyuluhan terkait pajak bumi dan bangunan di pendopo kantor 
kecamatan. Dan sosialisasi tersebut hanya tingkat desa bukan langsung 
bertatap muka dengan wajib pajak, maksudnya kalo disini ya menghadiri 
sosialisasi hanya perwakilan dari perangkat desa yang ada dikecamatan 





menyampaikan kepada wajib pajak yang ada di daerah atau tempat 
masing-masing. 
 
Sedangkan menurut Bapak Rowin (Sekalu Kolektor Pajak Desa Kertasari), pada 
tanggal 19 April 2021 mengatakan : 
Pernah oh mba, malahan rutin setiap tahun kami mengadakan sosialisasi 
atau penyuluhan tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Yaa sekedar 
memberikan informasi kepada bapak-bapak rt di desa dan wajib pajak 
dalam suatu pertemuan di pendopo balaidesa. Selain itu kita juga 
memberikan informasi berbentuk benner dan tidak hanya itu apabila ada 
kesempatan bertemu dengan wajib pajak dalam suatu acara saya tidak 
lupa selalu mengingatkan kepada mereka untuk membayar pajaknya. 
 
Kemudian disampaikan pendapat menurut Bapak Komarudin (Selaku Kolektor 
Pajak desa Suradadi) pada tanggal 26 April mengatakan: 
Pernah. Malah bisa dibilang sering kami melakukan sosialisasi dengan 
pendekatan kepada kopak atau bapak-bapak rt yang ada di desa Suradadi. 
 
Dilanjut pendapat menurut Bapak Priyatno (selaku kolektor pajak desa 
Karangmulya) pada tanggal 3Mei 2021 mengatakan : 
Kalo untuk lingkup desa kami sudah pernah melakukan sosialisasi. 
Semisal ada acara atau pertemuan bersama warga, saya pribadi sering 
menyampaikan kepada masyarakat yang memiliki tanah atau bangunan 
untuk selalu membayar pajak setiap tahunnya. 
 
Pentanyaan selanjutnya untuk wajib pajak. Apakah pihak desa pernah melakukan 
sosialisasi terkait pajak bumi dan bangunan? Menurut Ibu Sofiana (Selaku wajib 
pajak desa Kertasari) pada tanggal 4 Mei 2021 mengatakan : 
Mungkin pernah yaa mba. Tapi kalo saya pribadi tidak pernah menghadiri 
sosialisasi atau diundang secara langsung oleh pihak desa untuk 
menghadiri sosialisasi terkait pajak bumi dan bangunan di kantor 
balaidesa. Tetapi kalo untuk acara-acara pengajian ataupun acara yang 
lain saya pernah mendengar biasanya ada pihak dari pamong desa atau 





diselipkan kata-kata untuk mengingatkan kepada kita selaku wajib pajak 
untuk membayar pajaknya. 
 
Pendapat yang sama di sampaikan oleh bapak Sumarnno (selaku wajib pajak desa 
Kertasari) pada tanggal 4 Mei 2021 mengatakan : 
Saya gak tau pihak desa pernah melakukan sosialisasi atau tidak. Karna 
saya sebagai wajib pajak belum pernah mendapatkan undangan atau 
woro-woro dari perangkat desa untuk menghadiri sosialisasi mba. 
 
Kemudin kembali disampaikan jawaban dari Ibu iin pujiati (selaku wajib pajak 
desa Kertasari) pada tanggal 4 Mei 2021 mengatakan : 
Aku gak paham tuh mba. Soalnya saya pribadi belum pernah mengikuti 
atau menghadiri sosialisasi di tingkat desa maupun di kecamatan. 
 
Dilanjut oleh Bapak Masmuri (selaku wajib pajak Desa Karangmulya) pada 
tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Saya tidak tahu mba, karena saya sendiri belum pernah mengikuti 
sosialisasi di baldes tentang pajak 
 
Pendapat yang sama di sampaikan oleh ibu Nurliyah (selaku wajib pajak Desa 
Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan :  
saya tidak pernah menghadiri sosialisasi pajak, jadi kalo tentang itu saya 
tidak tau mba 
 
Kemudian pendapat lain di sampaikan oleh Ibu denis (selaku wajib pajak Desa 
Karngmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Kalo saya belum pernah sih mba mengikuti sosialisasi tentang pajak di 
balai desa taupun kecamatan. Mungkin ya ada pernah diadakan 
sosialisasi tapi hanya di hadiri oleh perwakilan saja dari bapak rt. 
 
Selanjutnya pendapat lain disampaikan oleh Bapak Heri (Selaku wajib pajak desa 





Kalo untuk itu saya kurang tau mba. Tapi harusnya sih pihak desa 
melakukan sosialisi rutin. Kan itu juga tugas desa untuk selalu 
mengingatkan kepada wajib pajak. Wajib pajak juga kan ada yang taat 
ada yang tidak jadi perlu diingatkan kembali. 
 
Selain itu pendapat lain di sampaikan oleh Bapak Nurohman (selalu wajib pajak 
Desa Suradadi) pada tanggal 26 April mengatakan : 
Saya pribadi belum pernah datang secara langsung untuk menghadiri 
sosialisasi terkait pajak di balaidesa ataupun di kecamatan. Jadi kalo di 
tanya pihak desa pernah atau tidak melakukan sosialisasi saya kurang tau. 
 
Pendapat lain disampaikan oleh Ibu Wiwi (selaku wajib pajak Desa Suradadi) 
pada tanggal 26 April mengatakan : 
Setau saya sih pernah diadakan sosialisasi dari pihak desa tapi kayanya 
tidak semua wajib pajak hadir paling ketua rt atau tokoh-tokoh 
masyarakat. Dari informasi yang mereka dapat kan bisa di sampaikan 
juga kepada saya atau wajib pajak barangkali ada informasi penting 
terkait pajak atau apa. 
 
Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa pihak instansi baik di kecamatan 
ataupun pihal desa pernah melalukan sosialisasi tentang pajak bumi dan 
bangunan. Tetapi tidak dihadiri oleh seluruh wajib pajak dan hanya dihadiri oleh 
perwakilan dari masing-masing kopak atau ketua rt yang ada di desa masing-
masing. 
2.)  Pertanyaan diajukan untuk pihak instansi ataupun pihak kolektor desa. 
Berapa tahun sekali Ibu/Bapak/Saudara melakukan sosialisasi terkait pajak bumi 
dan bangunan? Menurut Bapak Komsari. S,ip ( selaku sekretaris Camat Kantor 
Kecamatan Suradadi) pada tanggal 15 April 2021 mengatakan : 
Paling tidak setahun sekali. Kalo untuk rotin setiap bulan itu tidak. 
Biasanya sosialisasi diadakan di  pendopo bersama beberapa perangkat 





Kemudian dilanjut Umar Khasan. S,ip ( selaku Kasi Pemerintahan Kantor 
Kecamatan Suradadi ) pada tanggal 15 April mengatakan :  
Sekurang-kurangnya setahun sekali kami mengadakan sosialisasi tentang 
pajak bumi dan bangunan. 
 
Sedangkan menurut Bapak Rowin (Sekalu Kolektor Pajak Desa Kertasari), pada 
tanggal 19 April 2021 mengatakan : 
Rutin setiap tahun, ya paling tidak setahun sekali ws mba untuk 
mengingatkan kepada wajib pajak untuk membayar pajaknya. 
 
Pendapat lain disampaikan oleh Bapak Komarudin (selaku kolektor pajak Desa 
Suradadi) pada tanggal 26 April mengatakan : 
Biasanya Runtin setiap tahun pihak desa melalukan sosialisasi itu mba, 
bisa 3 atau 2 kali dalam setahun  
 
Dilanjut pendapat menurut Bapak Priyatno (selaku kolektor pajak desa 
Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Sekurang-kurangnya setahun sekali lah mba pihak desa melalukan 
sosialisasi tentang pajak itu sendiri. Buat pengingat aja sih kepada wajib 
pajak untuk tidak lupa membayar pajaknya. 
 
Dari uraian diatas dapat kita simbulkan bahwa pihak desa ataupun pihak 
kecamatan rutin setiap tahun mengadakan sosialisasi sekurang-kurangnya setahun 
sekali. 
3.)  Pertanyaan selanjutnya.Pertanyaan ketiga apakah dalam sosialisasi 
tersebut dihadiri oleh semua wajib pajak? Menurut Bapak Komsari. S,ip ( selaku 






Tidak mba, dari tahun ke tahun kami hanya memberikan sosialisasi 
kepada perangkat Desa di masing-masing desa yang ada di Kecamatan 
Suradadi. Setelah itu ya tugas dari setiap Desa menyampaikan atau 
mengadakan sosialisasi tersebut di tingkat Desa.  
 
Selanjutnya pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Umar Khasan. S,ip ( 
selaku Kasi Pemerintahan Kantor Kecamatan Suradadi ) pada tanggal 15 April 
2021 mengatakan : 
Sosialisasi tersebut tidak dihadiri oleh semua wajib pajak mba, ya hanya 
perwakilan saja dari pihak Desa. Biasanya yaa dihadiri oleh perangkat 
desa yang bertugas di bagian pajak PBB. 
 
Sedangkan menurut Bapak Rowin ( Sekalu Kolektor Pajak Desa Kertasari ), pada 
tanggal 19 April 2021 mengatakan : 
Sosialisasi tersebut tidak dihadiri oleh semua wajib pajak mba. Terlalu 
banyak kalo semua wajib pajak hadir, di desa Kertasari sendiri kan ada 
sekitar empat ribu wajib pajak, kalo semuanya hadir pendopo tidak muat, 
dengan jumlah yang banyak seperti itu yang kalo hadir semua dikira ada 
pencalonan lurah dong mba. 
 
Pendapat yang sama di sampaikan oleh Bapak Komarudin (selaku kolektor pajak 
Desa Suradadi) pada tanggal 24 April 2021 mengatakan : 
Kalo pihak dari desa sendiri tidak mengundang wajib pajak untuk 
menghadiri sosialisasi di kantor balaidesa atau pun kecamatan mba. 
Paling hanya perwakilan dari ketua rt dari masing-masing rt. Karena kalo 
seluruh wajib pajak sendiri sepertinya tidak mungkin dengan jumlah wajib 
pajak yang sangat banyak kalo diadakan di balai desa juga tidak muat. 
Maka dari itu hanya perwakilan dari ketua rt yang hadir kemudian dari 
informasi yang di dapat oleh ketua rt bisa langsung di sampaikan kepada 
wajib pajak. 
 
Kemudian pendapat yang sama di sampaikan oleh Bapak Priyatno (selaku  
kolekor pajak desa Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Sosialisasi tentang pajak memang tidak dihadiri oleh seluruh wajib pajak 





selalu mengingatkan kepada wajib pajak untuk selalu mambayar pajak 
dalam acara atau kesempatan yang di hadiri oleh masyarakat. 
 
Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa sosialisasi atau penyuluhan 
diadakan rutin setiap tahun paling tidak satu kali dalam setahun. Tetapi sosialisasi 
atau penyuluhan tersebut tidak dihadiri oleh seluruh wajib pajak, hanya 
perwakilan dari ketua RT dan tokoh masyarakat saja dari setiap Desa yang ada di 
Kecamatan Suradadi. 
2. pengetahuan tentang fungsi pajak  
Pengetahuan menurut Notoatmodjo (2007) adalah hasil tahu dari manusia 
dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terjadi melalui panca indra 
manusia yakni penglihatan, pendengaran,penciuman,rasa dan raba. Sebagaian 
besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Seperti halnya 
pengetahuan masyarakat tentang fungsi pajak itu sendiri sangat penting dimana 
Hal tersebut diperkuat dengan Yuni Setyowati dan Amalia Novi Yushita (2014) 
membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan secara signifikan mampu 
mempengauhi partisipasi wajib pajak. Berdasarkan hasil wawancara dengan 
informan mengenai pengetahuan yang dimiliki masyarakat tentang fungsi pajak  
adalah sebagai Pertanyaan yang peneliti ajukan berikut : 
1.)  yaitu, apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara wajib pajak perlu 
mengetahui tentang fungsi pajak? 
Menurut Bapak Komsari. S,ip ( selaku sekretaris Camat Kantor Kecamatan 





Tentu sangat perlu, karena semakin tinggi pengetahuan yang di miliki oleh 
wajib pajak maka sangat berpengaruh sekali terhadap partisipasi dalam 
membayar pajak. Mestinya kan kalo masayarakat sudah tau tentang fungsi 
pajak itu apa, membayar pajak itu gunanya untuk apa, balik lagi kan 
nantinya juga untuk masyarakat itu sendiri mba. Seperti halnya perbaikan 
jalan dan lain-lain kalo jalanan bener tidak rusak itu juga kan kita semua 
yang merasakan. 
 
Pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Umar khasan. S,ip (selaku kasi 
pemerintahan kantor Kecamatan suradadi) pada tanggal 15 April 2021 
mengatakan : 
Sangat perlu apalagi pengetahuan tentang pajak itu sendiri sangat 
berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat.  
 
Sedangkan menurut Bapak Rowin (Sekalu Kolektor Pajak Desa Kertasari), pada 
tanggal 19 April 2021 mengatakan : 
Yang namanya pengetahuan ya perlu mba, pengetahuan tentang apapun 
itu. Setidaknya kalo masyarakat memiliki pengetahuan yang luas kan 
masyarakat juga lebih percaya diri. apalagi kaitannya dengan 
pengetahuan pajak itu sangat diperlukan. Otomatis semakin banyak 
pengetahuan yang dimiliki masyarakat tentang fungsi pajak dapat 
membangkitkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajaknya. 
 
Selanjutnya pendapat lain di sampaikan oleh Bapak Komarudin (selaku kolektor 
pajak Desa Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Menurut saya perlu, karena kan semakin tinggi pengetahuan masyarakat 
juga akan semakin baik. 
 
Adapun pendapat yang sama di sampaikan oleh Bapak Priyatno (selaku kolektor 
pajak Desa Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Sangat perlu, karena semakin tinggi pengetahuan wajib pajak tentang 
pajak bumi dan bangunan itu sangat baik mba. Itu juga kan tujuannya 
mengapa diadakan sosialisasi, agar masyarakat dapat memiliki 





masyarakat dalam acara pertemuan warga untuk tidak lupa membayar 
pajak. 
 
Dari beberapa pendapat diatas dapat kita simpulkan bawa pengetahuan wajib 
pajak tentang fungsi pajak itu sendiri sangat diperlukan. Semakin tinggi 
pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak itu akan semakin baik guna 
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 
Kemudian pertanyaan lain yang diajukan oleh peneliti untuk wajib pajak adalah 
apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui tentang fungsi pajak bumi dan bangunan? 
Menurut Ibu Sofiana (Selaku wajib pajak desa Kertasari) pada tanggal 4 Mei 2021 
mengatakan : 
Sedikit-sedikit ya mengetahui, fungsi pajak ya untuk kepentingan 
masyarakat dan kepentingan negara, kembali lagi dari rakyat untuk 
rakyat. 
 
Kemudian pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Sumarno (selaku wajib 
pajak Desa Kertasari) pada tanggal 4 Mei 2021 mengatakan : 
Cukup mengatahui mba, tapi ya paling pengetahuan dasar saja kalo bayar 
pajak ya fungsinya untuk mensejahterakan masyarakat. 
 
Selanjutnya pendapat lain di sampaikan oleh Ibu Iin pujiati (selaku wajib pajak 
Desa Kertasari) pada tanggal 4 Mei 2021 mengatakan : 
Di bilang mengetahui ya saya mengetahui apa itu fungsi pajak, tapi kalo 
di jelaskan secara detail saya kurang tau. Yang saya tau fungsi pajak ya 
untuk kepentingan negara. 
 
Adapun pendapat lain yang disampaikan oleh Bapak Masmuri (selaku wajib pajak 





Sebenernya fungsinya untuk apa mba saya sendiri kurang paham, saya 
mah sudah tua gak paham fungsinya untuk apa. Tapi kalo disuruh bayar 
pajak ya saya bayar. 
 
Selanjutnya pendapat lain di sampaikan oleh Ibu Nurliyah (selaku wajib pajak 
Desa Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Mungkin fungsi pajak ya untuk pendapatan negara, yang nantinya 
digunakan untuk keperluan negara dan keperluan masyarakat. 
 
Tidak cukup sampai disini pendapat yang lain pun disampaikan oleh Ibu Denis 
(selaku wajib pajak Desa Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Sejauh ini sih saya paham apa itu fungsi membayar pajak, fungsinya ya 
sebagai pendapatan negara yang digunakan untuk membiayayi semua 
kepentingan umum seperti halnya membiayai pembangunan. 
 
Dan kemudian di lanjut pendapat dari Bapak Heri (selaku wajib pajak Desa 
Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Sebetulnya saya kurang paham mba tentang fungsi pajak itu untuk apa. 
Intinya saya sih kalo disuruh bayar pajak ya bayar. Selagi saya ada uang 
pasti ya dibayar kan itu juga kewajiban saya sebagai warga negara untuk 
membayar pajak. 
 
Jawaban lain disampaikan oleh Bapak Nurohman (selaku wajib pajak Desa 
Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Sedikit mengetahui mba, yang saya tau fungsi membayar pajak ya untuk 
kepentingan bersama dari rakyat untuk rakyat 
 
Kemudian pendapat lain di sampaikan oleh Ibu Wiwi (selaku wajib pajak Desa 
Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Kalo tidak salah fungsinya ya untuk pendapatan negara. Jumlah wajib 
pajak seluruh indonesia itu kan sangat banyak jumlahnya. Kalo di 
kumpulkan ya jumlahnya sangat banyak, mungkin dari hasil tersebut 





Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa wajib pajak sudah mengetahui 
tentang fungsi pajak. Dimana pajak mempunyai peranan yang sangat penting 
dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan 
karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua 
pengeluaran pembangunan. 
2.) Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan untuk pihak instansi dan 
pihak kolektor pajak. Menurut Bapak/Ibu/Saudara bagaimana pengetahuan wajib 
pajak tentang fungsi pajak sejauh ini? 
Menurut Bapak Komsari. S,ip (selaku sekretaris Kantor Kecamatan Suradadi), 
pada tanggal 15 April 2021 mengatakan : 
Sejauh ini menurut saya pengetahuan masyarakat tentang fungsi pajak 
sudah cukup baik mba. 
 
Kemudian pendapat yang sama di sampaikan oleh Bapak Umar Khasan. S,ip 
(selaku kasi pemerintahan Kantor Kecamatan Suradadi) pada tanggal 15 April 
2021 mangatakan : 
Ya rata-rata sih wajib pajak sudah mengetahui tentang fungsi pajak itu 
sendiri. Tapi ya ada juga yang belum mengatahui sih mba. Kebanyakan 
sih wajib pajak hanya membayar kewajibannya untuk membayar pajak 
saja kalo untuk fungsinya untuk apa kebanyakan ada yang tau apa yang 
tidak. 
 
Pendapat lain disampaikan oleh Bapak Rowin (selaku kolektor pajak Desa 
Kertasari) pada tanggal 19 April 2021 mengatakan : 
Masyarakat ya sebagian besar sudah mengetahui fungsinya bahwa pajak 
itu sudah berjalan setiap tahun dan dari hasil pembayaran tersebut 





Selanjutnya pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Komarudin (selaku 
kolektor pajak Desa Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Menurut saya kalo pengetahuan wajib pajak sejauh ini tentang fungsi 
pajak masih sangat minin, masih banyak wajib pajak yang kurang 
mengetahui fungsi pajak itu untuk apa sebagian wajib pajak hanya 
membayar saja pajaknya tanpa tau fungsinya. 
 
Selain itu pendapat lain disampaikan oleh Bapak Priyatno (selaku kolektor pajak 
Desa Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Sejauh ini sih pengetahuan wajib pajak sudah cukup, kebanyak wajib 
pajak hanya membayar pajak tanpa tau apa itu fungsi pajak, tetapi ya 
sebagaian ada yang sudah paham apa itu fungsi pajak. Intinya kan kalo 
membayar pajak sekarang masuk ke pemda balik lagi ke desa, yang 
pertama untuk pembangunan yang kedua untuk biaya operasional desa. 
 
Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak terkait 
fungsi pajak bumi dan bangunan sejauh ini sudah cukup di pahami meskipun ada 
beberapa yang belum tahu apa itu fungsi pajak namun sebagaian besar wajib pajak 
sudah tau fungsinya bahwa pajak itu sendiri memiliki beberapa fungsi antar 
sebagai fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan sebagai fungsi 
retribusi pendapatan. 
Pertanyaan lain yang peneliti ajukan untuk pihak instansi dan kolektor 
pajak adalah bagaimana yang Bapak/Ibu/Saudara lakukan apabila wajib pajak 
tidak mengetahui tentang fungsi pajak? 
Menurut Bapak Komsari. S,ip (selaku sekretaris Camat Kantor Kecamatan 
Suradadi), pada tanggal 15 April 2021 mengatakan : 
Yang kami lakukan ya sebisa mungkin memberikan informasi lebih jelas 
kepada wajib pajak. Kenapa kami mengadakan sosialisasi yaa tujuannya 





membayar pajak, tentang bagaimana cara membayar pajak. Intinya kami 
sebisa mungkin menyampaikan informasi yang jelas kepada wajib pajak 
agar wajib pajak lebih peka untuk membayar pajaknya 
 
Pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Umar khasan S,ip (selaku kasi 
pemerintahan Kantor Kecamatan Suradadi) pada tanggal 15 April 2021  
mengatakan :  
Mestinya tugas dari perangkat desa untuk menyampaikan kepada 
masyarakat dalam suatu acara atau pertemuan bersama wajib pajak, baik 
itu sosialisasi khusus ataupun momen-momen yang lain yang dihadiri oleh 
wajib pajak. Dalam kesempatan tersebuat selaku perangkat desa dan 
kolektor pajak dapat memberikan pengetahuan kepada wajib pajak terkait 
fungsi dan peraturan pajak itu sendiri. 
 
Kemudian pendapat yang lain disampaikan oleh Bapak Rowin (selaku kolektor 
pajak Desa Kertasari) pada tanggal 19 April 2021 mengatakan : 
Sebaiknya kita sebagai aparat desa memang harus sering-sering 
memberikan sosialisasi kepada wajib pajak agar lebih mengetahui apa itu 
pajak, untuk apa membayar pajak, dan bagaimana peraturan-peraturan 
terkait pajak, ya seperti itu kan memang tujuannya diadakan sosialisasi 
agar wajib pajak memiliki pengetahuan terkait pajak bumi dan bangunan.  
 
Adapun pendapat lain yang disampaikan oleh Bapak Komarudin (selaku kolektor 
pajak Desa Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Dari pihak desa tentunya sebisa mungkin untuk selalu memberikan 
pemahaman kepada wajib pajak terkait pajak bumi dan bangunan. Setiap 
tahun kan kami juga mengadakan sosialisasi yang dihadiri oleh ketua RT, 
dengan begitu pihak desa juga melakukan pendekatan kepada ketua RT 
untuk memberikan informasi atau pemahaman tentang pajak khususnya 
bagi wajib pajak yang masih minin pengetahuan. 
 
Kemudian pendapat lain disampaikan oleh Bapak Priyatno (selaku kolektor pajak 
Desa Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Ya kami selalu memberikan informasi kepada wajib pajak. Setidaknya 





membayar pajaknya langsung ke balaidesa dan ke kopak-kopak yang ada 
di desa Karangmulya disitu kan nanti juga mereka dikasih tau kalo pajak 
itu ya nantinya balik lagi ke desa yang kaitannya dengan operasional desa 
dan pembangunan desa ya seperti itu lah mba. 
 
Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa pihak kecamatan maupun pihak 
desa selalu memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait pajak bumi dan 
bangunan dengan mengadakan sosialisasi khusus ataupun pertemuan dengan 
wajib pajak dalam suatu kesempatan. 
Selanjutnya pertanyaan yang peneliti ajukan untuk wajib pajak adalah 
apakah dengan pengetahuan tersebut Bapak/Ibu/Saudara terdorong untuk 
membayar pajak? Menurut Ibu Sofiana (Selaku wajib pajak desa Kertasari) pada 
tanggal 4 Mei 2021 mengatakan : 
Tidak juga sih mba, karena memang saya juga memiliki kewajiban untuk 
membayar pajak setiap tahun. Intinya kan saya punya rumah dan tanah ya 
harus membayar pajak. 
 
Kemudian pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Sumarno (Selaku wajib 
pajak Desa Kertasari) pada tanggal 4 Mei 2021 mengatakan : 
Dari dulu yang namanya pajak itu kan dibayar setiap tahun, udah jadi 
kebiasaan rutin juga sih mba mau gak mau wong kita punya rumah ya 
harus di bayar pajaknya 
 
Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ibu Iin pujianti (selaku wajib pajak 
Desa Kertasari) pada tanggal 4 Mei 2021 mengatakan : 
Kalo saya intinya membayar pajak setiap tahun mba, mau paham atau 
tidak tentang pengetahuan pajak jenenge pajak ya kudu dibayar setiap 







Adapun pendapat lain yang disampaikan oleh Bapak Masmuri (selaku wajib pajak 
Desa Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Kan miki aku wis ngomong mba, intinya kalo disuruh bayar ya saya bayar. 
Wis dadi kebiasaan rutin setiap tahun disuruh bayar pajak ya bayar. Kaya 
aku nek SPPT wis oleh sing desa gon mbayar pajak ya tak bayar. 
 
Pendapat yang sama disampaikan oleh Ibu Nurliyah (selaku wajib pajak Desa 
Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Kalo menurut saya terlepas dari pengetahuan tersebut yang namanya 
pajak itu kan sudah jadi kewajiban saya untuk membayarnya dalam 
setahun sekali mba. Apalagi kalo memang sudah waktunya untuk dibayar 
biasanya kalo memang sudah ada uangnya ya saya titipkan ke ketua RT 
untuk dibayarkan. 
 
Selanjutnya pendapat yang sama disampaikan oleh Ibu Denis (selaku wajib pajak 
Desa Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Paham gak paham namanya pajak kan harus dibayar setiap tahun mba, 
udah jadi kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. 
 
Kemudian pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Heri (Selaku wajib pajak 
Desa Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Intine pas jatuh tempo dan pas kebetulan ada uang ya mesti tak bayar 
mba. Jre aku sih paham mbuh ora wong namane pajak dari dulu setiap 
tahun ya harus dibayar. 
 
Pendapat lain yang sama disampaikan oleh Bapak Nurohman (selaku wajib pajak 
Desa Suradadi) pada tanggal 26 April mengatakan : 
Bisa di bilang terdorong juga sih mba, karna kita tau fungsi pajak adalah 
sebagai pendapatan negara yang nantinya digunakan untuk kesejahteraan 
masyarakat. Semakin kita taat untuk membayar pajak setiap tahun itu 






Kemudian pendapat yang sama disampaikan oleh Ibu Wiwi (selaku wajib pajak 
Desa Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Kalo saya pribadi paham atau tidak paham yang namanya pajak, baik itu 
pajak rumah dan pajak sawah selagi saya sudah ada uang untuk 
membayar ya saya bayar setiap tahun mba. 
 
Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa wajib pajak yang memiliki 
pengetahuan terkait fungsi pajak dan wajib pajak yang tidak memiliki 
pengetahuan tersebut mereka tetap membayar pajaknya setiap tahun, selagi wajib 
pajak sudah memiliki uang untuk membayar kewajibannya yaitu untuk membayar 
pajak bumi dan bangunan. 
3. Pemahaman tentang tata cara pembayaran pajak 
Menurut Anas Sudjiono pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk 
mengerti sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, 
memahami adalah mengetahui tentang sesuatu yang di dapat melihatnya dari 
berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berfikir yang setingkat 
lebih tinggi dari ingatan dan hafalan. Dari penjelasan diatas bahwa pemahaman 
wajib pajak terkait tata cara pembayaran itu sangat dibutuhkan, dengan 
pemahaman yang di miliki tentu dapat meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan hasil wawancara 
dengan Informan terkait pemahaman tentang tata cara pembayaran pajak adalah 





1.)  Pertanyaan yang peneliti ajukan yaitu Menurut Bapak/Ibu/Saudara 
bagaimana pemahaman yang dimiliki wajib pajak tentang tata cara pembayaran 
pajak bumi dan bangunan sejauh ini? 
Menurut Bapak Komsari. S,ip ( selaku sekretaris camat Kantor Kecamatan 
Suradadi), pada tanggal 15 April 2021 mengatakan : 
Sebagian masyarakat sudah paham, karena kan sekarang bayar pajak 
juga bisa memalui bank, bisa dibayar melalui online juga. Tapi 
kebanyakan wajib pajak di daerah sini nitip ke RT nya yang biasa diberi 
kepercayaan oleh wajib pajak. Selain itu juga bisa dibayarkan ke kantor 
balaidesa. 
 
Selanjutnya pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Umar Khasan S,ip 
(selaku Kasi Pemerintahan Kantor Kecamatan Suradadi) pada tanggal 15 April 
2021 mengatakan : 
Kalo tata cara pembayaran pajak sejauh ini wajib pajak sudah paham, 
dan pembayaran pajak sekarang kan lebih mudah, bisa dibayarkan 
memalui bank yaitu bank yang sudah bekerja sama dengan Bapedda, 
seperti bank BKK, BPD dan di kantor pos juga bisa. 
 
Adapun pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Rowin (selaku pihak 
kolektor pajak Desa Kertasari) pada tanggal 19 April 2021 mengatakan : 
Sejauh ini sih wajib pajak sudah memahami, apalagi kan sekarang bisa 
dibayar lewat bank yang dituju dan kami pun dari pihak desa sudah bisa 
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan membayar pajak, 
sehingga lebih mudah. 
 
Kemudian pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Komarudin (selaku 
kolektor pajak Desa Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan :  
Rata-rata sudah paham mba, tapi ada juga sih yang kadang tidak paham 
dan masih sering nanya ke desa. Makanya dari pihak kami memberikan 





Bumdes. Karena kalo dari pihak bank biasanya tidak hadir rutin dari bank 
jateng sendiri datengnya seminggu hanya 2 kali, hari selasa dan kamis. 
 
Selain itu pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Priyatno (selaku 
kolektor pajak Desa Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Kalo wajib pajak disini cara bayarnya masih seperti dulu, disini kan ada 
tim kopak dari masing-masing wilayah biasanya mereka diberi 
kepercayaan oleh mereka untuk membayarkan pajaknya. Tapi selain itu 
sekarang kan bayar pajak bisa di bank, atau dibayarkan secara online. 
Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa wajib pajak sejauh ini sudah 
mengetahui tata cara pembayaran pajak. Membayar pajak juga bisa melalui bank 
dan bayar sendiri melalui pembayaran online dengan demikian pelayanan dalam 
membayar pajak menjadi mudah, selain itu pihak desa juga memberikan 
kemudahan kepada wajib pajak untuk membayar pajaknya langsung ke balaidesa. 
Selanjutnya pertanyaan yang diajukan untuk wajib pajak adalah 
Bagaimana pemahaman yang dimiliki Bapak/Ibu/Saudara tentang tata cara 
pembayaran pajak bumi dan bangunan? Menurut Ibu Sofiana (selaku wajib pajak 
Desa Kertasari) pada tanggal 4 Mei 2021 mengatakan : 
Paham mba, tapi kalo saya pribadi tidak pernah membayar pajak bumi 
dan bangunan langsung ke Bank atau ke balaidesa. Biasanya saya nitip ke 
pak RT, untuk minta tolong dibayarkan. 
 
Selanjutnya pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Sumarno (selaku wajib 
pajak desa Kertasari) pada tanggal 4 Mei 2021 mengatakan : 
Alhamdulillah paham mba, biasanya saya kalo bayar pajak langsung ke 
balaidesa titip sama pamongnya, kalo tidak ya titip sama pak RT. 
 
Kemudian pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ibu Iin pujiati (selaku 





Sejauh ini sih saya paham bagaimana tata cara membayar pajak mba. 
Tapi dari dulu sih saya bayarnya titip ke pak RT, kebutulan pak RT sering 
ngurus pembayaran pajaknya warga. Karena suami saya juga kan 
kerjanya berangkat pagi pulang sore, jadi saya lebih seringnya minta 
tolong ke pak RT untuk mengurusnya. 
 
Selanjutnya pendapat yang lain disampaikan oleh Bapak Masmuri (selaku wajib 
pajak desa Karangmulya) mengatakan : 
Paham mba, dan biasanya saya kalo bayar ke bank langsung tinggal 
menunjukan SPPT nya saja 
 
Adapun pendapat lain dari Ibu Nurliyah (selaku wajib pajak Desa Karangmulya) 
pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Kurang begitu paham mba, karena biasanya anak sama yang ngurus 
pajak. 
 
Dan pendapat selanjutnya disampaikan oleh Ibu Denis (selaku wajib pajak Desa 
Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Kalo disini masih sama kaya dulu mba, bayar pajak dititip ke pak RT, saya 
gak pernah bayar langsung ke Bank atau ke Kantor pos. Karena menurut 
saya lebih mudah titip, ada yang ngurus juga. 
 
Kemudian pendapat lain disampaikan oleh Bapak Heri (selaku wajib pajak Desa 
Suradadi)pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Kalo saya lebih sering bayar langsung ke bumdes mba, di samping kantor 
balaidesa kan ada bumdes. Kalo saya bayarnya kesitu. 
 
Selanjutnya pendapat lain disampaikan oleh Bapak Nurohman (selaku wajib pajak 
Desa Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan :  
Biasanya kalo udah dapet SPPT saya bayarnya langsung ke Kantor 






Dan pendapat selanjutnya disampaikan oleh Ibu Wiwi (selaku wajib pajak Desa 
Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Paham mba, biasanya sih yang bayar suami saya langsung ke balaidesa. 
Tp semenjak suami saya berangkat kerja diluar kota saya bayarnya nitip 
ke pak RT.  
 
Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa sejauh ini wajib pajak sudah 
memiliki pemahaman tentang tata cara pembayaran pajak. Apalagi dari pihak desa 
telah memberikan kemudahan kepada wajib pajak bisa membayar pajak langsung 
ke kantor balaidesa maupun membayar langsung ke bumdes. Ada juga yang sudah 
terbiasa membayar pajak nitip ke pak RT yang telah diberi kepercayaan oleh 
wajib pajak. 
2.) Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan adalah menurut 
Bapak/Ibu/Saudara apakah dengan pemahaman tersebut wajib pajak terdorong 
untuk membayar pajak bumi dan bangunan? 
Menurut Bapak Komsari S,ip (selaku sekretaris camat Kantor Kecamatan 
Suradadi) pada tanggal 15 April 2021 mengatakan : 
Sebetulnya pajak itu kan wajib di bayar setiap tahunnya. Jadi mau 
terdorong atau tidak yang namanya pajak ya harus dibayar, kalo tidak 
dibayar jadi hutang di tahun berikutnya juga harus dilunasi mba. 
 
Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Umar Khasan S,ip (selaku Kasi 
Pemrintahan Kantor Kecamatan Suradadi) pada tanggal 15 April 2021 
mengatakan : 
Bisa di bilang terdorong yah mba, karena kan sudah paham cara 







Adapun pendapat yang lain disampaikan oleh Bapak Rowin (selaku kolektor 
pajak Desa Kertasari) pada tanggal 19 April 2021 mengatakan : 
Harusnya sih dengan pemahaman yang di miliki wajib pajak bisa lebih 
terdorong dan lebih taat lagi dalam membayar pajak, agar tidak memiliki 
hutang. Karena pajak itu kan harus dibayar setiap tahunnya. 
 
Selanjutnya pendapat lain disampaikan oleh Bapak Komarudin (selaku kolektor 
pajak Desa Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Harusnya sih terdorong untuk membayar pajak tepat waktu, tapi 
kenyataannya dari tahun ke tahun penerimaaan pajak tidak pernah full 
100% lunas, masih ada beberapa wajib pajak yang tidak membayarnya. 
Kalo seperti itu kan berarti masih banyak wajib pajak yang tidak 
terdorong untuk membayar pajaknya. 
 
Kemudian pendapat selanjutnya disampaikan oleh Bapak Priyatno (selaku 
kolektor pajak Desa Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Pajak itu sendiri kan memang sudah menjadi kewajiban wajib pajak untuk 
membayaranya setiap tahun mba, jadi mau tidak mau ya harus dibayar. 
 
Selanjutnya pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk wajib pajak adalah 
Apakah dengan pemahaman tersebut Bapak/Ibu/Saudara terdorong untuk 
membayar pajak? 
Menurut Ibu Sofiana (selaku wajib pajak Desa Kertasari) pada tanggal 4 Mei 2021 
mengatakan : 
Yang namanya pajak itu kan emang sudah menjadi kewajiban saya untuk 
membayar mba, tapi ya mau gimana namaya juga manusia biasa kadang 
suka lupa bayar kalo gak di ingatkan. 
 
Kemudian pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Sumarno (selaku wajib 





Bayar pajak wajib sih ya mba, sebenernya kalo ada uang juga saya pasti 
bayar tepat waktu. Cuma kan yang namanya kebutuhan pasti ada aja ya 
mba. 
 
Adapun pendapat lain disampaikan oleh Ibu Iin pujiati (selaku wajib pajak Desa 
Kertasari) pada tanggal 4 Mei 2021 mengatakan : 
Alhamdulillah mba setiap tahun saya bayar pajak, ya meskipun kadang 
saya akui telat dari tanggal jatuh tempo. Karena saya juga sibuk jualan 
mba suami juga kerjanya di Jakarta. 
Selanjutnya pendapat yang sama disampaikan Oleh Bapak Masmuri (selaku wajib 
pajak Desa Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan :  
Sudah jadi kewajiban sih mba, jadi mau gak mau harus terdorong untuk 
bayar pajak. 
 
Selain itu pendapat lain di sampaikan oleh Ibu Denis (selaku wajib pajak Desa 
Karangmulya) pada 3 Mei 2021 mengatakan : 
Bayar pajak emang sudah jadi kewajiban mba, tapi kadang-kadang saya 
juga sering lupa, kalo sudah diingatkan pak RT baru saya bayar, saya 
juga sibuk juga mba dan terlalu banyak pikiran sampe kadang lupa hal-
hal demikian. 
 
Dilanjut pendapat yang lain disampaikan oleh Ibu Nurliyah (selaku wajib pajak 
Desa Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Udah setiap tahun bayar pajak mba, jadi sudah menjadi kebiasaan juga 
kan dari orang tua saya dulu.  
 
Kemudian pendapat yang lain disampaikan oleh Bapak Heri (selaku wajib pajak 
Desa Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Terlepas dari pemahaman tersebut, namanya pajak itu kan harus dibayar 
setiap tahunnya mba. Kalopun tahun ini belum bisa bayar ya tahun 
depannya harus lunas. Lagian bayar pajak juga gampang sekarang, 
banyak masyarakat yang sudah paham tata cara membayar pajak. Asal 






Pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Nurohman (selaku wajib pajak Desa 
Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Yang jelas udah jadi kewajiban mba, jadi mau gak mau ya dibayar. 
 
Sama halnya pendapat dari Ibu Wiwi (selaku wajib pajak Desa Suradadi) pada 
tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Setiap tahun juga saya bayar pajak mba, emang sudah jadi kewajiban 
saya untuk membayarnya. Kalo telat-telat ya wajar lah namanya juga 
kebutuhan banyak. Kadang udah disiapkan untuk bayar pajak eh malah 
kepake buat yang lain. 
 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa wajib paham dengan tata cara 
pembayaran pajak dan terdorong untuk membayar pajak, karena sudah menjadi 
kewajiban setiap tahun untuk membayar pajak. 
3.)  Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan adalah Bagaimana 
pelayanan yang diberikan oleh Bapak/Ibu/Saudara dalam pembayaran pajak bumi 
dan bangunan? 
Menurut Bapak Komsari S,ip (selaku sekretaris camat Kantor Kecamatan 
Suradadi) pada tanggal 15 April 2021 mengatakan : 
Kalo kami pihak kecamatan hanya monitoring, dan tidak menerima 
langsung setoran dari wajib pajak. 
 
Kemudian pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Umar Khasan S,ip 
(selaku kasi pemerintahan Kantor Kecamatan Suradadi) pada tanggal 15 April 
2021 mengatakan : 
Dari pihak kecamatan hanya sebagai monitoring saja mba, tidak 
menerima langsung pembayaran pajak oleh wajib pajak. Tugas kami 
hanya monitoring hasil pemasukan pajak dari desa. Kalo pihak balaidesa 





bayar langsung ke kantor pos, BPD atau nitip ke perangkat desa 
tergantung masyarakatnya. Biasanya sih kebanyakan pada nitip di 
perangkat desanya atau ke RT dari setiap wilayah. 
 
Adapun pendapat lain disampaikan oleh Bapak Rowin (selaku kolektor pajak 
Desa Kertasari) pada tanggal 19 April 2021 mengatakan : 
Pelayanan yang desa berikan sejauh ini sudah sangat maksimal. Dari 
pihak desa sekarang sudah bisa untuk membayar pajak langsung ke kantor 
balaidesa. Yang biasanya dibayarkan ke bank atau nitip RT sekarang 
wajib pajak bisa langsung bayar pelunasan pajaknya di desa, sehingga 
lebih mudah. 
 
Kemudian pendapat selanjutnya disampaikan oleh Bapak Komarudin (selaku 
kolektor pajak Desa Suradadi) pada tanggal 26 April 2021mengatakan : 
Saat ini pihak desa dibantu oleh Bumdes, selain wajib pajak bisa 
membayar di bank atau nitip ke RT, sudah sekitar 5 tahun yang lalu kami 
dibantu oleh Bumdes jadi wajib pajak bisa bayar pajak nya langsung ke 
sana, masih satu lingkup dengan kantor balaidesa juga kan mba, kantor 
Bumdes juga di sebelah selatan persis. 
 
Pendapat selanjutnya di sampaikan oleh Bapak Priyatno (selaku kolektor pajak 
Desa Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Kami terbuka sekali, artinya kalo ada wajib pajak datang kesini kami 
layani dengan baik, apalagi sekarang udah ada aplikasi dari Bappeda. 
Ketika ada wajib pajak yang membayar kesini otomatis bisa langsung 
kami proses. Sistemnya kan sakarang online jadi bisa tau mana yang 
sudah dibayar mana yang belum dibayar. 
 
Kemudian pendapat yang disampaikan oleh Ibu Sofiana (selaku wajib pajak Desa 
Kertasari) pada tanggal 4 Mei 2021 mengatakan : 
Sejauh ini sih pelayanan yang saya terima cukup baik yah mba, biasanya 
dari pihak desa menyampaikan SPPT ke wajib pajak, dan biasanya kalo 
saya pribadi bayar pajaknya nitip ke petugas pajak, kalo tidak ya saya 






Adapun pendapat lain yang disampaikan oleh Ibu Iin Pujiati (selaku wajib pajak 
Desa Kertasari) pada tanggal 4 Mei 2021 mengatakan : 
Kalo sekarang sih pelayanan yang diberikan oleh pihak desa sudah 
membaik mba, jaman dulu saya pernah mengalami pelayanan yang 
kurang mengenakan, padahal saya sudah bayar pajak tapi dilaporan 
balaidesa saya belum bayar. Alhamdulillah semenjak tahun 2019 
perangkat desa dan kepala desa yang baru memberikan pelayanan yang 
cukup baik. Semenjak kejadian itu saya biasanya langsung bayar ke 
kantor balaidesa tanpa perantara. Tapi kalo saya sibuk ya sama nitip ke 
pak RT atau pamong yang bertugas mengurus pajak. 
 
Selanjutnya pendapat lain disampaikan oleh Bapak Sumarno (selaku wajib pajak 
Desa Kertasari) pada tanggal 4 Mei 2021 mengatakan : 
Baik-baik saja kok mba, kalo saya bayar ke kantor balaidesa sejauh ini sih 
diberikan pelayanan yang baik petugasnya juga sopan.  
 
Selain itu adapun pendapat yang disampaikan oleh Bapak Masmuri (selaku wajib 
pajak Desa Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Saya kalo bayar biasanya langsung ke bank mba, kalo tidak saya yang 
bayar ya anak saya yang bayar. Sejauh ini pelayanan yang diberikan ya 
baik. 
 
Pendapat yang lain disampaikan oleh Ibu Nurliyah (selaku wajib pajak Desa 
Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Pelayanan yang diberikan sudah cukup baik yah mba, dari pihak desa 
selalu menyampaikan SPPT kepada wajib pajak sebelum tanggal jatuh 
tempo. 
 
Kemudian pendapat yang sama disampaikan oleh Ibu Denis (selaku wajib pajak 
Desa Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Sudah cukup baik mba. Sejauh ini sih saya tidak pernah mengalami 






Selanjutnya pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Heri (selaku wajib 
pajak Desa Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Cukup baik, kalo datang ke balaidesa ya dilayani dengan baik sih mba. 
Apalagi sekarang kan bayar pajak juga bisa lewat bank. Pelayanan yang 
diberikan sudah cukup baik dan mempermudah kami dalam membayar 
pajak. 
 
Pendapat selanjutnya disampaikan oleh Bapak Nurohman (selaku wajib Pajak 
Desa Suradadi) pada tanggal 26 April 2021mengatakan : 
Pelayanan yang diberikan cukup baik mba. Pegawai yang mengurus pajak 
juga ramah. 
 
Kemudian pendapat yang sama disampaikan oleh Ibu Wiwi (selaku wajib pajak 
Desa Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Baik kok mba, masa mau bayar pajak dimarahin kan tidak. Sejauh ini 
pelayanan yang diberikan ya baik petugasnya juga sering ngingetin untuk 
bayar pajak tepat waktu. 
 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pihak desa senatiasa memberikan 
pelayanan yang terbaik untuk wajib pajak, mempermudah wajib pajak dalam 
membayar pajak untuk mengurus langsung ke Kantor Balaidesa di masing-masing 
wilayah selain itu membayar pajak juga bisa melalui perbankan sehingga lebih 
mempermudah wajib pajak dalam membayar pajaknya. 
V.1.2. Partisipasi masyarakat untuk berkontribusi secara sukarela dalam 
membayar pajak bumi dan bangunan (PBB)  
1. Adanya kesadaran dari wajib pajak dalam membayar pajak 
Pengertian kesadaran wajib pajak Menurut Nasution (2006:7) menyatakan 





mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan 
semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. Dengan kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan 
bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal 
tersebut wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari 
pemungutan pajak yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan 
beberapa informan terkait dengan Partisipasi masyarakat untuk berkontribusi 
secara sukarela dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) sebagai berikut  
1.) Pertanyaan yang peneliti ajukan, yaitu Menurut Bapak/Ibu/Saudara 
apakah wajib pajak sadar untuk membayar pajak sendiri atau ada ajakan, 
dorongan, atau pengaruh dari orang lain? 
Menurut Bapak Komsari. S,ip ( selaku sekretaris Camat Kantor Kecamatan 
Suradadi), pada tanggal 15 April 2021 mengatakan : 
Sebetulnya wajib pajak menurut saya sudah sadar cuma memang udah 
jadi kebiasaan kalo gak diingatkan untuk membayar pajak ya seolah-olah 
lupa. Namanya juga sifat orang kan beda-beda ya mba, ada yang taat ada 
yang tidak itu sudah biasa. Biasanya tugas dari perangkat desa yang 
mengingatkan kepada wajib pajak untuk membayar pajaknya. 
 
Kemudian pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Umar Khasan S,ip 
(selaku kasi pemerintahan Kantor Kecamatan Suradadi) pada tanggal 15 April 
2021 mengatakan : 
Ada yang sadar ada yang harus diingatkan, kalo sadar semua otomatis 
penerimaan pajak tercapai sesuai target dong mba, tapi kan nyatannya 
sejauh ini belum pernah seratus persen lunas. Tapi sekarang mayoritas itu 







Dan pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Rowin (selaku kolektor pajak 
Desa Kertasari) pada tanggal 19 April 2021 mengatakan : 
Ada yang sadar ada yang tidak mba, kebanyakan ya diingatkan baru pada 
bayar. Tapi ya ada juga sih yang bayarnya tepat waktu sesuai tanggal 
jatuh temponya. 
 
Adapun pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Komarudin (selaku 
kolektor pajak Desa Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Ya begitulah, kebanyakan harus diingatkan oleh ketua RT atau pengurus 
pajak di masing-masing wilayah, jarang wajib pajak yang membayar 
pajaknya tepat waktu mba. 
 
Selanjutnya pendapat yang lain disampaikan oleh Bapak Priyatno (selaku kolektor 
pajak Desa Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Sebetulnya wajib pajak juga sadar untuk membayar pajaknya sendiri, tapi 
ada juga yang tidak tepat waktu banyak dari mereka yang membayarnya 
nunggu panen sehingga banyak yang menunda membayar pajak. Paling 
dari pihak desa sekedar mengingatkan untuk tidak lupa membayar 
pajaknya.  
 
Pendapat yang selanjutnya disampaikan oleh Ibu Sofiana (selaku wajib pajak 
Desa Kertasari) pada tanggal 4 Mei 2021 mengatakan : 
Sadar sih sadar mba, karena kan sudah menjadi kewajiban saya tapi tidak 
di pungkiri terkadang saya lupa perlu diingatkan dulu baru bayar. 
 
Selanjutnya pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Sumarno (selaku wajib 
pajak Desa Kertasari) pada tanggal 4 Mei 2021 mengatakan : 
Tiap tahun udah jadi kewajiban saya untuk membayar pajak mba. Kalo 
dibilang sadar atau tidak ya sadar sebetulnya, tapi kadang kita manusia 
biasa suka lupa mba, sudah lewat jatuh tempo malah belum dibayar.  
 
Sama halnya dengan pendapat diatas, Ibu Iin Pujiati (selaku wajib Pajak Desa 





Ya sadar dong mba, biasanya kan SPPT dikirim sebelum tanggal jatuh 
tempo jadi masih ada waktu untuk saya mengumpulkan atau menyisihkan 
uang untuk membayar pajak. Setiap tahun kan dibayar, selagi ada uang 
lebih pasti tepat waktu kok mba. 
 
Adapun pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Masmuri (selaku wajib 
pajak Desa Karngmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Sadar kok. Kalo sudah jatuh tempo ya dibayar, biasanya saya suruh anak 
saya untuk membayar pajak. 
 
Dan Ibu Denis (selaku wajib pajak Desa Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 
mengatakan : 
Biasanya pihak desa selalu mengirim SPPT dan mengingatkan kami 
selaku wajib pajak untuk membayar pajak, dan kalo sudah jatuh tempo ya 
langsung dibayar. Kalo ditanya sadar atau tidak ya sadar oh mba. Kan 
udah jadi kewajiban setiap tahun. 
 
Kemudian pendapat dari Ibu Nuriyah (selaku wajib pajak Desa Karangmulya) 
pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Sudah jadi kewajiban mba, mau tidak mau harus sadar. Mungkin ada 
yang tidak tepat waktu dalam membayar pajak bukan karena tidak sadar 
mungkin saja belum ada uang untuk membayarnya. 
 
Adapun pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Heri (selaku wajib pajak 
Desa Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Saya biasanya bayar pajak kalo sudah disuruh bayar mba. biasanya pihak 
pemungut pajak yang memberi tahu. 
 
Dan pendapat yang lain disampaikan oleh Bapak Nurohman (selaku wajib pajak 
Desa Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Sadar sih karena sudah kewajiban kita kan untuk membayar pajak. Tapi 
tidak dipungkiri peran petugas pajak juga sangat penting, penting untuk 
mengingatkan wajib pajak untuk bayar pajak karena kan tidak semua 





memang tidak sempat untuk membayar karena sibuk dengan kegiatan 
diluar rumah. 
 
Selanjutnya pendapat yang sama disampaikan oleh Ibu Wiwi (selaku wajib pajak 
Desa Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Sadar sendiri, kalo sudah jatuh tempo biasanya saya bayar mba. kecuali 
memang belum ada uangnya itu mungkin bisa terlambat dari tanggal jatuh 
temponya. 
 
Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa tidak semua wajib pajak sadar 
untuk membayar pajaknya, ada dari beberapa informan mengatakan bahwa peran 
petugas pajak sengat penting untuk mengingatkan wajib pajak dalam membayar 
pajak. Agar wajib pajak termotivasi untuk membayar pajaknya. 
Pertanyaan selanjutnya yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 
2.) Apakah  menurut Bapak/Ibu/Saudara wajib pajak keberatan dalam 
membayar pajak bumi dan bangunan? menurut Bapak Komsari S,ip (selaku 
sekretaris camat Kantor Kecamatan Suradadi) pada tanggal 15 April 2021 
mengatakan : 
Menurut saya sebetulnya wajib pajak tidak keberatan sejauh ini, hanya 
saja mungkin ada beberapa kendala yang di alami orang wajib pajak itu 
sendiri. Lagian bayar pajak paling setahun sekali kok mba saya rasa tidak 
memberatkan wajib pajak untu membayarnya. 
 
Kemudian pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Umar Khasan S,ip 
(selaku Kasi Pemerintahan kantor kecamatan Suradadi) pada tanggal 15 April 
2021 mengatakan : 
Secara umum tidak keberatan, kalo pun ada yang keberatan juga 
jumlahnya itu sedikit. Bayar pajak paling setahun sekali kan mba tidak 






Adapun pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Komarudin (selaku 
kolektor pajak Desa Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Menurut saya tidak keberatan, karena bayar pajak itu kan setahun sekali 
tidak setiap bulan sekali. Mungkin ada beberapa faktor yang membuat 
wajib pajak tidak membayar bukan berarti keberatan untuk membayar 
pajaknya. 
 
Selanjutnya pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Priyatno (selaku 
kolektor pajak Desa Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Sejauh ini menurut saya wajib pajak tidak keberatan yah mba, itu kan 
sudah menjadi kewajiban. Lagian kan bayar pajak juga tidak setiap bulan 
tapi setahun sekali. 
 
Kemudian pendapat lain disampaikan oleh selaku wajib pajak yaitu Ibu sofiana 
(selaku wajib pajak Desa Kertasari) pada tanggal 4 Mei 2021 mengatakan : 
Kalo keberatan sih tidak yah mba, Cuma kan yang namanya kebutuhan 
tidak menentu, kadang uangnya kepake buat yang lain, jadi kadang-
kadang saya pake dulu uangnya sampe kadang-kadang lupa sudah lewat 
tanggal jatuh tempo. 
 
Selanjutnya pendapat lain disampaikan oleh Bapak Sumarno (selaku wajib pajak 
Desa Kertasari) pada tanggal 4 Mei 2021 mengatakan : 
Tidak keberatan kok mba, lagian setahun sekali juga kan bayarnya. 
 
Dan pendapat selanjutnya disampaikan oleh Ibu Iin pujiati (selaku wajib pajak 
Desa Kertasari) pada tanggal 4 Mei 2021 mengatakan : 
Tidak keberatan, sudah turun-temurun juga kan dari orang tua dulu juga 
selalu bayar pajak mba. 
 
Adapun pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Masmuri (selaku wajib 





Sebetulnya tidak keberatan mba, toh bayarnya juga setahun sekali cuman 
memang tidak dipungkiri saya sering lupa, giliran inget pas uangnya tidak 
ada jadi begitulah kadang telat bayar. 
 
Pendapat lain disampaikan oleh Ibu Nurliyah (selaku wajib pajak Desa 
Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Engga keberatan kok mba, saya kalo ada uang juga langsung dibayar. 
Kadang nyuruh anak saya untuk bayar pajak. Menurut saya kalo ada uang 
ya tidak kebaratan. 
 
Kemudian pendapat yang sama disampaikan oleh Ibu Denis (selaku wajib pajak 
Desa Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021mengatakan : 
Ya ampun mba, tidak keberatan kok dari dulu orang tua saya juga bayar 
pajak. Menurut saya selaku wajib pajak tidak kebaratan mba, tapi kan 
yang namanya kebutuhan orang beda-beda yah mba, mungkin dari mereka 
ada yang kondisi ekonominya tidak baik, sehingga tidak membayar pajak 
tepat waktu, atau bisa jadi lupa dan tidak sempat membayar pajaknya. 
 
Pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Heri (selaku wajib pajak Desa 
Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Tidak keberatan kok mba, saya juga tau semua wajib pajak ya harus bayar 
pajak udah kewajiban kita juga. 
 
Kemudian disampaikan oleh Bapak Nurohman (selaku wajib pajak Desa 
Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Kalo dibilang keberatan sih tidak ya mab, lagian siapa sih yang pengen 
menunda bayar pajak, kalo pun ada uang ya pengen cepet-cepet dibayar 
agar tidak terbebani. Tapi kan mau gimana kadang belum ada uangnya, 
jadi nunggu ada uang dulu baru bayar. 
 
Adapun pendapat selanjutya disampaikan oleh Ibu Wiwi (selaku wajib pajak Desa 
Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Saya tidak keberatan kok mba, apalagi setahun sekali juga kan bayarnya, 






3.) Kemudian pertanyaan yang peneliti ajukan adalah Menurut 
Bapak/Ibu/Saudara faktor apa yang membuat wajib pajak keberatan dalam 
membayar pajak bumi dan bangunan? menurut Bapak Komsari S,ip (selaku 
sekretaris camat Kantor Kecamatan Suradadi) pada tanggal 15 April 2021 
mengatakan : 
Biasanya selain faktor ekonomi, faktor yang membuat wajib pajak 
keberatan dalam membayar pajak adalah NJOP yang tidak sesuai dengan 
harga tanah dipasaran. NJOP itu nilai jual objek pajak.  
 
Selanjutnya pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Umar khasan S,ip 
(selaku Kasi Pemerintahan Kantor Kecamatan Suradadi) pada tanggal 15 April 
2021 mangatakan : 
Faktor yang biasanya itu berarti NJOP yang terlalu besar tidak sesuai 
dengan harga real tanah tersebut, maksudnya NJOP yang lebih dari 
harga pasaran. Faktor tersebut yang biasanya membuat wajib pajak 
keberatan. Contoh katakan harga tanah permeter 100 ribu, tapi  di NJOP 
tertulis 200 ribu, yg otomatis mempengaruhi jumlah setoran wajib pajak. 
 
Adapun pendapat yang lain disampaikan oleh Bapak Rowin (selaku kolektor 
pajak Desa Kertasari) pada tanggal 19 April 2021 mangatakan : 
Ada yang keberatan ada yang tidak sih mba, kadangan yang membuat 
wajib pajak keberatan itu jumlah NJOP yang tidak sesuai. Tetapi hal 
tersebut jarang terjadi. 
 
Kemudian pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Komarudin (selaku 
kolektor pajak Desa Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Menurut saya wajib pajak tidak keberatan mba, hanya saja kesadaran 
mereka yang masih kurang. Bayar PBB sebetulnya lebih ringan dari pada 
pajak motor kan mba, dibayar juga sekali dalam setahun. Pajak motor 
bisa sampe ratusan ribu, sedangkan bayar PBB kalo rumahnya keramikan 






Pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Priyatno (selaku kolektor pajak 
Desa Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mangatakan : 
Sejauh ini wajib pajak tidak kebaratan menurut saya, hanya saja mungkin 
dari sebagian wajib pajak tidak menyadari bahwa dirinya belum 
membayar pajak atau mungkin belum ada uang untuk bayar pajak, 
kebanyakan dari wajib pajak yang meniliki sawah bayarnya nunggu 
panen. Itu sih yang membuat penerimaan pajak belum bisa memenuhi 
target. 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang 
membuat wajib pajak keberatan dalam membayar pajak adalah NJOP (nilai jual 
objek pajak) yang tidak sesuai dengan harga tanah yang sebenarnya, namun faktor 
tersebut jarang terjadi. Sedangkan faktor yang sering terjadi adalah kurangnya 
kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak. 
4.)  Menurut Bapak/Ibu/Saudara faktor apa yang dalam membangkitkan 
kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?  menurut 
Bapak Komsari S,ip (selaku Sekretaris Camat kantor Kecamatan Suradadi) pada 
tanggal 15 April 2021 mengatakan : 
Ya sebaiknya dilakukan penderasan atau penarikan pajak, dengan 
mendatangi rumah wajib pajak yang tidak taat dalam membayar pajak. 
Dengan demikian wajib pajak terdorong untuk membayar  pajaknya. 
 
Adapun pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Umar Khasan S,ip (selaku 
Kasi Pemerintahan Kantor Kecamatan Suradadi) pada tanggal 15 April 2021 
mengatakan : 
Tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan kepada wajib pajak 
dalam suatu pertemuan warga. Semisal ada acara dibalai desa atau 





dilakukan penarikan secara langsung atau dor to dor ke rumah wajib 
pajak, agar mereka sadar untuk membayar pajak. 
 
Selanjutnya pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Rowin (selaku kolektor 
pajak Desa Kertasari) pada tanggal 19 April 2021 mengatakan : 
Menurut saya faktor yang dapat membangkitkan kesadaran masyarakat 
yaitu dengan memberikan pelayanan yang baik, sehingga memberikan 
kesan yang baik untuk wajib pajak yang diharapkan wajib pajak lebih 
termotivasi dan sadar untuk membayar pajaknya. Selain  itu faktor yang 
kedua yaitu melakukan sosialisasi lebih luas kepada wajib pajak. 
 
Kemudian pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Komarudin (selaku 
kolektor pajak Desa Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Yaitu sosialisasi kepada wajib pajak, melalui ketua RT dari setiap 
wilayah. bisa juga memalui pertemuan warga misalnya dalam acara 
pengajian dengan demikian banyak wajib pajak yang mendengar dan 
termotivasi itu membayar pajak. 
 
Selain itu pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Priyatno (selaku kolektor 
pajak Desa Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Faktor  yang dapat membangitnya kesadaran wajib pajak tidak lain tidak 
bukan yaitu pemberian informasi dari perangkat desa dalam pertemuan 
bersama warga. 
 
Selanjutnya pertanyaan yang sama diajukan oleh peneliti untuk wajib pajak, 
adapun pendapat yang disampaikan oleh Ibu sofiana (selaku wajib pajak desa 
Kertasari) pada tanggal 4 Mei 2021 mengatakan : 
Selama ini kan tidak ada sosialisasi yang dihadiri oleh seluruh wajib 
pajak, menurut saya agar lebih membangkitkan kesadaran masyarakat 
yaitu dengan meberikan sosialisasi yang lebih luas lagi. 
 
Kemudian pendapat yang lain disampaikan oleh Ibu Iin Pujianti (selaku wajib 





Sebaiknya pihak desa melakukan penarikan langsung, dengan mendatangi 
rumah wajib pajak. Menurut saya dengan demikian wajib pajak akan lebih 
terdorong lagi untuk membayar pajak. 
 
Dan pendapat selanjutnya disampaikan oleh Bapak Sumarno (selaku wajib pajak 
Desa Kertasari) pada tanggal 4 Mei 2021 mengatakan : 
Menurut saya perlu diadakan sosialisasi lebih luas kepada wajib pajak. 
Agar kami selaku wajib pajak lebih terdorong. 
 
Adapun pendapat yang disampaikan oleh Bapak Masmuri (selaku wajib pajak 
Desa Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Sebaiknya untuk para petugas pajak dan perangkat desa lebih sering  
memberikan sosialisasi atau punyuluhan tentang pajak kapada wajib 
pajak. 
 
Selanjutnya pendapat yang sama disampaikan oleh Ibu Nurliyah (selaku wajib 
pajak Desa Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Sering-sering lah untuk memberikan informasi atau penyuluhan kepada 
kami, agar kami selaku wajib pajak terdorong untuk membayar pajak 
Kemudian pendapat yang sama disampaikan oleh Ibu Denis (selaku wajib pajak 
Desa Kertasari) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Kalo bisa sih untuk petugas pajak agar bisa mendatangi rumah wajib 
pajak yang tidak taat atau bandel dalam membayar pajak. Dengan begitu 
pasti wajib pajak sadar dan terdorong untuk membayar. 
 
Tidak hanya itu pendapat yang sama pun disampaikan oleh Bapak Heri (selaku 
wajib pajak Desa Suradadi) pada tanggal 26 April mengatakan : 
Kalo menurut saya daktor yang dapat membangkitkan kesadaran wajib 
pajak yaitu pertama sering mengadakan sosialisasi atau punyuluhan, bisa 
saja disampaikan melalui pertemuan bareng warga. dengan begitu wajib 







Selanjutnya pendapat yang sama disampaikan oleh Bapa Nurohman (selaku wajib 
pajak Desa Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Menurut saya faktor yang pertama yaitu faktor pendapatan, kalo wajib 
pajak penghasilnya lebih dari cukup mestinya akan membayar pajak 
dengan rutin. adapun faktor yang lain, misal kondisi ekonomi mencukupi 
tetapi tiadak membayar pajak, bisa jadi wajib pajak tersebut lupa atau 
kurang kesadaran. Dengan begitu petugas pajak sebaiknya mendatangi 
rumah wajib pajak satu persatu, bisa jadi dengan cara tersebut lebih 
efektif. wajib pajak pun mau tidak mau pasti akan membayar pajaknya. 
 
Kemudian pendapat yang sama disampaikan oleh Ibu Wiwi (selaku wajib pajak 
Desa Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Menurut saya faktor yang dapat membangkitkan kesaradaran wajib pajak 
yaitu perlu diadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak. 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang dapat 
membangkitkan kesadaran wajib pajak yaitu dengan mengadakan sosialisasi dan 
penyuluhan lebih luas kepada wajib pajak. Selain itu untuk petugas pajak 
sebaiknya mendatangi rumah wajib pajak yang belum membayar pajak agar lebih 
terdorong dan termotivasi untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.  
V.1.3. Partisipasi masyarakat terlibat secara aktif dalam membayar PBB : 
1. Tepat waktu dalam penyampaian SPPT  
Surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) adalah surat yang digunakan 
untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutag dan 
bukan merupakan  bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan. SPPT 
diterbitkan pada setiap tahun pajak dan harus dibayar dalam satu tahun pajak 
SPPT diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi 





dalam penyampaian SPPT tepat waktu maka akan berpengaruh terhadap 
penerimaan pajak yang telah ditergetkan, dimana SPPT tersebut harus dilunasi 
oleh wajib pajak pada waktu yang telah di tentukan. Adapun hasil wawancara 
dengan beberapa informan terkait partisipasi masyarakat terlibat secara aktif 
dalam membayar pajak bumi dan bangunan, dan pertayaan yang diajukan peneliti 
adalah sebagai berikut : 
1.) Menurut Bapak/Ibu/Saudara apakah wajib pajak selalu membayar 
PBB rutin setiap tahun? menurut Bapak Komsari S,ip (selaku Sekretaris Camat 
Kantor Kecamatan Suradadi) pada tanggal 15 April 2021 mengatakan : 
Sejauh ini wajib pajak sudah rutin, tapi tidak dipungkiri juga ada yang 
tidak rutin. kenyataanya pencapaian target PBB belum pernah memenuhi 
target, dengan begitu kan artinya ada wajib pajak yang tidak 
membayarnya. 
 
selanjutnya pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Umar Khasan S,ip 
(selaku Kasi pemerintahan kantor Kecamatan Suradadi) pada tanggal 15 April 
2021 mengatakan : 
Ya ada yang rutin ada yang tidak, tapi kalo rutin semua ya tidak ada 
tunggakan pajak. tapi kan kenyataan yang ada dar tahun 2017 sampai 
dengan sekara penerimaan PBB belum sepenuhnya lunas. 
 
Kemudian Pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Rowin (selaku kolektor 
pajak Desa Kertasari) pada tanggal 19 April 2021 mengatakan : 
Sebagian wajib pajak sudah rutin membayar setiap tahun, tapi ada yang 
tidak rutin juga  
 
Adapun pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Komarudin (selaku 





Kalo di Desa Suradadi itu sendiri paling banyak hanya tujuh puluh persen 
saja, tidak pernah mencapai seratus persen artinya banyak wajib pajak 
yang belum membayar pajaknya dengan rutin. 
 
Selain itu pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Priyatno (selaku kolektor 
pajak Desa Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Hanya sebagian kecil dari wajib pajak yang tidak rutin dalam membayar 
pajak, sebetulnya wajib pajak sudah tau bahwa pajak itu harus dibayar 
rutin dalam setahun sekali, tapi mungkin dari mereka ada beberapa faktor 
yang dialami, mungkin saja sawahnya tidak panen, dan lain sebagainya. 
 
Selanjutnya pertanyaan yang sama dijawab oleh Ibu Sofiana (selaku wajib pajak 
Desa Kertasari) pada tanggal 4 Mei 2021 mengatakan : 
Sudah menjadi kewajiban saja sebagai wajib pajak untuk membayar 
pajaknya rutin setiap tahun. Sebisa mungkin saya selaku wajib pajak juga 
pengennya tepat waktu dalam membayar pajak, kalo bisa setelah SPPT 
disampaikan saya juga pengen langsung membayarnya Cuma yang 
namanya kebutuhan banyak yah mba jadi kadang tidak bisa tepat waktu 
banget. Kalo rutin dibayar atau tidak saya rutin kok mestipun terkadang 
lewat dar tajuh tempo.  
 
Kemudian pendapat yang sama disampaikan oleh Ibu Iin Pujiati (selaku wajib 
pajak Desa Kertasari) pada tanggal 4 Mei 2021 mengatakan : 
Alhamdulillah sejauh ini sih saya rutin setiap tahun bayar pajak mba. 
 
Adapun pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Sumarno (selaku wajib 
pajak Desa Kertasari) pada tanggal 4 Mei 2021 mengatakan : 
Rutin mba, apalagi kalo dagangan saya rame pasti setelah SPPT diterima 
saya langsung bayar.  
 
Selanjutnya pendapat yang disampaikan oleh Bapak Masmuri (selaku wajib pajak 
Desa Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan :  
Ya gimana yah mba, kadang saya sudah siapkan uang buat bayar pajak 





kepake buat yang lain. Kalo begitu biasanya tahun depannya saya lunasin 
mba. Kalo pun ada uang pasti saya bayar mba toh itu juga kan sudah 
menjadi kewajiban saya. 
 
Dan pendapat selanjutnya disampaikan oleh Ibu Nurliyah (selaku wajib pajak 
Desa Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Rutin, kalo tidak saya sendiri yang bayar ya anak saya.  
 
Kemudian pendapat lain disampaikan oleh Ibu Denis (selaku wajib pajak Desa 
Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Intinya kan rutin setiap tahun, ya mestipun melebihi jatuh tempo yang 
terpenting kan dibayar setiap tahun. 
 
Adapun pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Heri (selaku wajib pajak 
Desa Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Kalo bisa dibayar tepat waktu kenapa tidak, lagian siapa juga yang mau 
nunggak bayar pajak mba. Kecuali memang bener-bener belum ada 
uangnya. 
 
Selanjutnya pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Nurohman (selaku 
wajib pajak Desa Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Dari tahun ke tahun saya pasti bayar pajak kok mb. sudah menjadi 
kewajiban saya juga untuk membayarnya. 
 
Adapun pendapat yang sama disampaikan oleh Ibu Wiwi (selaku wajib pajak 
Desa Suradadi) pada tanggal 26 April mengatakan : 
Kalo bisa dibayar rutin ya rutin, apalagi sudah jadi kewajiaban kan mba. 
 
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak sebagian besar 





ruutin. sehingga menyebabkan penerimaan pajak belum bisa memenuhi target 
yang telah ditentukan. 
2.) Apakah Bapak/Ibu/Saudara selalu tepat waktu dalam menyaimpaikan 
SPPT? menurut Bapak Komsari S,ip (selaku Sekretari Camat Kantor Kecamatan 
Suradadi) pada tanggal 15 April 2021 mengatakan : 
kalo dari pihak Kecamatan sendiri bertuga untuk memberikan SPPT ke 
setiap desa, sedangkan untuk penyampaian SPPT tersebut adalah tugas 
dari setiap perangkat desa yg ada di masing-masing desa. 
 
Pendapat selanjutnya disampaikan oleh Bapak Umar Khasan S,ip (selaku kasi 
pemerintahan Kantor Kecamatan Suradadi) pada tanggal 15 April 2021 
mengatakan : 
Sebutulnya pihak Kecamatan hanya membagi SPPT ke desa-desa dan 
yang mendistribusikan SPPT tersebut adalah tugas dari  petugas desa, ya 
ada yang tepat waktu ada yang tidak, mau bilang tepat waktu kadang juga 
ada yang masih menumpuk di Desa. kalo dari Kecamatan sedniri sih tepat 
waktu mba, kalo sudah mendapat SPPT dari dipenda langsung diserahkan 
ke masing-masing desa. 
 
Kemudian pendapat yang selanjutnya disampaikan oleh Bapak Rowin (selaku 
kolektor pajak Desa Kertasari) pada tanggal 19 April 2021 mengatakan : 
Ya begitu, kalo sudah didroping dari kecamatan SPPT tersebut kami rekap 
kemudian kami tata perkelompok wilayah, kemudian baru di sampaikan ke 
seluruh wajib pajak. 
 
Adapun pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Komarudin (selaku 
kolektor pajak Desa Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Sebisa mungkin dari pihak desa selalu menyapaikan SPPT tepat waktu 
kepada wajib pajak mba, kalo dari kami sudah selesai merekap SPPT 






Selanjutnya pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Priyatno (selaku 
kolektor pajak Desa Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatkan : 
Sejauh ini kami selalu menyampaikan SPPT kepada wajib pajak sebelum 
tanggal tajuh tempo, dari wajib pajak itu sendiri bisa mempersiapkan 
uangnya untuk membayar pajak. Jadi bisa di bilang kami selalu tepat 
waktu dalam penyamapain SPPT kepada wajib pajak. 
 
Pertanyaan yang sama diberikan oleh peneliti kepada wajib pajak. Adapun 
pendapat dari Ibu Sofiana (selaku wajib pajak Desa Kertasari) pada tanggal 4 Mei 
2021 mengatakan : 
Kalo dari pihak desa sendiri pasti memberikan SPPT sebuh tanggal jatuh 
tempo mba. mungkin bisa dibilang tapat waktu lah, nyatanya sebelum 
jatuh tempo saja sudah diterima oleh wajib pajak. setelah itu ya saya 
sendiri sebagai wajib pajak kalo memang sudah tajuh tempo dan memang 
sudah ada uangnya ya langsung dibayar. 
 
Selanjutnya pendapat yang disampaikan oleh Bapak Sumarno (selaku wajib pajak 
Desa Kertasari) pada tanggal 4 Mei 2021 mengatakan : 
Dari desa sendiri sejauh ini selalu tepat waktu dalam penyampaian SPPT 
mba. sebelum jatuh tempo sudah saya terima sih. Setelah itu ya kewajib 
saya untuk membayarnya 
 
Adapun pendapat yang sama disampaikan oleh Ibu Iin Pujiati (selaku wajib pajak 
Desa Kertasari) pada tanggal 4 Mei 2021 mengatakan : 
Biasanya petugas pajak memberikan SPPT tepat waktu sebelum jatuh 
tempo mba. Otomtis kalo SPPT sudah saya terima kan berarti saya harus 
bayar.  
 
Kemudian pendapat yang disampaikan oleh Bapak Heri (selaku wajib pajak desa 
Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Sejauh ini dari pihak desa selalu menyampaikan SPPT sebelum jatuh 






Selanjutnya pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Nurohman (selaku 
wajib pajak desa Kertasari) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Bisa dibilang tepat waktu mba. biasanya bulan Maret sudah mendapatkan 
SPPT.  
 
Pendapat yang sama disampaikan oleh Ibu Wiwi (selaku wajib pajak desa 
Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
SPPT yang saya terima pasti sebelum jatuh tempo mba, ya bisa dibilang 
tepat waktu lah. Karena dengan begitu kan saya juga bisa mengumpulkan 
uang terlebih dahulu untuk membayar pajak. 
  
Selanjutnya pendapat lain disampaikan oleh Bapak Masmuri (selaku wajib pajak 
desa Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Kadang tepat waktu kadang tidak sih mba. mungkin juga dari desa sendiri 
sangat menumpuk kan jumlah wajib pajak sjuga sangat banyak. 
 
Kemudian pendapat yang sama disampaikan oleh Ibu Nurliyah (selaku wajib 
pajak desa Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Mungkin bisa dibilang tepat waktu yah mba, saya juga mendapat SPPT 
sebelum jatuh tempo. 
 
Selain itu pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ibu Denis (selaku wajib 
pajak desa Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Kalo SPPT yang sama terima pasti sebelum jatuh tempo. Kalo di tanya 
tepat waktu atau tidak ya mungkin tepat waktu mba, saya sendiri selaku 
wajib pajak kalopun sudah menerima SPPT ya pengennya langsung 
dibayar, tapi kadang kebutuhan banyak, giliran ada uangnya malah saya 
lupa untuk bayar. 
 
Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa penyampaian SPPT dari 
pihak desa sejauh ini bisa dikatakan sudah tepat waktu. Karena SPPT yang 





wawancara dengan wajib pajak sejauh ini wajib pajak sudah tepat waktu dalam 
membayar pajaknya, tapi ada juga yang tidak membayar dengan tepat waktu 
bahkan menunggak sampai dengan tahun berikutnya sehingga penerimaan PBB 
belum bisa terpenuhi sesuai dengan target yang ditentukan. 
3.) Bagaimana cara yang Bapak/Ibu/Saudara lakukan ketika wajib pajak 
tidak bisa membayar PBB tepat waktu? Menurut Bapak Komsari S,ip (selaku 
sekretaris Camat Kantor Kecamatan Suradadi) pada tanggal 15 April 2021 
mengatakan : 
Ya kalo pihak Kecamatan sendiri sebisa mungkin memberikan informasi 
kepada petugas pajak di setiap desa yang ada di Kecamatan Suradadi 
untuk selalu mengingatkan kepada wajib pajak untuk membayar 
pajaknya tepat waktu. Ketika sudah diingatka namun masih saja tidak 
membayar harusnya dari pihak desa memberikan peringatakan kepada 
wajib pajak. 
 
Adapun pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Umar Khasan S,ip (selaku 
kasi pemerintahan Kantor Kecamatan Suradadi) pada tanggal 15 April 2021 
mengatkan : 
Gimana yah mba, mesti kan ada wajib pajak yang tidak tepat waktu. 
Pihak desa pun pasti sudah mengingatkan kepada wajib pajak untuk 
selalu membayar PBB tapat waktu setiap tahun yang diharapkan kan 
seperti itu, tapi kenyataannya ya masih banyak yang tidak tepat waktu, 
sudah diingatkan tapi tetap tidak tepat waktu ya mau gimana paling ya 
denda, itu pun tidak seberapa dendannya. sejauh ini juga tidak ada 
sanksi yang tegas, mungkin karna itu juga jadi wajib pajak kurang taat 
dalam membayar pajak, cenderung kurang sadar. 
 
Kemudian pendapat yang selanjutnya disampaikan oleh Bapak Rowin (selaku 
kolektor pajak desa Kertasari) pada tanggal 19 April 2021 mengatakan : 
Kalo sampe bertahun-tahun tidak membayar ya kita selaku wajib pajak 





wajib pajak juga bisa memikirkan dan berusaha untuk melunasi atau 
membayar pajak yang belum dibayarkan. 
 
Selanjutnya pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Komarudin (selaku 
kolektor pajak desa Suradadi) pada tanggal 26 April mengatakan : 
Kalo wajib pajak sudah di kirim SPPT namun tidak membayar ya paling 
yang saya lakukan adalah mendatangi rumah wajib pajak yang tidak taat 
dan mengingatkan bahwa pajaknya belum dibayarkan. setelah itu mau 
wajib bayar atau tidak kan nantinya juga muncul tunggakan di SPPT, 
berapa jumlah yang harus dilunasi. 
 
Adapun pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Priyatno (selaku kolektor 
pajak desa Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Ya memberikan peringantan secara lisan, baik diacara-acara tertentu 
bisa diacara pengajian dan sebagainya, kalo sudah diingatkan dan tidak 
ada perubahan ya kita memberikan surat teguran untuk wajib pajak yang 
tidak taat. Nanti kan di SPPT juga muncul tagihan tunggakan yang 
belum dibayar oleh wajib pajak. 
 
Kemudian pendapat yang sama disampaikan oleh Ibu Sofiana (selaku wajib pajak 
desa Kertasari) pada tanggal 4 Mei 2021 mengatakan : 
Gimana yah mba saya kalo paling cuma bisa mengunggu sampai saya 
punya uang, baru saya bayar. 
 
Selanjutnya pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Sumarno (selaku wajib 
pajak desa Kertasari) pada tanggal 4 Mei 2021 mengatakan : 
Ya paling saya bisanya cuma mengumpulkan uang untuk membayar 
pajak. saya pribadi kalo ada uang lebih pengennya langsung dibayar 
mba 
 
Pendapat yang sama disampaikan oleh Ibu Iin Pujiati (selaku wajib pajak desa 





Menurut saya tidak tepat waktu juga tidak apa-apa kan mba, yang 
penting kan tidak melebih batas jatuh tempo. Kalopun tahun ini belum 
bisa dibayarkan juga bisa melunasi di tahun berikutnya. 
 
Adapun pendapat lain disampaikan oleh Bapak Masmuri (selaku wajib pajak desa 
Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Engga gimana gimana sih mba, saya bayar pajak ya kalo sudah ada 
uangnya. kadang saya sudah ada uang tapi waktunya yang belum 
sempat. yang terpenting kan bayar, walaupun tidak bisa tepat waktu. 
 
Selanjutnya pendapat yang sama disampaikan oleh Ibu Nurliyah (selaku wajib 
pajak desa Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Namanya orang kadang lupa wajar kan mba, kalo tidak bisa bayar tepat 
waktu setidaknya bayar sebelum ganti tahun agar tidak menunggak 
bayar pajak. 
 
Kemudian pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Heri (selaku wajib pajak 
desa Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Kalo tidak bisa membayar tepat waktu ya gak papa sih mba, tinggal 
bayar dendanya aja kan. 
 
Selanjutnya pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Nurohman (selaku 
wajib pajak desa Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
SPPT yang saya dapet kan sebelum tanggal jatuh tempo yah mba, 
selama belum jatuh tempo yang saya lakukan ya menyiapkan uang untuk 
membayar  pajak agar bisa dibayar tepat waktu. 
 
Kemudian pendapat selanjutnya disampaikan oleh Ibu Wiwi (selaku wajib pajak 
desa Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Kalo tidak bisa bayar tepat waktu ya tinggal bayar denda saja mba. 







Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa selaku petugas pajak sebisa mungkin 
untuk memberikan informasi dan mengingatkan untuk selalu membayar pajak 
tepat waktu kepada wajib pajak dalam suatu pertemuan bersama warga ataupun 
dalam acara pengajian. Terlepas dari itu semua masing-masing dari wajib pajak 
dalam bersikap, ada yang taat dalam membayar pajak ada yang tidak. 
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak 
Wajib pajak yang aktif dan taat tentu saja sangat berpengaruh terhadap partisipasi 
masyarakat dalam membayar pajak. Dengan tidak memiliki tunggakan pajak hal 
tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pada sektor pajak. Adapun 
hasil wawancara dengan beberapa informan terkait partisipasi masyarakat terlibat 
secara aktif dalam membayar pajak bumi dan bangunan, dan pertayaan yang 
diajukan peneliti adalah sebagai berikut : 
1.) Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah menunggak bayar pajak ditahun-
tahun sebelumnya?  Menurut Ibu Sofiana (selaku wajib pajak desa Kertasari) pada 
tanggal 4 Mei 2021 mengatakan : 
Pernah mba, tapi itu dulu kejadian sudah lama sekali, sekarang sih tidak 
sampai menunggak bertahun-tahun, paling telat beberapa hari setelah 
tanggal jatuh tempo. 
 
Kemudian pendapat dari Bapak Sumarno (selaku wajib pajak desa Kertasari) pada 
tanggal 4 Mei 2021 mengatakan : 
Ya pernah mba tapi tahun berikutnya langsung saya lunasin.  






Pernah mba, tapi gak tau kok bisa muncul saya punya tunggakan, 
padahal setau saya, saya tidak pernah menunggak. Itu sih kejadian 
sudah lama banget mba. Kalo petugas pajak yang sekarang baik-baik aja 
sih tidak ada masalah. 
 
Adapun pendapat selanjutnya disampakan oleh Bapak Masmuri (selaku wajib 
pajak desa Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Kayanya sih gak pernah mba, kalo lewat dari jatuh tempo mah pernah. 
 
Selanjutnya pendapat dari Ibu Nurliyah (selaku wajib pajak desa Karangmulya) 
pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Kalo untuk menunggak pajak kayanya belum pernah sih mba, sejauh ini 
ya saya selalu bayar pajak setiap tahun. 
 
Kemudian pendapat yang lain disampaikan oleh Ibu Denis (selaku wajib pajak 
desa Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Waktu itu pernah mba, tapi bukan maksud saya tidak mau membayar, 
pada waktu itu rumah saya dikontrakin. Yang ngontrak pun tidak bayar 
pajak, sama-sama ngandelin ternyata malah tidak dibayar. 
 
Adapun pendapat yang disampaikan oleh Bapak Heri (selaku wajib pajak desa 
Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Saya terus terang tidak berniat untuk tidak membayar pajak mba. Tapi 
waktu itu bener-bener tidak ada uang lebih, uangnya kepake terus, udah 
gitu sempet nanam semangka yang ada malah rugi. 
 
Dan pendapat yang lain disampaikan oleh Bapak Nurohman (selaku wajib pajak 
desa Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Tidak pernah, karena saya selalu rutin membayar pajak setiap tahun. 
Kalo lewat dari tanggal jatuh tempo sih pernah, tapi menurut saya itu 







Kemudian pendapat lain disampaikan oleh Ibu Wiwi (selaku wajib pajak desa 
Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Di tahun-tahun sebelumnya saya tidak pernah menunggak mba. sejauh 
ini sih rutin setiap tahun dibayar mba. 
Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa wajib pajak ada yang pernah 
menunggak di tahun-tahun sebelumnya. Dan ada juga wajib pajak yang selalu 
rutin membayar setiap tahun mestipun terkadang melewati tanggal jatuh tempo 
tapi mereka rutin membayar setiap tahun. 
2.) Menurut Bapak/Ibu/Saudara apa faktor yang membuat wajib pajak 
menunggak dalam membayar PBB? Menurut Bapak Komsari S,ip (selaku 
Sekretaris Kantor Kecamatan Suradadi) pada tanggal 15 April 2021 mengatakan : 
Setiap wajib pajak punya faktor masing-masing ya mba, ada yang 
mungkin sawahnya tidak panen sehingga tidak membayar pajak, bisa 
jadi karena kesadaran masyarakt itu sendiri yang masih kurang. 
Biasanya ya faktor tersebut yang menyebabkan penerimaan PBB 
menurun. 
 
Selanjutnya pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Umar Khasan (selaku 
kasi pemerintahan Kantor Kecamatan Suradadi) pada tanggal 15 April 2021 
mengatakan : 
Ya itu sih tergantung dari wajib pajak. Bisa jadi karena faktor ekonomi 
mungkin gagal panen dan sebagainya. 
 
Kemudian pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Rowin (selaku kolektor 
pajak desa Kertasari) pada tanggal 19 April mengatakan : 
Ya faktornya ada dari beberap wajib pajak yang keberatan, keberatan 
dengan jumlah yang tertulis di SPPT, ada juga wajib pajak yang 
mendapat SPPT dobel, selain itu kadangwajib pajak gagal panen. 
sehingga wajib pajak tidak membayar pajaknya, itu yang menyebabkan 






Adapun pendapat yang disampaikan oleh Bapak Komarudin (selaku kolektor 
pajak desa Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Kebanyakan yang membuat penerimaan PBB di desa Suradadi menurun 
itu disebabkan karena banyak sawah-sawah yang tidak dibayar 
pajaknya, mungkin sawahnya tidak panen dan lain sebagainnya. Kalo 
pajak rumah sih mayoritas sudah dibayarkan. 
 
Selanjutnya pendapat yang disampaikan oleh Bapak Priyatno (selaku kolektor 
pajak desa Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Ya faktornya seperti yang saya bilang tadi kadang sawahnya digarap 
orang lain,pemilik sawah sebenernya  juga tidak memberi tahu ke yang 
garap sawah, dan yang punya sawah juga tidak mau membayar pajak. 
Ya begitu lah mba bisa dibilang kesadarannya yang masih kurang, kalo 
tidak diberi tahun ya tidak bayar. 
 
Kemudian pendapat lain disampaikan oleh Ibu Sofiana (selaku wajib pajak desa 
Kertasari) pada tanggal 4 Mei 2021 mengatakan : 
Itu dulu sih mba, saya juga lupa faktornya apa. Kayanya sih waktu itu 
uangnya saya pakai buat berobat, setelah kejadian itu saya malah lupa 
kalo pajaknya belum dibayar. Tapi ditahun berikutnya sudah saya lunasi 
kok mba. 
 
Adapun pendapat dari Bapak Sumarno (selaku wajib pajak desa Kertasari) pada 
tanggal 4 Mei 2021 mengatakan : 
Waktu itu saya memang tidak membayar mba, sawahnya tidak panen 
mba. jadi saya mau bayar gimana, sedangkan kebutuhan saya untuk 
sehari-hari juga banyak. 
 
Selanjutnya pendapat lain disampaikan oleh Ibu Iin Pujiati (selaku wajib pajak 
desa Kertasari) pada tanggal 4 Mei 2021 mengatakan : 
Pengalaman saya waktu dulu pernah mba bayar pajak tapi malah 





kejadian sudah lama banget mba, kalo sekarang sih baik-baik aja dan 
saya juga sejauh ini rutin bayar pajak setiap tahun. 
 
Adapun pendapat selanjutnya disampaikan oleh Bapak Masmuri (selaku wajib 
pajak desa Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Alhamdulillah sejauh ini aman-aman saja mba. Saya rutin bayar pajak 
setiap tahun. 
 
Kemudian pendapat yang sama disampaikan oleh Ibu Nurliyah (selaku wajib 
pajak desa Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Gak ada fakto yang gimana-gimana sih mba, kalo sampe menunggak 
bertahun-tahun itu tidak pernah. Karena sudah menjadi kebiasaan rutin 
juga kan bayar pajak setiap tahun, ya kalo kelewat dari tanggal jatuh 
tempo sih pernah. Tapi itu tidak menjadi masalah yang berat kan yang 
terpenting pajaknya lunas setiap tahun. 
 
Selanjutnya pendapat dari Ibu Denis (selaku wajib pajak desa Karangmulya) pada 
tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Ya faktornya seperti yang saya bilang tadi mba, rumah saya di kontrakin 
terus yang ngontrak malah gak bayarin pajak. Padahal kan yang 
menerima SPPT juga mereka yang ngontrak dirumah saya. Ya begitulah 
mba sama-sama ngandelin jadi gitu, malah gak dibayar. 
 
Adapun pendapat yang lain disampaikan oleh Bapak Heri (selaku wajib pajak 
desa Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan :  
Kadang pas jatuh tempo pas saya lagi gak pengang uang banyak mba, 
ada uang juga untuk kebutuhan yang lain. Tapi kan tunggakan di tahun 
sebelumnya tetap muncul di SPPT yang baru, disitu tertulis dengan jelas 
berapa jumlah yang harus saya lunasi, dan berapa denda yang harus 
saya bayar. Kalo sudah begitu ya saya harus lunasin. 
 
Kemudian pendapat berbeda disampaikan oleh Bapak Nurohman (selaku wajib 





Sampai sekarang tidak ada faktor apa-apa mba. Kalo untuk bayar pajak 
sendiri rutin saya bayar setiap tahun. 
 
Selanjutnya pendapat lain disampaikan oleh Ibu Wiwi (selaku wajib pajak desa 
Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Saya rutin bayar setiap tahun mba, karena kan sudah jadi kewajiban. 
Orang tua saya dari dulu juga bayar pajak, ya bisa dibilang sudah 
menjadi kebiasaan sih jadi sejauh ini tidak ada faktor yang membuat 
saya mengunggak. Paling telat dari tanggal jatuh tempo, terus terang 
kadang saya sendiri lupa untuk membayar yang selalu mengingatkan ya 
suami saya, dia juga yang biasanya membayarkan pajak ke balaidesa 
atau ke kantor pos. 
 
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang 
membuat wajib pajak menunggak dalam membayar pajak, dari hasil penelitian 
dilapangan faktor yang pertama yaitu kondisi keuangan dari wajib pajak yang 
tidak stabil, dari beberapa wajib pajak ada yang mengalami gagal panen 
sehinggga mereka tidak bisa untuk membayar pajaknya, kemudian kurangnya 
kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Faktor tersebut yang mengakibatkan wajib 
pajak memilki tunggakan dalam membayar PBB. 
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman/denda  
Masyarakat yang aktif dalam membayar pajak bumi dan bangunan tentu 
saja tidak pernah dijatuhi hukuman ataupun denda. Yang diharapkan yaitu 
partisipasi masyarakat terlibat secara aktif agar penerimaan pajak bumi dan 
bangunan selalu memenuhi target yang telat ditentukan. Adapun hasil wawancara 
yang peneliti peroleh dilapangan terkait partisipasi masyarakat terlibat secara aktif 





1.) Pertanyaan yang pertama, Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah 
memberikan hukuman/denda kepada wajib pajak yang tidak membayar PBB? 
Menurut Bapak Komsari S,ip (selaku sekretaris camat Kantor Kecamatan 
Suradadi) pada tanggal 15 April 2021 mengatakan : 
Tidak pernah memberikan hukuman, hanya denda 2% dari total nilai 
pajak yang harus dibayar. Itupun sudah ada diperaturan perundang-
undangan, kami sendiri tidak berani untuk memberikan hukuman apapun 
kepada wajib pajak yang tidak taat. 
 
Selanjutnya pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Umar Khasan S,ip 
(selaku Kasi pemerintahan Kantor Kecamatan Suradadi) pada tanggal 15 April 
2021 mengatakan : 
Ya paling denda aja mba, misalkan wajib pajak punya tunggakan nanti 
dibayar tahun berikutnya ya paling kena denda 2% perbulan dari total 
nilai pajaknya. Sanksinya hanya denda pihak kami tidak pernah 
memberikan hukuman apa-apa kepada wajib pajak. Ya makanya wajib 
pajak banyak yang menunggak karena dendanya juga tidak seberapa 
mba, menurut saya juga sanksinya terlalu ringan sehingga wajib pajak 
menyepelekan. 
 
Adapun pendapat yang disampaikan oleh Bapak Rowin (selaku kolektor pajak 
desa Kertasari) pada tanggal 19 April 2021 mengatakan : 
Selama ini tidak pernah memberikan hukuman atau sanksi mba, ya itu 
paling denda saja. Itu juga tidak seberapa, gak sampe ratusan ribu. 
Paling kalo untuk bangunan dendanya lima belas ribu. Saya sendiri tidak 
berani memberikan hukuman, takutnya wajib pajak malah gak terima. 
Jadi sesadarnya wajib pajak aja mba. Kalo merasa punya tunggakan ya 
tahun depannya harus dibayar berserta denda yang telat dicantumkan. 
 
Kemudian pendapat yang disampaikan oleh Bapak Komarudin (selaku kolektor 
pajak desa Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Sejauh ini belum pernah memberikan hukuman atau sanksi, hanya denda 





apabila dari wajib pajak yang akan melakukan permohon surat menyurat 
ditingkat desa harus melampirkan  pelunasan PBB. Sebagai contoh 
mbanya mau membuat surat domisi ya harus melampirkan pelunasan 
PBB. Tapi dengan cara demikian pun saya katakan belum maksimal 
yang bersangkutan misalnya memiliki SPPT banyak, ada bangunan, 
tanah dan yang ditunjukan hanya satu bukti pelunasan ternyata kan 
masih ada tunggakan yang belum lunasi sebelumnya. 
 
Selanjutnya pendapat yang disampaikan oleh Bapak Priyatno (selaku koletor 
pajak desa Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Hanya denda yang diberikan apabila wajib pajak tidak membayar 
pajaknya setiap tahun. Tidak pernah memberikan hukuman apa-apa 
mba. Denda yang ada pun sudah di tentukan oleh pemerintah daerah 
yaitu sebesar 2% perbulan dari jumlah nilai pajak. 
 
Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa tidak ada hukuman atau 
sanksi yang diberikan apabila wajib pajak tidak membayar PBB, hanya denda 2% 
dari jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dengan begitu wajib 
pajak merasa tidak jera karena denda yang diberikan terlalu ringan sehingga 
menyebabkan penerimaan PBB tidak pernah memenuhi target setiap tahunnya. 
2.) Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah dijatuhi hukuman atau sanksi 
atau denda dalam membayar PBB? Menurut Ibu Sofiana (selaku wajib pajak desa 
Kertasari) pada tanggal 4 Mei 2021 mengatakan : 
Tidak pernah dijatuhi hukuman mba, yang paling cuma denda aja. 
Dendanya juga gak banyak ya masih dibilang ringan.  
 
Kemudian pendapat yang sama di sampaikan oleh Bapak Sumarno (selaku wajib 
pajak desa Kertasari) pada tanggal 4 Mei 2021 mengatakan : 
Dari pihak desa tidak pernah memberikan hukuman apa-apa sih mba, 
kalo kita sebagai wajib pajak tidak bisa membayar PBB ya tahun 
depannya muncul tunggakan beserta denda yang harus dibayar, paling 





menurut saya terlalu berlebihan, lagian siapa juga yang mau nunggak 
pajak, kalo aja uangnya selalu ada ya pengennya langsung dibayar. 
 
Selanjutnya pendapat yang sama disampaikan oleh Ibu Iin Pujiati (selaku wajib 
pajak desa Kertasari) pada tanggal 4 Mei 2021 mengatakan : 
Tidak ada hukuman apa-apa mba, kalo tidak bisa bayar PBB tepat waktu 
atau mungkin punya tunggakan selama ini yang diberikan hanya denda 
saja. Semisal wajib pajak ada yang menunggak paling dari pihak desa 
memberikan peringatan untuk membayar pajaknya agar segera dilunasi. 
 
Adapun pendapat yang disampaikan oleh Bapak Masmuri (selaku wajib pajak 
desa Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Waduh, gak pernah sih mba kalo dijatuhi hukuman, kok serem bgt 
dijatuhi hukuman kaya mencuri aja. Sanksinya hanya denda 2% dari 
jumlah pajak mba. 
 
Kemudian pendapat dari Ibu Nurliyah (selaku wajib pajak desa Karangmulya) 
pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Sejauh ini tidak ada hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang 
memiliki tunggakan, hanya denda saja mba, denda yang diberikan juga 
tidak memberatkan kami, ya paling besar-besarnya tiga puluh ribu 
dalam setahun tergantung masing-masing NJOP juga sih mba.  
 
Selain itu pendapat yang sama disampaikan oleh Ibu denis (Selaku wajib pajak 
desa Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Tidak pernah dijatuhi hukuman mba, ya kalo pun ada hukuman menurut 
saya dengan membayar denda saja itu sudah cukup. Kecuali kalo 
orangnya bener-bener gak mau bayar pajak bertahun-tahun mungkin 
dengan dijatuhi hukuman mereka bisa sadar dan mau untuk membayar 
PBB. Kadang mungkin ada yang sengaja memunggak bayar pajak 
karena memang dendanya terlalu ringan. Menurut saya kalo denda atau 
sanksinya lebih tegas wajib pajak lama kelamaan akan lebih sadar dan 
memprioritaskan untuk selalu membayar pajak setiap tahun. Ya itu sih 







Selanjutnya pendapat yang disampaikan oleh Bapak Heri (selaku wajib pajak desa 
Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Kalo saya selama ini tidak pernah dijatuhi hukuman yah mba, paling 
cuma denda aja. Setau saya kalo misal kena sanksi pidana atau hukuman 
itu yang SPOP (surat pemeberitahuan objek pajak) tidak benar, misal 
ada wajib pajak yang memberikan lampiran surat palsu, bertindak tidak 
benar lah intinya yang menimbulkan kerugian bagi negara. 
 
Kemudian pendapat yang disampaikan oleh Bapak Nurohman (selaku wajib pajak 
desa Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Ya tidak pernah sih mba, karena kan saya juga tidak pernah bertindak 
atau membuat kesalahan yang fatal. Hukumannya ya denda administrasi 
sebesar 2% dari jumlah pajak. Kan ada sanksi administrasi ada sanksi 
pidana. Kalo sampe kena sanksi pidana itu namanya sudah terlaluan 
mba. Saya juga tidak mau seperti itu. 
 
Kemudian pendapat yang sama disampaikan oleh Ibu Wiwi (selaku wajib pajak 
desa Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Tidak ada hukuman yang berat mba, hanya denda administrasi itu juga 
tidak seberapa. Waktu itu saya punya tunggakan bayar dendanya hanya 
lima belas ribu saja dalam satu tahun. 
 
Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa wajib pajak yang memiliki 
tunggakan dalam membayar PBB tidak pernah diberikan hukuman yang 
memberatkan wajib pajak. Selama ini hanya ada denda bagi wajib pajak yang 
terlambat membayar pajak dari tempo dan waktu yang sudah ditetapkan maka 
wajib pajak akan dikenakan denda 2% perbulan dari total nilai pajak. 
V.1.4. Hambatan dan solusi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat 





Hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi, merintangi, 
menghambat yang ditemui manusia atau individu dalam kehidupannya sehari-hari 
yang datangnya silih berganti, sehingga menimbulkan hambatan bagi individu 
yang menjalankannya untuk mencapai tujuan. Kemudian solusi itu sendiri adalah 
cara atau jalan yang digunakan untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah 
tanpa adanya tekanan. Dari uraian diatas peneliti ingin mengetahui hambatan apa 
yang dialami oleh wajib pajak, serta memberikan solusi dari hambatan tersebut 
yang di harapkan dapat meningkatkan partisipasi dalam membayar pajak bumi 
dan bangunan. Adapun hasil wawancara yang dilukakan oleh peneliti dilapangan, 
berikut adalah hasil wawancara dari beberapa informan : 
1.) Hambatan apa yang dialami Bapak/Ibu/Saudara dalam meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam membayar PBB? Menurut Bapak Komsari S,ip 
(selaku Sekretaris Camat kantor Kecamatan Suradadi) pada tanggal 15 April 2021 
mengatakan : 
Biasanya sih hambatan yang dialami wajib pajak itu disebabkan karena 
faktor ekonomi dari masyarakat itu sendiri. Biasanya karena tidak 
memiliki uang, mungkin disebabkan sawahnya yang gagal panen. 
 
Kemudian pendapat yang disampaikan oleh Bapak Umar Khasan S,ip (selaku 
Kasi Pemerintahan kantor Kecamatan Suradadi) pada tanggal 15 April 2021 
mengatakan : 
Ya itu tadi biasanya hambatan yang dialami ya karena faktor ekonomi 
dari wajib pajak. Mungkin dari mereka ada yang tidak memiliki uang 
bisa karena sawahnya tidak panen, dan sebagainya, namanya kebutuhan 
kadang tidak menentu yah mba pas disuruh bayar pajak mungkin pas 
tidak ada uang. selain itu hambatannya ya banyak dari mereka yang 





masih kurang, harus di ingatkan terlebih dahulu agar mau untuk 
membayar pajak. 
 
Selanjutnya pendapat yang disampaikan oleh Bapak Rowin (selaku kolektor pajak 
desa Kertasari) pada tanggal 19 April 2021 mengatakan : 
Hambatannya yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat. Banyak 
banget yang tidak membayar pajak mba. Dari tiga tahun yang belakang 
penerimaan PBB di desa Kertasari masih belum memenuhi target, 
banyak dari wajib pajak yang mempunyai tunggakan dalam membayar 
pajak.  
 
Adapun pendapat yang disampaikan oleh Bapak Komarudin (selaku kolektor 
pajak desa Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Ya itu banyak dari wajib pajak yang kesadarannya masih kurang, di desa 
Suradadi sendiri kebanyakan sawah atau lahan yang tidak dibayar 
pajaknya mba.   
 
Kemudian pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Priyatno (selaku kolektor 
pajak desa Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Biasanya yang menjadi kendala yaitu kesadaran masyarakat yang masih 
kurang. Ada beberapa dari wajib pajak yang keberatan dalam membayar 
pajak mba, karena setiap tahun pajaknya naik, dari pihak kami juga 
sudah menyampaikan perkembangan terkait pajaknya, sedangkan wajib 
pajak sendiri ada yang masih bertahan tidak membayar, artinya dengan 
begitu wajib pajak mempunyai tunggakan. Menurut saya berapapun 
besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak harusnya wajib 
pajak tetap membayar. Karena yang menaikan pajak sendiri bukan kami 
tapi memang dari pemerintah sendiri, harga tanah juga makin kesini 
makin mahal, jadi wajar saja kalo bayar pajaknya ada kenaikan. 
 
Selanjutnya pendapat yang disampaikan oleh Ibu Sofiana (selaku wajib pajak desa 
Kertasari) pada tanggal 4 Mei 2021 mengatakan : 
Kalo hambatan untuk saya sih memang kadang lupa, biasanya kan SPPT 
saya terima sebelum tanggal jatuh tempo, saya rasa karena waktu jatuh 
temponya masih lama jadi kadang tidak langsung saya bayar, giliran 





ibu-ibu ya mba kebutuhan banyak kadang malah uangnya kepake buat 
mencukupi kebutuhan yang lain.  
 
Adapun pendapat yang disampaikan oleh Bapak Sumarno (selaku wajib pajak 
desa Kertasari) pada tanggal 4 Mei 2021 mengatakan : 
Ya gimana yah mba, sawahnya tidak produktif jadi mau bayar gimana 
gak ada hasil. Sedangkan pajak sawah sendiri cukup besar jumlahnya. 
Beda dengan pajak rumah dibawah seratus ribu. Kebutuhan sekarang 
semakin banyak, niat hati sudah menyiapkan uang buat bayar pajak 
kadang malah kepake untuk kebutuhan yang lain mba. 
 
Kemudian pendapat yang lain disampaikan oleh Ibu Iin Pujiati (selaku wajib 
pajak desa Kertasari) pada tanggal 4 Mei 2021 mengatakan : 
Sejauh ini baik-baik aja sih mba, tidak ada hambatan yang berat. Setiap 
tahun saya pasti bayar pajak mba. Ya mestipun pernah kelewat dari 
tanggal jatuh tempo yang terpenting kan setiap tahunnya lunas tanpa 
ada tunggakan. 
 
Adapun pendapat yang disampaikan oleh Bapak Masmuri (selaku wajib pajak 
desa Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Kalo untuk hambatan sejauh ini sih tidak ada hambatan apa-apa mba. 
tidak tau untuk wajib pajak yang lain, mungkin tidak panen, atau sedang 
tidak memiliki uang. setiap wajib pajak tentu kan punya kendala masing-
masih yah mba. 
 
Kemudian pendapat lain disampaikan oleh Ibu Nurliyah (selaku wajib pajak desa 
Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Tidak ada hambatan apa-apa mba. Cuma memang menurut saya 
sebaiknya petugas pajak lebih giat lagi untuk meningatkan saya selaku 
wajib pajak. Soalnya kadang lupa ya begitu lah saya juga kan sibuk 
dagang. Berangkat pagi pulang siang. 
 
Selanjutnya pendapat yang lain disampaikan oleh Ibu Denis (selaku wajib pajak 





Hambatannya kadang belum ada uang sih mba, jadi gak bisa bayar tepat 
waktu. otomatis kan tahun depannya muncul tunggakan. Jadi tetep 
nantinya juga dibayar kalo saya ada rejeki lebih. 
 
Adapun pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Heri (selaku wajib pajak 
desa Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Kendalanya kadang saya belum ada uang sih mba, karena kan hasil 
panen juga tidak melimpah, sempet waktu itu hasil yang saya dapatkan 
tidak baik kena hama, bukannya untung malah rugi mba. 
 
Selanjutnya pendapat lain disampaikan oleh Bapak Nurohman (selaku wajib pajak 
desa Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Sejauh ini alhamdulillah tidak ada hambatan apapun mba. Karena kan 
pajak yang saya bayar hanya rumah dan tanah. Ya gak masih dibilang 
ringan sih kalo dibayar setahun sekali. Kecuali kalo yang tanahnya luas 
sawahnya juga banyak pasti kan bayar pajaknya juga gede. Sedangkan 
hasil panen kan kadang tidak menentu bisa aja rugi atau gimana yah. Ya 
namanya kebutuhan kan mba semakin besar penghasilan ya semakin 
besar juga pengeluarannya. 
 
Kemudian pendapat lain disampaikan oleh Ibu Wiwi (selaku wajib pajak desa 
Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Tidak bisa dipungkiri kebutuhan sekarang banyak banget yah mba. 
Sebetulnya saya juga tidak mau punya hutang pajak, tapi mau gimana 
kadang uangnya yang belum ada. Hasil kerja suami saya juga hanya 
cukup buat kebutuhan sehari-hari. Sudah disisihkan buat bayar pajak 
kadang dipakai untuk kebutuhan yang lebih penting. Ya intinya saya 
sebagai wajib pajak juga bertanggung jawab untuk membayar pajak, 
sambil mengumpulkan uang untuk melunasinya ditahun berikutnya. 
 
Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di lapangan. Sebagian besar kendala 
atau hambatan yang dialami wajib pajak adalah faktor ekonomi, selain itu juga 
kesadaran masyarakat yang masih sangat kurang. Ada dari beberapa wajib pajak 





membayar pajak, selain itu ada juga wajib pajak yang merasa keberatan dengan 
kenaikan beban pajak. Karena memang pendapatan wajib pajak tidak sepenuhnya 
berpenghasilan tinggi namun ada juga yang berpenghasilan pas-pasan. Dengan 
begitu penerimaan PBB di Kecamatan Suradadi tidak pernah memenuhi target 
yang telah ditentukan. 
2.) Menurut Bapak/Ibu/Saudara bagaimana solusi dalam mengatasi 
hambatan-hambatan tersebut? Menurut Bapak Komsari S,ip (selaku sekretaris 
Camat kantor Kecamatan Suradadi) pada tanggal 15 April 2021 mengatakan : 
Ya solusinya kepada petugas pajak untuk tidak bosan memberikan 
penyuluhan, memberikan informasi lebih merata kepada wajib pajak 
untuk mengingatkan warganya agar segera membayar PBB. Bisa juga 
memasang spanduk dijalan-jalan yang stategis yang dapat dibaca oleh 
masyarakat. Kemudian solusi selanjutnya apabila wajib pajak memiliki 
kondisi ekonomi yang tidak stabil, sebaiknya pihak desa mendirikan 
Bank Sampah, bank sampah itu sendiri adalah tempat menabung 
sampah, dan sampah yang ditabung juga bukan sampah yang 
sembarangan melainkan sampah yang mempunyai nilai ekonomis yang 
dapat menghasilkan uang. Dengan begitu kan hasil yang mereka 
dapatkan bisa untuk membayar pajak. Tapi di Kecamatan suradadi 
belum begitu hamiliar dengan yang namanya Bank Sampah. 
 
Kemudian pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Umar Khasan S,ip 
(selaku kasi pemerintahan kantor Kecamatan Suradadi) pada tanggal 15 April 
2021 mengatakan : 
Solusinya ya mengadakan sosialisasi atau penyuluhan kepada 
masyarakat, pemberian informasi lebih luas dan merata, agar wajib 
pajak sendiri memahami terkait informasi pajak, manfaat pajak, dan 
sebagainya. Harapannya dengan begitu wajib pajak menjadi sadar untuk 
membayar PBB tepat waktu. 
 
Adapun pendapat yang disampaikan oleh Bapak Rowin (selaku kolektor pajak 





Solusinya ya pembinaan kepada wajib pajak, agar membayar pajaknya 
tepat waktu. Selain itu memberikan pelayanan semaksimal mingkin, dari 
pihak desa juga sekarang memberikan kemudahan untuk membayar 
pajak di balaidesa. Kalo memang dengan cara tersebut kurang efektif ya 
sebaiknya untuk petugas pajak mendatangi rumah dor to dor kepada 
wajib pajak yang tidak taat dalam membayar pajak, atau kesadaran 
mereka yang masih kurang.  
 
Selanjutnya pendapat yang lain disampaikan oleh Bapak Komarudin (selaku 
kolektor pajak desa Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Ya memberikan penyuluhan kepada masyarakat, terkait fungsi PBB itu 
apa, karena kan membayar pajak juga tidak rugi untuk kita, karena 
memang dari hasil tersebut kembali lagi kepada msayarakat untuk 
mesejahterakan masyarakat sendiri. Selain itu memberikan penghargaan 
kepada wajib pajak yang taat, misal wajib pajak yang tepat waktu dalam 
membayar pajak mendapatkan kupon undian. yang pada akhir tahun 
akan diundi. Dengan hadiah yang menarik tentu saja wajib pajak lebih 
terdorong untuk membayar pajak depat waktu. 
 
Adapun pendapat yang disampaikan oleh Bapak Priyatno (selaku kolektor pajak 
desa Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Ya mengadakan penyuluhan yang lebih merata, menumbuhkan 
kesadaran kepada wajib pajak akan pentingnya membayar PBB tepat 
waktu. 
 
Kemudian pendapat yang disampaikan oleh Ibu Sofiana (selaku wajib pajak desa 
Kertasari) pada tanggal 4 Mei 2021 mengatakan : 
Menurut saya solusinya ada mengadakan penyuluhan setiap tahun, 
selama ini kan penyuluhan dihadiri oleh perwakilan saja, pemberian 
informasi juga kurang merata. Saya juga tidak pernah mengikuti 
penyuluhan selama ini, dan untuk petugas pajak kalo bisa sih 
mendatangi rumah wajib pajak yang belum membayar pajak, ya kan bisa 
saja mereka lupa atau mungkin sibuk dengan kegiatan sehari-hari. Saya 







Selanjutnya pendapat yang disampaikan oleh Bapak Sumarno (selaku wajib pajak 
desa Kertasari) pada tanggal 4 Mei 2021 mengatakan : 
Menurut saya melakukan sosialisasi, ya pendekatan lah kepada wajib 
pajak karena kan selama ini tidak pernah ada sosialisasi yang dihadiri 
oleh wajib pajak.  
Pendapat selanjutnya juga disampaikan oleh Ibu Iin (selaku wajib pajak desa 
Kertasari) pada tanggal 4 Mei 2021 mengatakan : 
Sebaiknya untuk petugas pajak melakukan jemput bola ya dengan tujuan 
mendekatkan wajib pajak dengan tempat pembayaran sehingga wajib 
pajak yang jauh dari Bank atau tempat pembayaran  bisa langsung 
membayar lewat petugas pemungut pajak. 
 
Kemudian pendapat dari Bapak Masmuri (selaku wajib pajak desa Karangmulya) 
pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Kalo bisa sih dari pihak pemungut pajak untuk mendatangi rumah wajib 
pajak. Kadang kan ada dari mereka yang sibuk. Menurut saya dengan 
cara begitu akan lebih efektif mba. 
 
Selanjutnya pendapat yang sama disampaikan oleh Ibu Nurliyah (selaku wajib 
pajak desa Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Memberikan penyuluhan kepada wajib pajak sih mba. Menurut saya itu 
penting banget soalnya kan masih banyak wajib pajak yang kurang 
mengetahui fungsi dari PBB itu sendiri. Terus juga masih banyak yang 
acuh tak acuh dalam membayar pajak.  
 
Pendapat berikutnya disampaikan oleh Ibu Denis (selaku wajib pajak desa 
Karangmulya) pada tanggal 3 Mei 2021 mengatakan : 
Selain memberikan penyuluhan yang lebih merata kepada wajib pajak, 
menurut saya solusi yang berikutnya memberikan pendidikan dan 
keterampilan bersama ibu-ibu PKK untuk wajib pajak yang kesulitan 
dalam membayar pajak. Ya misal dengan para ibu-ibu diajarkan untuk 
membuat kerajinan atau membuat produk makan yang bisa di jual. 
Hasilnya bisa untuk membayar pajak dan sisanya bisa digunakan untuk 






Adapun pendapat yang disampaikan oleh Bapak Heri (selaku wajib pajak desa 
Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Ya solusinya mungkin mengadakan penyuluhan kepada wajib pajak. 
Kalo bisa petugas pajak mendatangi rumah wajib pajak. Ya 
mempermudah dalam pelayanan mba. 
 
Selanjutnya pendapat dari Bapak Nurohman (selaku wajib pajak desa Suradadi) 
pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Solusinya mungkin dengan pemberian penyuluhan kepada wajib pajak, 
dengan memberikan pengetahuan yang luas kepada wajib pajak tentang 
peran pentingnya PBB, selain itu juga meningkatkan pelayanan kepada 
wajib pajak, ya mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak, 
misalnya pihak pemungut pajak mendatangi rumah wajib pajak. Kurang 
lebih begitu mba solusi menurut saya. 
 
Kemudian pendapat yang selanjutnya disampaikan oleh Ibu Wiwi (selaku wajib 
pajak desa Suradadi) pada tanggal 26 April 2021 mengatakan : 
Meningkatnya pelayanan untuk wajib pajak, memberikan kemudahan 
dalam membayar pajak. Kalo bisa petugas pajak mendatangi rumah 
masing-masing wajib pajak, ya nagihi pajak ke rumah. Dengan begitu 
saya juga merasa lebih mudah.  
 
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa solusi ya 
disampaikan oleh informan, yaitu dengan memberikan penyuluhan kepada wajib, 
meningkatkan pelayanan, melakukan jemput bola kepada kerumah wajib pajak. 
Kemudian untuk solusi mengatasi kesulitan ekonomi bisa dengan mendirikan 
Bank sampah, dengan menabung sampah yang memiliki nilai ekonomis. Adapun 
cara yang selanjutnya yaitu dengan memberikan pendidikan atau keterampilan 
kepada wajib pajak yang kesulitan dalam membayar pajak, keterampilan dalam, 





begitu masyarakat dapt membayar pajak dan sisanya untuk mencukupi kebutuhan 
sehari-hari. 
V.2 PEMBAHASAN 
V.2.1 Partisipasi masyarakat dalam mengikuti sosialisasi atau penyuluhan  
PBB  
1. Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan 
Zulkarnain mengatakan bahwa penyuluhan merupakan kegiatan yang 
memberikan  pendidikan, pengetahuan, informasi dan kemampuan baru kepada 
masyarakat akan suatu hal. Penyuluhan dari pemerintah kepada masyarakat perlu 
diselenggarakan secara rutin dan merata, sehingga semua lapisan masyarakat 
dapat mengetahui informasi tersebut dan menambah wawasan bagi mereka. 
Berdasarkan data dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diketahui 
bahwa, penyuluhan atau yang dikenal dengan istilah sosialisasi telah sering 
dilakukan oleh pihak Kantor Kecamatan Suradadi untuk memberikan informasi 
kepada masyarakat terkait pajak. Tujuan diadakannya sosialisasi yaitu agar 
masyarakat menjadi paham dengan adanya pemungutan PBB, dan menambahkan 
kesadaran  dalam memenuhi tanggung jawabnya dalam membayar PBB. Salah 
satu kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh pihak Kantor Kecamatan yaitu 
mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh perangkat desa atau petugas pajak 
yang berada di masing-masing wilayah yang ada di Kecamatan Suradadi. Selain 





melalui pertemuan khusus bersama warga atau pun dalam acara tertentu seperti 
pengajian, dan sebagainya 
Sosialisasi lainnya dilakukan melalui benner yang dipasang di tempat-
tempat yang ramai agar dilihat oleh banyak orang. Pihak Kecamatan maupun desa 
secara aktif melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk memeberikan informasi, 
pengetahuan, berita terbaru, kebijakan-kebijakan pajak yang up to date, maupun 
tentang tujuan, manfaat dan pentingnya membayar pajak. Meskipun demikian, 
realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Suradadi selama tiga tahun terakhir 
mengalami penurunan jumlah. Hal itu juga berkaitan dengan belum meratannya 
penyelenggaraan sosialisasi yang dilakukan oleh Pihak Kantor Kecamatan 
maupun pihak desa untuk menyadarkan wajib pajak PBB. Padahal PBB adalah 
pajak yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, tapi yang diberikan informasi 
hanya perwakilan saja. Dari perwakilan yang terpilih pun belum optimal dalam 
membagikan informasi kepada wajib pajak. Penyebab lainnya yaitu antusias 
masyarakat terkait sosialisasi PBB masih kurang, dan wajib pajak pun tidak 
mengetahui informasi tentang jadwal penyelenggaran event, sosialisasi ataupun 
penyuluhan terkait PBB. 
2. pengetahuan tentang fungsi pajak  
Pengertian dalam fungsi pajak adalah pengertian fungsi sebagai kegunaan 
suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak 
sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak itu sendiri memiliki 





Pajak juga mempunyai pernanan yang sangat penting dalam kehidupan 
bernegera khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak 
merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran 
pembangunan. Rimsy K Judisseno (2006) pajak mempunyai beberapa fungsi 
diantaranya fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan yang terakhir 
fungsi redtribusi pendapatan. Dari fungsi-fungsi tersebut digunakan untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, dan kepentingan umum serta 
meningkatkan kesejatraan masyarakat.  
Pengetahuan wajib pajak tentang fungsi pajak juga sangat penting dalam 
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Semakin tinggi 
pengetahuan seseorang maka akan semakin baik. Berdasarkan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh peneliti di lapangan sejauh ini wajib pajak kurang 
mengetahui tentang fungsi pajak itu sendiri sehingga banyak dari mereka yang 
bersikap kurang sadar dan kurang peka terhadap pentingnya membayar pajak. 
Kurangnya informasi yang diperoleh wajib pajak, dimana masyarakat tidak 
pernah mengikuti sosialisasi atau penyuluhan terkait PBB yang seharusnya 
mereka dapatkan yaitu memiliki pengetahuan lebih banyak dengan diadakannya 
sosialisasi atau penyuluhan diharapkan wajib pajak lebih perpartisipasi penuh 
dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). 
3. Pemahaman tentang tata cara pembayaran pajak 
Menurut Anas Sudjiono pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk 





memahami adalah mengetahui tentang sesuatu yang di dapat melihatnya dari 
berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berfikir yang setingkat 
lebih tinggi dari ingatan dan hafalan. Dari penjelasan diatas bahwa pemahaman 
wajib pajak terkait tata cara pembayaran itu sangat dibutuhkan, dengan 
pemahaman yang di miliki tentu dapat meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh peneliti pemahaman wajib pajak tentang tata cara pembayaran 
pajak sejauh ini sudah dipahami. Wajib pajak yang telah menerima surat 
pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) tentu harus melunasinya tepat waktu pada 
tempat pembayaran.  
Wajib pajak sendiri sejauh ini sudah memahami cara membayar pajak, 
dengan pemahaman tersebut akan mempengaruhi dalam peningkatkan 
pembayaranya. Dengan cara yang mudah dan tidak berbelit-belit dan tempat 
pembayaran yang terjangkau akan memberikan kemudahan kepada wajib pajak 
dalam menghemat waktu dalam membayar pajak. Pihak desa pun memberikan 
kemudahan kepada wajib pajak dalam membayar pajak. Pembayaran pajak sendiri 
dapat dilakukan di Balaidesa dengan petugas pemungutan PBB di kelurahan atau 
desa yang ditunjuk resmi, selain itu dapat diakses di Bank pemerintahah (Bank 







V.2.2 Partisipasi masyarakat untuk berkontribusi secara sukarela dalam 
membayar PBB  
1. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak 
Kesadaran membayar pajak datang dari dalam pribadi wajib pajak, bahwa 
tanpa diingatkan, ada atau tidak adanya sanksi wajib pajak tetap memenuhi 
kewajibannya untuk membayar pajak. Pada dasarnya, wajib pajak mengetahui 
bahwa pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk menjalankan roda 
pemerintahan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dilapangan 
ditemukan bahwa wajib pajak sering kali kurang menyadari kewajibannya atau 
kurang mengetahui pentingnya membayar pajak. Pihak desa sebisa mungkin 
untuk mengingatkan wajib pajak dalam membayar pajak, seperti halnya 
memberikan himbauan untuk membayar pajak sewaktu-waktu ada acara ataupun 
pertemuan bersama warga dan penyampaian dalam sambutan acara pengajian 
yang dihadiri oleh masyarakat, dengan begitu masyarakat dapat termotivasi untuk 
membayar pajaknya tepat waktu. Namun kenyaatan yang ada wajib pajak sendiri 
masih banyak yang tidak membayar pajaknya. Beberapa faktor yang dapat 
menghambat kesadaran masyarakat dalam membayar PBB yaitu kenaikan beban 
PBB yang tiap tahun naik, selain itu ada beberapa wajib pajak yang tidak 
memiliki uang yang lebih untuk membayar PBB dan kurangnya informasi yang 
diperoleh masyarakat. Hal itu juga berkaitan dengan belum meratannya 
penyelenggaraan sosialisasi yang dilakukan oleh Pihak Kantor Kecamatan 





pajak yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dengan begitu diharapkan 
untuk pihak desa senantiasa memberikan penyuluhan yang lebih merata kepada 
wajib pajak. 
V.2.3 Partisipasi masyarakat terlibat secara aktif dalam membayar PBB 
1. Tepat waktu dalam penyampaian SPPT 
Ketepatan waktu dalam penyampaian SPPT sangat penting dilakukan. Hal 
tersebut sudah menjadi kewajiban bagi wajib pajak, apabila dalam penyampaian 
SPPT tepat waktu maka akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang telah 
ditergetkan, dimana SPPT tersebut harus dilunasi oleh wajib pajak pada waktu 
yang telah di tentukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di 
lapangan sejauh ini pihak masing-masing desa yaitu desa Kertasari, Suradadi, dan 
Karangmulya sudah tepat waktu dalam memberikan atau mendistribusian SPPT 
kepada wajib pajak sebelum tanggal jatuh tempo yang dilakukan oleh petugas 
pajak dari masing-masing desa.  
Namun yang terjadi dilapangan masih ada dari beberapa wajib pajak yang 
tidak tapat waktu dalam mengembalikan SPPT, maksudnya yaitu masih banyak 
wajib pajak yang tidak membayar pajaknya tepat waktu. Hal tersebut yang 
membuat penerimaan pajak selama tiga tahun terakhir tidak pernah memenuhi 
target yang telah ditentukan. Pihak desa sudah memberikan informasi dan 
mengingatkan kepada wajib pajak untuk selalu rutin membayar pajak, namun hal 
tersebut dirasa kurang efektif, kenyataan yang ada wajib pajak banyak ada yang 





2. Tidak mempunyai tunggakan pajak 
Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan 
sangatlah penting untuk meningkatkan penerimaan pajak yang telah ditargetkan. 
Bersadarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan partisipasi 
masyarakat sejauh ini masih kurang, dimana masih banyak dari wajib pajak yang 
memiliki tunggakan di tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan karena beberapa 
faktor. Hal tersebut menyebabkan penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak 
pernah memenuhi target. Dari pihak desa sendiri selalu memberikan himbauan 
kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan, apabila wajib pajak tidak 
mempunyai keinginan untuk melunasi pajaknya pihak desa memberikan teguran 
atau surat peringatan kepada wajib pajak, pihak desa sendiri selalu melakukan 
beberapa cara untuk membuat penerimaan pajak bumi dan bangun dapat 
terealisasi dengan baik. Pihak desa sendiri biasanya apabila ada wajib pajak yang 
akan mengurus domisi atau mengurus keperluan lain yang berkaitan dengan desa 
biasanya pihak desa memberikan syarat untuk menunjukan bukti pelunasan pajak. 
Dengan begitu dirapakan wajib pajak terdorong untuk membayar pajak tepat 
waktu sesuai dengan tanggal yang telat ditetapkan.  
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman/sanksi 
Partisipasi dalam membayar pajak bumi bangunan mempengaruhi 
penerimaan pajak yang telah ditargetkan. Namun kenyataan yang ada partisipasi 
masyarakat sejauh ini masih kurang, ada beberapa faktor yang dialami oleh 





masyarakat dalam membayara pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 
oleh peneliti dilapangan masyarakat sejauh ini masyarakat tidak pernah dijatuhi 
hukuman atau sanksi, mereka hanya mendapatkan denda, sedangkan denda 
tersebut dapat dikatakan masih ringan.  
Masyarakat tidak pernah memndapatkan hukuman atau sanksi, hal tersebut 
bukan karena wajib pajak sudah taat melainkan terkadang sanksi yang diterapkan 
dalam Undang-undang dinilai terlalu berat dan bersifat memaksa apabila 
diterapkan sepenuhnya kapada wajib pajak. Oleh karena itu banyak dari petugas 
yang kadang-kadang merasa tidak tega untuk menindak wajib pajak yang tidak 
menyelesaikan kewajiban pajaknya sesuai dengan sanksi yang berlaku. Namun 
hal seperti inilah yang justru menjadikan wajib pajak merasa dibebaskan dari 
hukuman yang seharusnya mereka terima dan bukannya sadar mereka malah 
menjadi-jadi, hal tersebut dapat membuat wajib pajak menjadi kurang disiplin 
sehingga acuh tak acuh untuk membayar pajak. 
V.2.4. Hambatan dan solusi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) 
Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) peneliti melakukan 
penelitian dilapangan dengan beberapa informan yaitu dengan melakukan 
wawancara kepada yang bersangkutan terkait hambatan apa yang dialami oleh 
mereka dan bagaimana solusi yang dilakukan. Adapun hasil yang peneliti 





1.) Hambatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) 
 Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi 
dan bangunan (PBB) di Kecamatan Suradadi, terdapat beberapa faktor yang 
menjadi hambatan diantaranya adalah berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa kurangnya informasi yang diperoleh 
wajib pajak dan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pajak bumi dan 
bangunan,dan banyak dari wajib pajak yang seringkali lupa untuk membayar 
pajaknya karena mereka sibuk dengan kegiatan sehari-hari. Selain itu kondisi 
ekonomi dari wajib pajak yang tidak bisa diprediksi, karena memang pendapatan 
yang di terima oleh masyarakat tidak selalu berpenghasilan tinggi, ada beberapa 
wajib pajak yang pendapatannya hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari 
saja. Sedangkan untuk tercapainya realisasi pajak yang telat ditentukan sangat 
dibutuhkan partisipasi dari masyarakat untuk senantiasa membayar pajak bumi 
dan bangunan rutin setiap tahun agar penerimaan pajak bumi dan banguan dapat 
berhasil dan memenuhi target yang ditentukan. 
2.) Solusi dalam meningkatkan partisipasi masyarak dalam 
membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) 
Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi 
dan bangunan. Terdapat solusi yang dapat dilakukan diantaranya adalah 
berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa 





pengetahuan masyarakat terkait pajak bumi dan bangunan yaitu perlu diadakannya 
sosialisasi atau penyuluhan yang lebih menyeluruh kepada lapisan masyarakat, 
selanjutnya dengan meningkatkan pelayanan kepada wajib untuk petugas 
pemungut pajak sebaikanya melakukan jemput bola kerumah wajib pajak agar 
wajib pajak merasa lebih dekat dengan tempat pembayaran pajak, selain itu solusi 
yang dilakukan untuk mengatasi kondisi ekonomi dan pendapat masyarakat yang 
tidak stabil sebaiknya pihak desa sendiri mendirikan Bank sampah, bank sampah 
sendiri adalah tempat menabung sampah yang telat dipilih menurut jenis sampah, 
sampah yang ditabung pada bank sampah adalah sampah yang mempunyai nilai 
ekonomis yang dapat menghasilkan uang.  
Dengan begitu masyarakat dapat lebih mudah membayar pajak dengan 
hasil yang mereka peroleh dan sisanya bisa untuk mencukupi kebutuhan yang 
lain, kemudian solusi yang berikutnya yaitu memberikan pendidikan atau 
keterampilan dari pihak desa kepada masyarakat untuk membuat produk atau 
kreasi makanan yang memiliki nilai jual, dengan begitu masyarakat bisa lebih 
produktif dan mendapatkan penghasilan dari hasil penjualan tersebut yang 









VI.1 Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait partisipasi 
masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan 
Suradadi Kabupaten Tegal tahun 2019, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Partisipasi Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
di Kecamatan Suradadi, terutama di desa Karangmulya masih cukup 
rendah, kurangnya kesadaran dari wajib pajak dalam membayar pajaknya 
yang menyebabkan penerimaan PBB menurut setiap tahun. Kemudian di 
desa Kertasari Partisipasi masyarakat itu sendiri dapat dikatakan sudah 
cukup baik. meskipun masih ada beberapa wajib pajak yang tidak 
membayar pajaknya dikarenakan tingkat pendapatan mereka yang rendah 
dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya di 
desa Suradadi partisipasi masyarakat juga masih sangat rendah, kurangnya 
kesadaran dari wajib pajak karena kesibukan wajib pajak itulah yang 
membuat wajib pajak banyak yang tidak membayar pajaknya. selain itu 
Partisipasi masyarakat di desa Karangmulya, kertasari, dan suradadi dalam 
mengikuti sosialisasi atau penyuluhan pun dikatakan masih kurang, 
sosialisasi yang diadakan hanya dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat 





masyarakat, dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan 
pajak, fungsi pajak, dan pemahaman masyarakat tentang tata cara 
pembayaran pajak bumi dan bangunan.  
2. Hambatan dan solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 
a. Adapun beberapa faktor yang  masih ditemukan dan menjadi hambatan 
bagi masyarakat di desa Karangmulya, Kertasari dan Suradadi untuk 
berpartisipasi dalam membayar PBB, diantaranya adalah tingkat 
pendapatan masyarakat sebagaian wajib pajak terlambat dan 
menunggak bahkan tidak membayar PBB dikarenakan oleh masalah 
perekonomian. Beberapa wajib pajak merasa bahwa pendapatannya 
hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga tidak ada 
sisa uang yang dapat digunakan untuk membayar PBB. Faktor 
berikutnya adalah kesibukan atau rutinitas masyarakat, SPPT yang 
diterima double, dan minimnya informasi yang disampaikan kepada 
masyarakat setempat terkait pajak bumi dan banggunan (PBB). 
b. solusi dalam mengatasi hambatan tersebut diantaranya adalah 
berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan 
bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar 
pajak bumi dan bangunan solusi yang pertama yaitu meningkatan 
informasi kepada wajib pajak dengan diadakannya sosialisasi atau 





masyarakat, selanjutnya dengan meningkatkan pelayanan kepada wajib 
pajak untuk petugas pemungut pajak sebaiknya melakukan jempot bola 
kerumah wajib pajak agar wajib pajak merasa lebih dekat dengan 
tempat pembayaran pajak, selain itu solusi yang dilakukan untuk 
mengatasi kondisi ekonomi dan pendapat masyarakat yang tidak stabil 
sebaiknya pihak desa sendiri mendirikan Bank sampah, bank sampah 
sendiri adalah tempat menabung sampah yang telah dipilih menurut 
jenis sampah, sampah yang ditabung pada bank sampah adalah sampah 
yang mempunyai nilai ekonomis yang dapat menghasilkan uang dan 
bisa dipakai untuk membayar PBB. Adapun solusi yang berikutnya 
yaitu dengan memberikan pendidikan atau keterampilan dari pihak 
desa kepada masyarakat untuk mengasah keahlian. contohnya 
membuat produk atau kreasi makanan yang memiliki nilai jual, dengan 
begitu masyarakat bisa lebih produktif dan mendapatkan penghasilan 
tambahan, yang nantinya bisa dipakai untuk membayar PBB dan 
kebutuhan yang lainnya. 
VI.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, saran yang dapat peneliti 
berikan adalah sebagai berikut : 
1. Agar penyaimpaian informasi sampai keseluruh kalangan masyarakat, 





sosialisasi atau penyuluhan secara merata sampai daerah plosok di 
Kecamatan Suradadi. 
2. Sanksi pajak perlu dipertegas dan nyata terhadap wajib pajak. 
3. Menyediakan lebih banyak tenaga lapangan untuk melaksanakan 
pemungutan pajak bumi dan bangunan, dengan melakukan jemput bola 
kerumah wajib pajak yang kurang taat. 
4. Memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang taat dan rutin 
membayar pajaknya setiap tahun sebelum tanggal jatuh tempo. 
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